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ABSTRAK

Mama : Devi Sonva Adrince
Program Studi  © Hmu Hukum Kekhusususan Hukum Ekonoms
Judul : Analisis Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang- undang No

28 Tahun 2007 Juncto Peraturan Pemerintal Pengpant
Undang-undang No 5 Tahun 2008

Mengantisipasi peningkatan penerimaan pajak sebagat sumber dana bagi
AFPBN, Direktorat Jenderal Pajak mengupayakan perbaikan ¢ berbagai aspek,
salah satunya dengan menempub reformasi perpaiakan. Reformasi Perpajakan
khususnya Reformasi Peraturan dan Kebijakan Perpajakan dalam tubuh Dirckiorat
Jenderal Pajak memberikan dampak pada tuntutan kesetarzan aniara Waiib Pajak
dan Fiskus serta tuntutan pemberian fasilifas perpajakan seperf pongampunsn
pajak bagi Wajib Pajak. Pengampunan Pgjsk scbenarnva bukan hal baru di
Indonesia, pengaloman perlama pengampunan pajak terjadi melaluw Penclapan
Presiden RI Nomor 5 Tahun 1904 tentang Peraturan Pengampunan Pajak dan
kedua pada tahun 1984 dengan Repulusan Presiden MNomor 26 Tahun 1984
tentang Pengampunan Pajak. Tetapi sejarab mencatat program pengampunan
pajak tersebut tidak cfckuf karena adanya keenganan Wajib Pajak dan tidak
teriatanya sistem administrasi perpajakan. Belajar dari pengalaman dan tuntutan
keuangan negara, sudah sewajamnya pengampunan pajak  diberlakekan dan
penetapan pada tingkatan Undang-undang. Di dalam Undang-Undang No 28
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang No 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan {(UU KUP) terdapat ketentuan Pasal
37A, dikenal dengan Kebijakan Sunsel Policy, yang memberikan ruang kepads
Wailb Pajak untuk memperoieh fastlitas pegempunan pajak. Hal vang perlu
dicermati adalah pada aspek substansi Kebijakan Sumser Policy itu sendint sebagai
perangkat hukum yang dibarapkan memberi jaminan keadilan dan kepastien
hukum yang scimbang antarg  wewenang Negara dalam  melaksanskan
pemungutan paizk, termasuk penerapan sanksi dengan periindungan hukum
ierbadap hak-hak Wajib Pajak. Suaty kebijakan pajak dikatakan baik bila secara
teknis dapat diimpiementasikan melalui peraturan perundang-undangan yang
praktis atau melalui prosedur administrasi yang efisien. Adapun filosoft dari
Kebijakan Sunset Policy adalab bahwa Pemerintah memasukan satu pasal baru,
yaitu Pasal 37A dalam UU KUP untuk memberikan kesempatan kepada Waiib
Pajak yang hingga saat ini belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara
bepar agar secara sukarcla melsporkan atau membetulkan surat pemheritahuan
tahunan pajak penghasilan secara benar, jelas, dan lengkap dengen menjamin
pengurangan/penghapusan  sanksi atas bunga keterlambatan pounasan pajek
tidak/belum sepenuhnya dibayar. Kebilekan Swmser Policy merupekan hasil
kompromi antara Kepentingan Direldorat Jenderal Pajak untuk memperioss dase
datg Wajib Pajak dalam rangka mengamankan target penerimaan Negara dengan
kepentingan Wajib Pajak yang menginginkan rax amnesty dan keselaraan antara
Wajib Paiak dan aparat pajak.
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ABSTRACT

Name : Devi Sonya Adrince

Program of Study : Science of Law Specializing in Economic Law

Title : Analysis of Tax Amnesty Based on The Law Number 28
of 2007 in conjunction with Government Decree in lieu
of Law No 5 of 2008

Anticipating the increase of tax revenue as the revenue source for the
budget, Directorate General of Taxes (DGT) have established improvement in all
aspect, one of these efforts was tax reform. Tax Reform particularty in Tax
Regulation and Policy Reform in DGT have caused effect which requires the
equality between tax payer and tax officer and requires tax facilities such as lax
amnesty. Indonesia had implemented the tax amnesty program under President
Decree No 5 of 1964 Concerning Tax Amnesty Regulation and President Decree
No 26 of 1984 Concerning Tax Amnesty. The History reveals that these tax
amnesties program were ineffective because of unwillingness of tax payers and
unorganized of tax administration system. Learning from the failure and the
budget requirement, tax amnesty should be implemented and applicable in the law
level. Consolidation of Law of the Republic Indonesia Number 6 of 1983
Concerning General Provisions and Tax Procedures As Lastly Amended By Law
Number 28 of 2007 (UU KUP) consist Article 37A, better known as Sunset
Policy, which give an opportunity to tax payers to have tax amnesty. The thing
that we should notice carefuily is the substance of Sunset Policy itself as a law
instrument that expected giving equality and certainty which is equivalent
between state’s responsibility to conduct tax collection, including claim of
administration penalty and state’s law protection to tax payer’s right. A tax policy
is concluded to be well constructed if the policy could be implemented technically
by having uncomplicated regulations or having an efficient administration
procedure. The philosophy of Sunset Policy 1s Government inserted new article,
article 37A in UU KUP to give an opportunity to tax subjects who have not
correctly fulfilled their taxation obligations up to now to report or revise their
annual income tax notification letters in a correct, clear, and complete manner by
the granting of reductions or omissions in administrative sanctions in the form of
interests over taxes which have not been paid in full or in part. Sunset Policy is a
compromised result between DGT’s interest to broader tax payer’s data base in
order to guard the budget revenue and tax payer’s interest to require tax amnesty
and the equalily between tax payer and tax officer.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pajak sesungguhnya merupakan alat yang dibebankan negara kepada warga
negaranya untuk mendanai pemblayaan negara, agar negara dapat menjalankan
fungsi dan peranan yang diamanatkan oleh konstitusi.

Pajak mempunyai fungsi budgerair (penerimaan} dan reguferad {pengatur).’
Fungsi budgetair disebut sebagal fungsi utama pajak (fiseal function) yaitu suaty
fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana sccara
optimal ke kas negara berdassrkan undang-undang perpaiakan vang berlaka*
Perwujudan fungst budgetair ini dapat terlihat pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara {APBNY vang setiap tahun disahkan dengan undang-undang.’

Berdasarkan APBN Tshun 2008, angka penerimaan paiak mencapal nifai
sebesar Rp 591.978 wilyvua atau schesar 75,7% dari total penetimaan dalam aegeri
yang bernilal sebesar 781.354,1 trilyun. Selanjuinya berdasarkan Undang-undang
Nowmor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanjs Negara Tahun
Anggaran 2009, penerimaan pajak ditargetkan meningkat menjadi sebesar
Rp725,843 tilyun atow mengalami kenatkan sekitar 22% dibanding penerbmaan
pajak Tahun 2008.

Sairi Nurmanii, Peagonae Porpajeadkon, {3akare Ueond, 30053, Rlm 30,

1bwd.

Hakikat APRN mensest Bone Stowrrs sdalab ¢

“The consiitwifeaad vight witich o notion pestormes fo authorize pullic revenne end exponditures does
med originates Fom e fisct thot e members of the setion vomiribute the poymns. This ripht & based
on g Baftier ideet. The idva of soveraignty”.

Jodi hakekat APBN adaish Redunimon, Berdasacken Posal | ayar {2) ULID 1943 dinyaiaian kedaudsion
adnlah di rangan sakyst, den ditakuben sopesvhnya eleh Majelis Permusyswaralizian Rakyat, D nopars
Repubhk Indonesia ind, bitapn cavanye rakyal selmgal hangss akon hidup, Barus ditctapkan olok rakval
it sendirl denpon persriman Dewan Perwokilan Rakyst, rakys menenluken nasibiya sendisd, karenn
o fups cors hidupnys vang wrcenin dalam APBN, Libat Arilr P Seertd Atmodia, Kewvongar Pubiik
ot Perspelitf Bk, Toors, Prafilk des Kritik, {3akarta:Penarbit FH U1, 2003), hlmi 34-33,
Murrnunin, gpof,, B, 34,

ol e
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2

Jika dicermati, dominasi peranan pajak bagi penvrimasn negara dalam
APBN dari tahum ke tahun semakin meningkat schagaimana terlihat dalam Tabel
i

Tabei 1.
Peranan Penerimaun Pojok terhadap Pendapatan Dalw Negeri dalam APBN.
(Frifinn rupial)
No. | Tahun | Penerimaan Dalam Penerimaan Prosentase PDB Ralio
Negeri (Pajak dan Pajak (%)
Mon Pajak)
l. 2000 205.334.5 1159125 36,5 9713026 | 119
2, 2001 300.599,5 185.540,5 61,7 168428601 11,6
3 2002 298.527,3 210.087.5 70,4 1.86327501 11.3
4, 2003 340.928,3 242.044,1 71,0 204585301 118
3. 2004 40310456 280.358.8 69,6 1230303107 12,2
8. 2003 4939164 3470311 70,3 278496041 12,5
7. 2006 636.153,1 409.203.6 64,3 3338195371 123
8, 2007 694 0879 490.010,9 70,6 3,937403,9 | 124
8, 2008 781.354,1 5019784 73,7 4,7323604 1 13,4
10, | 2009* 984.786.5 T25.843,0 TIEF 5,327.537,91 136

Sumber @ Tjip lsmail, “Materi Koliah Hokwn Pajak pada Program Pascasarjuns, Fakuilas Hukurs UL, 2609,
il 2, Lilat jupa Bedger Satistics 20082809, Deporremen Kauanpan Republik ndovesia, him 2-3.
*) Target

Angka penerimasn pajak schagal sumber penerimaan negara masth dapat
ditingkatkan lagi mengingal porsi sumbangan penerimann pajok di indonesia
terhadap Pendapatan Domestik Bruto® masih terbilang rendab, yaim 13%. Jika
rax ratio® bisa ditingkatkan menjadi 20%, maka ada potensi tambahan penerimaan
negara sebesar Rp 200 wiliun, demikian disampaikan Darmin Nasution. datam
sosislisasi pajak ke partat politik.”

Mengingat peranan pajek yang demikian dominan dalom penerimaan

negara, maka sesuai denpan fungsi regnlerend, pajak juga dipergunakan oleh

? PDB adulsh jumish Produk {bruto) yang dibasilkan i dalam oegeri yang nncakep prodiksi
dart perusahaan-perusabasn  asing vung ada di Indonesia, ramun Lidak terimasouk prrusahagn -
perusuhizn Indonesia vang sda &i luar negeri selama koran wakiu terlenty {(biasanya satu
thun}, Lihal Tulus Tambunan, Perehesomion Indonesia Sejak Ovde lama fHingga Posca
Krisiz, Cel.?, (Jakarta: Pustaqa, 2005).

Tex ratio adalob perbandingan amara jumtah pajak yang ternimpun dafarn spie tahun dengan
PIHS, Lihat, Nurdjaman Argjad, Bambang Kusumanto den Yuwonn Prowirosctols, Keaongan
Negara, (Jakarta:Intermedia, 1992), him 62 dan Murmanta, oz oit, hiogs 35,

*ax Ratio 20%, Peseritanar Padak Tambah 200 Trifien,” <httpffonvw detikoews com freadf
200940142 1/ L1064/ 107188340 21 Januari 2609,
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pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya pajak dipakai
sebagal alat kebijakan.? Pajak digunakan untuk mengawr dan mengendalikan
kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana pemerintah. Fuagsi regnicrend
tersebut dinplikastkan dengan cara positif yaitu dengan memberikan rax fneentive,
maupun dengan cara negatil vaito dengan memberikan des frcentive tax’

Mengantisipasi peningkatan penerimaan pajak sebagai sumber dana bagi
APBN, Direktorat Jenderal Pajak mengupayakan perbaikan di berbagal sisi
dengan menempuh reformasi perpalakan. Reformasi pajak memiliki makna yang
lugs dan terus berkembang vang meliputi perinasan basis perpajakan, perbaiken
administrasi perpajakan, mengurangi ferjadinya penghindaran dan manipulasi
pajak, serta mengatur pengenaan pada aset yang berada di luar negeri.

11 B.S. Gill menystakan, suatu sistem peneranaan negara yang mengurus)
masatah paiak perlu di reformast dengen sedilGinva 4 {empat) alasan ulama,
Pertama, ketika hukom dan kebijakan pajek menciptakan potensi peningkatan
penerimaan pajak, jumiah akiual palak yvang mengalir ke kas negara tergantung
patia efesienst dan efekuifitas administrasi penerimaan negara. Kedua, kualitas dart
administrast pencrimaan paiak mempengaruhi tklim investasi dan pengembangan
sekior swasta, Ketipa, admindsteast perpajakan secara rutin kerap muncul dalam
dattar terstas organisasi dengan kasus korupsi tertinggi. Keempat, reformasi
perpaiakan  diperivkan untuk memmungkinkan sistem perpajakan  mengikuti
perkembangan {erbary dalam ekfivitas bisnis dan pola penghindaran pajak yang
semakin cangpih.'®

Reformasi perpajakan memberikan dampak pada aspek keadilan yaitu

wntutan kesetaraan aptara Wajib Pajak'’ dan Fiskus'® (petugas pajak) serta

Y.8r1i Pudyatmoko, Pengustar Hidwm Pajak, (Yogyakarla:Penerbil Andi Yogyakarta, 2002,

him.36.

¥ Ieid., Wm. 6,

JL I8, CGill, “The Nuls and Bolts of Revenug Adminisiration reform™, Januart 2003,

Wajib Pajuk adalah orang pribadi alau badan. meliputt pembayar pajak, pemoteng pajak dan

pemungul pajik yang memponyai bak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan kelentuan

peraturan perundang-undengan perpajzkan, Libat Pasal { angka 2 UL KUP,

“ “Fiskns" dalam bahasa Belanda adaiab Dinas Pajak/Perpafakan. Kata Oscoes berasal dari kara
Latin “lise™ yang berarti keranjang vang atso pundi-pundi caja vang kemudian mempanoyai et
yang lebih loas yakmi bukan saja sebagoi tcmpal memyimpan uang atau bendahara negara.
tetapi juga melipull petugus dan aparat negara yanpg benugas memungi/mengeloia kevanzun
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tuntutan pemberian fasilitas perpaiakan seperii pengampunan paiak bagi Walb
Pajak.

Pengampunan Pajak sebenarnya bukan hal baru di Indonesia, pengalaman
pertama pengampunan pajak terjadi melalui Penetapan Presiden RI Nomor 5
Tahun 1964 tentang Poraturan Pengampunan Pajak, dilkuti pada whun 1984
dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak
juncto Keputusan Menterd Keuangan Nomor | 345/KMK.04/1984 tentang
Pelaksansan Pengampunan Pajak juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomar
966/KMK.04/1983 temang Faktor Penyesuzian Unfuk Penghitungan Pajak
Penghasilan, Tetapl scjarah mencatat peraturan pengampunan pajak itu tidak
efektif, karena keenganan Wajib Pajak dan tidak terratanya sistem administrasi
perpajakan. Belajar dari pengalaman selama ini dan tuntutan keuangan negara,
sudah sewajarnya pengampunan pajak tampakeya diperfuken yang perlu
ditetapkan dalam tingkat Undang-undang."”

Pengampunan pajak kemobali bergelir pada  tshun 2001 saat pemerintah
menyusun draft Rancangan Undang-undang Pengampunan Paiak. Namun sampai
dengan tahun 20035 draft tersebut belum juga terealisast. Tidak tercalisasinya draft
wrsebut karena banvaknya kekuatan politik vang twrut berperan, Salab satn
penyebab dralt tersebut tidak disepakati adalsh Direktorat Jenderal Pajak sebagai
otoritas paiak membust kebijakan di luar koridor kapabilitasnya. Pengampunan i
dalam drall tersebut tidak hanya terkall dengan sanksi administeast dan tindak
pidana pajak, melainkan juga tindak pidana lain, yang bukan wewenang
Direkioral Jenderal Pajak. Oleh karema pembuatan Undang-undang Pengampunan
Pajak tidak dapat terealisasikan, maka dicari jalan lain untuk mengakomodir
pengampunan pajak. Dalam rancangan perubahan ketiga Undang-undang Nomor
6 Tahun 983, Pemerintah membuat pasal yang mengakomodir ketentwan

pengampunan pajak, yang berbentuk pemberian penghapusan sanksi administeasi

nogara termasuk pajak dan bes cukal. Pengeriian Fiskal meliputt pengertian penerioman dan
peagelasran vang negara. Lihal Rochmst Soemitrg, "Pofak don Pembumgunean,” {(Bandung
P Brasoo, 1998} 1. 243-246. Lihat jupa Nurmante, op.ofz, him (0.

Avilianl, “Amngsii Pajak Perdy Prsysmi Tax Reform™, <hupdiwww.indeloridfaplod/
uploadfari/AomestiF20Pajak W20 e 208 yarath 20 Tan%20Reform HTM>,  Lihal jugas
Ronny Boko, “Amnesd Paisk, Suate Keharozan™, Bisais Indonesia, § Novembeer 2004,
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berupa bunga bagi Wajib Pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan (SPTH
Tahunan dan mendaflarkan dirl, Rancangan tersebut akhirmya selesai pada tahun
2007 dan dilmplementasikan tahun 2008,

Pengampunan Pajak (Tax Admresty} sehenamya dapat dibedakan mienjadi
soff tox ammesty dan hard wax amnesty. Soft Tax Aninesty memungkinkan untuk
memberikan pengampunan otas sankst administrasi, sementara Hard Tax Amnesty
memberikan pengampunan atas Sanksi Pidana, Untungnya, untuk mengantisipasi
gagalnya Raoncangan Undang-undang (RUU)Y Pengampuran Pajak, pemerintah
memasukkan soff fax armesty ke dalam batang tubuh RUU KUP, vaitu dalmm
Pasal 37A Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga alas
Undang-undang Nomeor & Tahun 1983 tentang Ketentuan Usnum dan Talacara
Perpajakan.'®

Kebijakan pengurangan atau peaghapusan sanksi administrast berupa bunga
ates keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak vang dituangkan
dalam: Pasal 37A Undang-undang No 28 Tahun 2007 tersebut lazim dikenal
dengan Kebijakan Swnser Policy.

Pada perkembangnya merebak perdebatan apakah Kebijakan Sunsef Poiicy
merupakan pengampunan pajek afau bukan, Ada pendapat vang menyatakan
batiwa Kebliakan Swases Policy adalah semacam pengampunan pajak tapt secara
wersclubung {isguived tax ompesty). Tidak seperti yang diberikan pemerintah
tahun 1964 dan 1584, vang dinvatekan secara legas sebagal pengampunan pajak.
Dikamskan  domikian karena  melslol  Kebijakan Swnset Policy,  diberikan

penghapusan berbagal bentuk beban yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban

591 adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan nmuk melaporkan penghitungan dan/stau
pemibayaran paink, obyek pajak deodataw bukan obyck pajak, dan/atap harta dan kewaljibor
sesugl dengen kelentwoan peraleran pernndang-undangan perpajakan, lihat Pasal T angka 11
LU KUP,

B oeMencermati Peromusan Masalab Kebijakan Sunset Policy” <htip:mnaimarnali blosspet.
cor/2008/07/mensermati-perirmugan-masalah-kebijakan htrl>, 15 2uli 2008,

“Sunset Policy © Soft Tax Amnesiy” < hliee#inwdahsval wordpress com/2008/05/ 1 3f5unset

poticy» sofl-lax-amnestyie 13 September 2008,
Istiah sunsee policy lidak serdapal datam Pasal 37 A UL KUP, Swases Policy sebagaei fasilitas

penghapusan saoksi sdrinisteast bary pertama kall meacol dalam Sumt Edarss Dirckiur
teaderal Pojuk Momor 3378172008 canggal 27 Juni 2008,
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perpajakan (tax burden) yang belum atau kurang dilaksanakan (under conmply) di
masa Jaju,'®

Menurut Robert Pakpahan'®, Kebijakan Sunset Policy termasuk dalam e
Amnesty dengan tingkat yang paling rendah. Kebijakan Sunset Policy hanya
memberikan penghapusan atau pengurangan sankst administrasi sedangkan pokek
utang pajaknya tetap harus dilunasi. Pidana fiskal otomatis gugur jiks wajib pajak
melunasi pokok wlang pajak yvang belum dilaporkan atau belum dibayarkan uaiuk
tahun-tahun pajak yang mendapat fasilitas Surser Poficy. Pemberian fasilitas ini
dibatasi selama satu tahun sgjak Undang-undang ini diberlakukan.®

Hal senada juga diungkapkan oleh Gunadi, bahwa Pasal 37 A Undang-
undang No 28 Tahun 2007 memberikan pengampunan miné berupa pengurangan
atau penghapasan sanksi adiministrasi berupa bunga atas keterlantbatan pelunasan
pajak.”

Peraturan perundangan dengan konsep Sunser Policy berlaku dalam periode
wakty terientu, setelah i peraturan fersebut tidak berlaku lagi. Pasal 374
Undang-undang No 28 Tahun 2007 memberikan fsilitas Sunser Policy berupa
peagurangan/penghapusan sankst administrast dalam kurun wakie satu tabun.
Pembatasan walkdu ini harus dilakukan karena ada kemungkinan disalahgonakan.
Apsbits udaek diberikan balas wakiu, jusiry dapat menychabkan peourunan
kepatuhan Wajib Paisk.

Sewring desakan masyarakat akibat jangka waktu 1 {satu} tahun yang
dirasakan ferlalu singkat, maka kelentuan mengenai jangka wakiu pemberian
Kebijakan Swaser Policy kemudian diperpanjang sampai dengan langgal 28
Febraart 2009 berdasarkan Persturan Pemernintah Pengeanti Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2008 Dannin Nasufion mengatakan. alasan dilakukannya

perpanjangan Kebljakan Sunser Policy adalal setelah mencermati bahwa begitu

“Pengampunan Pajuk Terselubung’, <htp//www medanbisnisonline.com/2009/02/05/sunsei-

Dirgkwyr Perencanaan dan Polensi Pajak, Direktoral Jenderal Pajak.
PhELen Pajak akan Terbitken Sunset Policy, Bisnis Indoncesia, 25 Apustus 2006
Ciunagh, Pengampunien Pajak Setengah hati, Media Indonesia, 25 Juni 2008.

2td

i
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besar antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan kebijakan dimaksud.™ Lebih
tanjut difegaskan bahwa dengan diperpanjangnya Kebijakan Sunser Policy maka
dibarapkan jumlah wajib pajak pribadi bisa meningkat, sehingga bisa meoutupi
kekurangan penerimaan dari wajib pajak badan. Hal ini tidak bisa sekaligus naik
mengeantikan wajib pajak badan, letapi bisa membangun basis yang lebih stabil
mengingat Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi berfluktuasi lebih rendah
daripada PPh badan.”

Kebijakan Sunset policy bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar lebih
Jujur, konsisten, dan sukarela melaksanakan kewajiban pataknya. Pemberian
kesempatan kepada Wajib Pajak fo become the howest rax payer melalui
pengampunan pajak dikarapkan akan meningkatkan kepatuhan Waiib Paiak di
masa yang akan datang. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi memberikan
kesempatan bagi Wajib Pajok untuk meningkatkan keterbukaar (disclosure} aras
kewajiban perpajakannya, sebelum diterapkannya penegakan hukum (o
enforcementy pajak, Oleh karena setelah Kebijakan Sumser Policy berakhir,
Direktur Jenderal Pajak akan melakukan upaya penegakan hukum berdasarkan
informasi yang telah dimiliki.

Berdasarkan hal terschut diatas, maka diharapkan langkah pemeriniah dalam
kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas
keterbunbatan polunasan kekurangan pembaysran pajak yang tertuang dalam
Pasal 37A Undang-undang No 28 Tahun 2007 mendapatkan respon yang positif
dart masyarakat agar secarg suka rela melaksanakan Kewajiban perpaiakan guna
meningkatkan kepatuhan pajsk yang pada akhiraya dibarapkan akan berdampsk
pada peningkatan fumiah penerimaan paiak ssbagal dana pembiayaan negara.

Kepatuhan masvarakst dalam membayar pajak pribadi masih sangat Jemah.
Hal tersebut torithat darl Kontribust penerimaan Pajak Penghastlan {PPh) yvang
berasal dari orang pribadi jach Jebih kecil dibandingkan penerimaan PPh badan.
Fenomena ini justes terbalik dengan koadist di luar negeri di mana PPh orang

pribadi lebil besar dari PPh badan. Menteri Kenangan menjelaskan bahwa tingkat

¥ vPerpasiaogan Sunsel Policy Hinppa Akhir Maret 2009 <hupiiwww detkaews comicead!
2008/ QLY 084307 10034, 30 Desernber 2608,

’!3 .

o thid
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kepatuhan sukarela (voliwiary compliance) wajib pajak orang pribadi i indonesia
selama sl masth ergolong lemah. Beliau juga mengatakan bahwa di negara-
negara yvang sudsh maju, peranan penerimaan PPh Orang Pribadi justru lebih
besar daripada peranan penerimaan PPh badan. Sebagai pembanding, pada tahun
2008 di lndonesia, kontribusi penerimaan PPh badan adalah 77,11 persen,
sementara PPh Orang Prbadi 22,89 persen. Di Amerika Serikat, kontribusi
penerimaan PPh Badan adalah 15,09 persen, sementara PPh Orang Pribadi 84,91
persen, Dt Inggris, kontribusi penerimaan PPh Badan adalah 21,37 persen,
sementara PPh Orang Pribadi 78,63 persen. Di Jepang, koniribusi penerimasn PPh
Badan adalah 39,87 persen, sementara PPh Orang Pribadi 60,13 persen. Oleh
karena itu, dikatakan Menkeu, pemerintah menerapkan Kebijakan Sunser Policy.
Kebijakan Sunset Policy pada periode Januari-Desember 2008 telaht memberikan

kontribusi sebesar 15,2 persen terhadap surplus penerimaan pajek ahun 2008.%
B, Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan terscbut di atas, selanjutmys akan
dipaparkan pokok masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam peselitian ini
adalah sebagai berikut

I Apa latar belakang penerapap pengampunan pajak dalam Hukum Pajak di
Indonesia ?

2. Apakah Kebljekan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi dalam
Pasal 37A Undang-undang No 28 Tahun 2007 merupakan pengampunan
pajak?

3. Apa latar belakang penggunaan istilah Sunser Policy bagh Kebijakan
Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Pasal 37A Undang-
undang No 28 Tahur 20077

4, Apa latar belakang pemitihan kebijakan Sumser Policy oleh gemerintah

sebagat satah sat beniuk fasilitas pajak bagi Wajib Pajak?

24

DU A0kemne 84 heml, 21 Janner 209,
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5. Apakoh Kebijakan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administasi dalam
Pasal 37A Undang-undang No 28 Tahun 2007 sudah memberikan aspek
keadilan bagl Wajib Pajak?

6. Bagaimana implementasi kebijakan Sunset Policy terkait dengan keputusan

pemerintah untk memperpanjang jangka waktu pelaksanaannya ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk ;

|

Menganalisis latar belakang penerapan pengampunan pajak dalam
Hukum Pajak di Indonesia.

Menganalisis esensi Kebijakan Pengurangan/Penghapusan Sanksi
Administrasi dalam Pasal 37A Undang-undang No 28 Tahun 2007
sebagai pengampunan pajak atau bukan.

Menganalisis latar belakang penggunaan istilah Sunsef Poficy bagi
Kebijakan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Pasal
37A Undang-undang No 28 Tahun 2007,

Menganalisis latar belakang pemilihan Kebijakan Sumser Poficy oleh
pemerintah sebagai salah satu bentuk fasilitas pajak bagi Wajib Pajak,
Menganalisis aspek keadilan dalam Kebijakan
Pengurangan/Penghapusan  Sanksi Administrasi dalam Pasal 374
Undang-undang Ne 28 Tahun 2007 bagi Wajib Pajak.

Menganalisis implementasi Kebilakan Swnser Policy terkait dengan
dengan keputusan pemerintah untuk memperpanjang jangks wektu

pelaksanaannya.

D, Man{ant Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik bagi pribadi,

kepentingan prakiis maupun akademis, vaitu sebagai berikut ;
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[, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian tentang
pengampu.ﬁan pajak;

2. penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pesittf bagi
peningkatan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakcan;

3. penelitian iei diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi
otoritas perpajakan dalam membuat regulast perpajakan  yang
mempunyai  tuinan  uniuk  moemenuhi  Kebutuhan  dang untuk

pelaksanaan pembangunan.

B, Metade Peuelitian

Adapun pendekatan penelitian dan teknik pengumpulan data dalam

peaulisan pengiitian ini adalzh ¢

1.

Pendekatan Penelitian
Berdasarkan pokok permasalahan dan twjuan dari penelitian ind, maka
penelitian  bersifat  deskriptif®  yang menggambarkan, menuturkan,
menganalisa dan mengklasifikasikan, permasalahan hukum yang terkait
dengan pengampunan pajak dalam Pasai 37A Undang-undang No 28 Tahun
2007.

Metode yang digunskan dalam penelitian ini adalah dengas pendekatan
normatif®® vaite dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-
undangan perpapakan vang berlaku terkait denpan pemberian pengampunan

pajak bapi Wajib Paiak,

Fenolitiun doskeiptil adaiob Jonds peneliton yang meapgambackan, mwringkas borbagsi
kondish sitnast yeng sda don mencoba untuk menggambarkan Kondisi konkril dari obyek
peaelliian dan selanjuingy skan dihasilien secora deskeipsi lemlang obvek penclitian. ini
dimaksudken uniuk mermboeriken dofa seielltl mungkin tentang manusie, Readun atay gejala-
goinia lainnye, Likat Sosiono Soekanto, Peagamar Perelitian Hukum, {Jskarta : URPRESS,
20051 Bim 8- 10,

Sumaryatl Hartong, Pexlition Hubam 8 fudonesia Pada Akhiv Abod Ke-20, (Bandung,
Penerbit Ahomnd, 19943, hle, 139143,
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Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan

dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data

yang digunakan dalam penyusunan ini adalah:

a. Studi kepustakaan (library research)”’, dilakukan dengan mempelajari
sejumlah bahan hukum primer28 berupa peraturan perundang-undangan
antara lain berupa Undang-Undang Dasar 1945 dengan Perubahannya,
Undang-undang No 28 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 80
Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 18/PMK.03/2008
tanggal 6 Februari 2008 yang sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor : 66/PMK.03/2008 tanggal 29 April 2008,
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 27/PJ/2008 tanggal 19 Juni
2008, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 30/PJ/2008 tanggal 27
Juni 2008, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-33/PJ/2008
tanggal 27 Juni 2008, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-
34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008 dan bahan hukum sekunder® berupa
literatur, buku, makalah, hasil penelitian, tulisan-tulisan ilmiah yang
berkaitan dengan permasalahan, ataupun sumber data dari kamus, artikel
pada majalah atau surat kabar.

b. Wawancara’’, dilakukan terhadap beberapa narasumber yang dinilai
memahami dan mempunyat keterlibatan langsung dalam perumusan
Kebijakan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Pasal
37A Undang-undang No 28 Tahun 2007 juncto Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 serta nara sumber yang
terkait dalam perumusan dan implementasi kebijakan tersebut baik pihak

legislatif, pihak otoritas perpajakan, praktisi/pengamat perpajakan dan

7
25
19
o

Sockunto, ap .cit., klm. 21.

Fhid . h\lm.52, Lihal juga Hartono, op. ¢it., him.134.

1bid,

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh kelerangan secara lisan guna
Lujuan tertentu, Likat S8ockanlo, op .cir., hlm. 21, Lihat jupa Harlono, op. cit., hlm. 11, 26,

Universitas Indonesia

Analisis Pengampunan..., Devi Sonya Adrince, FH Ul, 2009



i2

pihak akademisi. Narasumber ini digolongkan kedalam beberapa

kelompok, yaity;

I, Tin  Perumus  Kebiiakan  Pengurangan/Penghapusan  Sanksi
Addministrasi di Dewan Perwakilan Rakyat;

Z. CHoritas Perpajakan dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah DIF Wajib
Pajak Besar dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen
Perpajakan;

3. Pengamat dari kalangan praktisi perpajakan, dalam hal ini Ketua
Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia; dan

4. Pihak akademisi, dalam hal ini Guru Besar Keuangan MNegara, Fakultas

Mukum, Universitas Indonesia.
F. Kerangka Konsepsional Dan Teori

Datam sejarah perpaiakan terdapal adagium mengenal pemunguian pajak
barus berdasarkan undang-undang, misalnyas di negava Inggris deogan kelimag
“No taxation without representation” dan di negara Amerika Serikat dengan
semboyan “"Tavation withou! representation is robbery” '

Mux Weber menyatakan consisieney and reinforcement of nor provide by
faw were pxsenticd vlemenis. Hal ini berani hukum sangat dibutuhkan untuk
mendukung kelancaran dan kepastan bagi pelaku ussha dan masyarakat luas.
Terdapat Jima hal penting yang merupakan pendukung pembangunas nasional
vaitu ¢ sigabifity, predictability, foirness, education and the special development

abitities of the lmvyer™

o Gantose Browdihardjo 8., Pesgentar fhmv Hokum Pajak, (Jakana'PT Refika Adiorna, 2003,

W37,

Leonard 3. Theberge, Lenw ans economic Developmenr, Jownal of Intervationat Law and
Poficy, Vol.9, 1980, halaman 232, Lihat juga Brman Radjugukguk, Reformasf Hrkum dafour
Eva Globalivast Ekononi, 1988,

i
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Soerjono Soekanto menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan
dapat terlaksana secara efekif dipengaruhi beberapa faktor, yaitu 2

a. Faktor hukumnya sendiri;

b. Faktlor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum;

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
alau diterapkan;

c. TFaktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor tersebut diatas saling berkaitan erat satu dengan lain sebab
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari
efektivitas berlakunya undang-undang atau peraturan.

Oleh karenanya uniuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan
pengampunan pajak dalam Pasal 37A Undang-undang No.28 Tahun 2007, peneliti
menggunakan teori sistem hukum karena pengampunan pajak merupakan elemen
substansi dalam sistem hukum. Teori Sistem Hukum dari Lawrence M.Friedman
yang menyatakan bahwa sebagai suatu sistern hukum dari sistem kemasyarakatan,
maka hukum itu mencakup tiga komponen yaitu :

1. Legal structure

“The structure of a legal system consists of elements of t/is kind; the
number and size of courts ! their jurisdiction (that is, what kind of
cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one
courf fo another. Structure also means how the legislature is
organized, how many members sit on the Federal Trade
Commission, what a president can (legally) do or not do, what

procedures the police deparmment follows, and so on”. >

»*  Socrjono Sockaule, Faktor-fuktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada. 2007), him.8.
Lawrence M. Friedman, Jmercian Law. (New York: W.W>Norlon and Company, 1984),
hlm.5.
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Lad

Merupakan kerangka, bagian yvang tetop bertahan, bagian yang
memberikan semacam bentuk dan batasan terbadap keseluruhan
instansi~instansi penegak hukum, Di Indonesia, struktur hukum
antara lain; institugi atau penegak hukum seperti advokat, polisi,
jaksa dan hakim. Hukum yang baik yang dijalankan oleh kualitas
aparat yang buruk tidak akan mencapai tujuan undang-undang dan

hukum,

Legal substance

"By this is meayt the aetsal rafes, norms, and behavior patierss of
people ingide the system. This is, first of ofl, “the law” in the
popular sense of the term — the fact that the speed liait is fifly-five
mites an hour, tha burglars can be sent to prison, that ‘by law ™ a

pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar. ¢

Subtansi hukem merupakan huolum afay perundang-undangan atau
hukum positif yang berlaku, sturan-aturan, norma-norma dan pola
perilake nyain manusia yang berada dalam sistem tersebut, Peraturan
yang menuniang, mudah dipahami, lengkep dan jelas akan
menjadikan undang-undang Hu dapat dilaksanskan oleh warga

nepara.

Legal cuinire
“By this we mean people s attitndes roward lonv and the fegal system
-~ their beliefs, values, idees, and expectations. In other words, it ix

that part of the gereral exlture which concern the legal systen. ™

i

ibid.
fbid
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Budaya hukum merupakan suasana pikiran system dan kekuatan
sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindart
atau disalahgunakan oleh masyarakat. Budaya hukum mencakup
bagaimana persepsi masyarakat (erhadap hukum, bagaimana
pandangan masyarakal tentang peranan hukum dalam masyarakat
tersebut. Apakah hukum itu sekedar “perintah” untuk menjaga
ketertiban, atau hukum merupakan “hak-hak” dari individu-individu

yang harus ditegakkan dalam masyarakat.

Penelitian tentang Kebijakan Sunset Policy dibatasi pada aspek substansi
hukum atas Kebijakan Sunset Policy sebagai perangkat hukum yang diharapkan
memberi jaminan keadilan dan kepastian hukum yang seimbang antara wewenang
Negara dalam melaksanakan pemungutan pajak, termasuk penerapan sanksi
dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak Wajib Pajak. Suatu kebijakan
pajak dikatakan baik bila secara teknis dapat diimplementasikan melalui peraturan

perundang-undangan yang praktis atau melalui prosedur administrasi yang efisien.

G. ‘ Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertamna, merupakan Pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang
Peneclitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode
Penelitian, Kerangka Konsepsi dan Teori dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua tentang Tinjauan Pustaka, terdiri dari Pengertian Pajak, Fungsi
Pajak, Asas-asas Pemungutan Pajak, Hukum Pajak, Kebijakan Fiskal, Sanksi
dalam Hukum Pajak dan Pengampunan Pajak.

Bab  Ketiga tentang  Pengampunan  Pajak dan  Kebijakan
Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi di Indonesia, menguraikan
tentang Penetapan Presiden No 5 Tahun 1964 Tenlang Peraturan Pengampunan
Pajak, Keputusan Presiden No 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak dan
Kebijakan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Pasal 37A
Undang-undang No.28 Tahun 2007.
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Bab Keempat ienfang Analisis Pengampunan Pajak dan Kebijakan
Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Pasal 37A Undang-undang
No.28 Tahun 2007, menguraikan tentany later belakang penerapan pengamaman
pajak  dalam  hukum  pajak  di  Indonesia, esensi Kebijakan
Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Pasal 37A Undang-undang
No28 Tahun 2007 sebagal penpgampunan pajask atav bukan, latar belakang
penggunaan istilah Swnset Policy bagi Kebijakan Pengurangan/Penghapusan
Sanksi Administrasi dalam Pasal 37A Undang-undang No.28 Tahun 2007, latar
belakang pemilihan kebijakan Sunset Policy oleh pemerintah sebagai salah satu
bentuk fasilitas pajak bagi Wajib Pajak, aspek keadilan dalam Kebijakan
Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Pasal 37A Undang-undang
No.28 Tahun 2007 serta mmplementas! Kebijakan Swmses Policy terkait dengan
keputusan pemerintah memperpanjang jangka waktunya.

Bab Kelims tentang Penutup, menguraikan Kesimpulan vang  berisi
kesunpulan jawaban atas identifikasi masalah dan Saran vang memust saran-saran

vang relevan dengan hastl penclitian,
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BABI
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Pajzk dari tahun ke tshun meningkat bagi peserbmaan Negara, namun
demikian ternyata dalem undang-undang pajak tidak dicantumkan mengena
definisi pajak. Baru pada tahun 2007 dengan diterbitkannya Undang-umndiang
Nomor 28 Tahun 2007 Teatanzg Perubahan Ketipa Undang-undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan™, pengertian
pajak dicantgmkan dalam undang-undang pajak yaitu pads Pasal | angka 1 vang

berbunyi sebagai berikut :

Pajak adaiah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi amu badan vang bersifal memaksa berdasarkan Undange
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara lanpsung dan
digunakan umiuk keperluan negara bagi sebesar-besaroya Kemakmuean
rakyat.

Rochmat Soemitro menyatakan pengertian pajak dari aspek hukum adalah
perikatan yang timbul karena sadang-undang yang mewa)ibkan sescorang yang
memenubd syarat-syarat yvang ditentukan oleh undang-undang (tatsbemtand) untuk
membayar sejumiah uang kepada (Kas) negara yang dapat dipaksakan, fanpa
mendapatkan suatyu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan
untuk membisyai pengelnaran-pengeluaran negara {rutin dan pembangunan} dan
yaag digunakan sebagai alat {pendorong atau penghamdat) untuk smencapal tujuan

di fnar bidang keuangan negara’

¥ Zalanjunya disebut YU KUP,
** Rochmm Soemitre, Fsas dan Dasar Perpaiakan 1, (Bandang : BT Refika Adiama, 2004),
hin, 48,
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Selanjuinya menurut Feldmann, sebagaimana dikutip oleh Muhammad

Diiafar Saidi, penpertian pajek adalah :

Belusting  zijn aan de owerhead, volgens algemene doov  hagr
vasigesiclde normen, verschuldigde afdwingbare praestaties waar geen
wegenprestafic  legensiant, en wWisluitend  dienende  totdekhing ven
publicke whgaven.

{pajak adalsh prestasi yang terutang pada penguasa dan dipaksakan
secara sepihak menunut norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa itu
sendiri, tenpa ada jasa balik dan semats-mata guna  menutup
nengelusran-pengeluaran wnam).

Ray M. Sommerfeid dalam buku 4w Jistroducrion o Toxation

mengemukakan definisi pajak adaiah :

A tax can be defined meaningfully as any non penda yet compuisory
transfer of resanrces from the private to the public sector, levied on the
basis of predetermined criieric and swithout receipt of a specific benefit
of equal value, in oirder to acconplish some of nation’s economic and
speiad o!)ja(;ffves.]

Lebib lanjut Simon James, seorang pengajar ekonomi dan perpajakan di
University of Exeter School of Business, dalam bukunya The Ecanomic of

Taxation : Policy and Practice juga mendefinisikan pajak sebagal berikut

A tax is a compulsory levy made by public autharities for which nothing
is received directly in retorn.?

Dari definisi-definisi dialas dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada
pengertion paiak adalah® ;
a. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta
aturan pelaksansannya,

B Muhammed Diafur Saidh, Pembaburuen Hukum Pajek, { Jekarta: PT RajaGrafingds Persadi,
2007y him.23

Rey M. Sommerivh) |, Hershel MoAnderson, and Horace R Beagk, Ao Introduction to Taxation,
{How York: Harcoun Brace lovanovich lac, 1981 Blm. 1/}

Simon James, Christopher Nobes, The Eronemics of Taxation, {Wiltshive: Prontice Hal) Intl,,
Lo, 1803, him, L

Hrotndihario, op.oit, bBim. 67,

%
]

4
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b. Dalam pembayvaran pajak tidak dapat ditunjulkken adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah;

¢. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah
dacrah;

d. Pajak dipergunakan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila
dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk
membiayai “public investiment™,

¢. Pajak dapat pula membiayai tujuen yang tidak budgetair, vaitu mengatur.

Salah satu ciri dalam pengertian pajak yaitu “tidak adanya Kontra prestasi
vang diterima oleh wajib pajak”, scsungguhnya telah banyak mengalami
perubaban. Sebagaimana yang ditulis oleh Bohari, Sceparman Soemabamidjaya
berpendapat bahwa justru ontuk menyelenggarakan kontra-prestasi itulsh periu
dipungut  pajak: bukapkah pengeluaran-pengeluaran  pemerintah  bagi
penyelenggaraan bidang keamanen, kehakiman, pembangunan dan hal-hal lainnya
merupakan pemberian Konira presitasi bagl pembayar pajak selaku aaggola
masyarakatf'a

Porgtapat serupa juga diserukan oleh beberapa pakar sebagaimana ditnlis
oleh Safri Nurmantu, bahwa sebenarnya ada juga jasa timbal baltk yang diterima
Waiib Pajak akan tetapi ndak diperolehnya secara langsung dan secara pribadi,
akat tetap] diterimanya secara kolekiif deppan penduduk lainnya yang mungkin
tidak membayar pajak.

Hal ini juga diamini oleh Tjip lsmadi tekait dengan definisi pajek dacrah™
vang menyatakan bahwa dalam ranpka mempertegas fungsi pemerintabh deerah
sebagai pemuagul pajak dasrah di era otonomi dacraly, definisi paiak daerah harus
diubah dengan dilakukan penambahan secara normatif dan tegas yaitu bahwa

pajak daerah harus pulz diganakan untuk melayani kepentingan sektor pajak yang

2 H. Bohari, Penganar Hikum Pgjok, (Jakuna: PT Rajegraiindo Persadz, 1999), him,20,

Y Nurmanw, op.ciz, him 20,

* puiak doerah adaiah Juran wajib yang dilakukan oleh orang peibadi alan badan kepada dacrak
tnpy imbalan fangsuog yang seimbang, vang dopat dipeksalan berdassrkss perowran
perundangeundungan yang berlaku, yang digunakan unisk memblayal penyelenggaraan
pemeriniah dacrah das pembangunan dacrah. Libat Pasal { angka 6 Undang-undang No.34
Tahun 2000,
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bersangkutan sebagai kontraprestasi.*> Penambahan kalimat dalam pendefinisian
pajak daerah ini akan mengubah posisi pemahaman pemerintah daerah, bahwa
wewenang mereka untuk melakukan pemungutan pajak di daerahnya bukan
karena kedudukannya sebagai penguasa yang mempunyai hak untuk
“mengutip/memalaki” rakyatnya, melainkan sebaliknya justru dibalik kewenangan
tersebut terkandung hakikat bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban
untuk memberikan pelayanan kepada sector pajak yang bersangkutan.*

Berkaitan dengan penambahan definisi pajak tersebut, pembayar pajak tidak
lagi merasakan bahwa pajak sebagai beban, merasa ditekan oleh pemerintah
daerah, karena justru dengan membayar pajak mereka akan memperoleh
keuntungan dan manfaat berupa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah
daerah. Artinya, semakin besar pajak yang mereka serahkan kepada pemerintah,
pembayar pajak justru akan mendapatkan pelayananan (katakanlah fasilitas) yang
lebih baik dari pemerintah dacrah. Pelayanan atau fasilitas tersebut tentu bukan
bermaksud untuk membedakan perlakuan antara si kaya dan si miskin. Pelayanan
alau fasilitas tersebut bukan merupakan insentif perseorangan, melainkan
pelayanan dan fasilitas yang secara kolektif dan simultan akan dinikmati bersama
oleh semua masyarakat."’

Selanjutnya menurut Bohari, prestasi dari negara tidak ditujukan langsung
kepada individu pembayar pajak tetapi ditujukan secara kolektif atau kepada
anggota masyarakat secara keseluruhan. Buktinya orang miskin yang tidak
membayar pajak pun dapat menikmati prestasi dari negara,*®

Implementasi pemberian prestasi terkait dengan pelaksanaan kewajiban
perpajakan oleh Wajib Pajak dapat dilihat pada upaya peningkatan pelayanan
yang dimulai pada tahun 2002 pada saat Direktorat Jenderal Pajak melakukan
perubahan besar organisasi unit vertikal dengan membentuk kantor wilayah dan

kantor pelayanan pajak modern melalui program modernisasi administrasi

Tjip Ismail, Pengaruran Pajak Daerah di Indonesia, (Jakaria: Yellow Printing, 2007),
him.178-179,

e Ibid,

7 thid, him, 179-180.

" Bohari. op.cir.. him.21.
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perpajakan,*® Hat ini dilangsungkan guna membangun paradigma pelayanan yang
berorientasi urituk memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan
antara lain dengan membangun ataw memperbaiki gedung kantor pelayanan pajak
menjadi gedung kantor yang lebih modern dengan menvediskan sistem antrian
secara camprierize, media informasi pajak melalul computer (fonuch screen) yang
sangat mudah dijalankan, membangun sistem pembayvaran pajak secara on fine (e-
payment), pendaftaran wajib pajak baru melalui e-registration, pelaporan
kewajiban perpajakan melalui e-fifing, pembuatan surat peraberitahuan pajak
melalui e~spf dan memperkenalkan fungst Aecount Repraseniative sebagai Haison
officer yang berfungsi sebagai pengawas sekafigus pemberi konsultesi bagi wajib

pajak secara khusus. 7

B. Fungsi Pajak
Dari pengertian pajak secara teoritis dan praktis, daspat dilihat bahws pajak
pada umumnya 2 {dua) macam fungsi dalam kehidupan bernegera dan

bermasyarakat vaitu fungsi budgeiair dan Tungsi reguderend.

B.1. Fangsi fwdgetair

Fungsi budgerair disebut sebagai fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu
suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan
dana secara optimal ke kas nepara berdasarken undang.undang perpajakan yang
berlako.” Fungsi budgerair atas pajak menurut Rochmat Seemitro dititikberatian
pada scktor publik, yang mengandung makna bahwa™ :

a.  upaya pemeriniah untuk menghimpun dana dari masyarakat;

b. dana yang dihimpun digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara;

c. sisa atau surplus dari dawa tersebut digunakan untuk public xeving uatuk

selanjutnya membiayal investasi pemerintah {public invesiment).

The Mndonmesian Tax b Brigfl - Tinjauan Perpajakan ndonesia, (Jakara: Koperasi Pegawai
Kanler Pusas DI, 2006, him. 13,

® fbid, hlm.63,

Nurrantu, op.¢it., him.30,

" Public saving terjadi jika pendapatan Negera seclab dikemagh dengan peagelusran natin,
masth oda sisa. Libat Soemitro, 1998, op. ok, bim &-10,
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B.2. Pungsi Regulerend

Fangsi regulerend atay fungsl mengatur disebut juga fungsi tambahan yaitu
suaty fungs dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk
mencapal tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi in
hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, vakni fungsi budgetair. Untuk
mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijaksanaan™ Juga
dikatakan bahwa fungsi pajak sebagai alat regulasi dapat ditujukan kepada sekror
swasto sehingga pajak dimaksudkan sebagal instrumen perdoreng dan perangsang
investasi,

Lintok melaksanakan fungst mengatur inl, umumnya Fiskus menggunakan
dua cara yaitu® :

»  Cara wnum

Cara int biaganya dilakukan dengan mengadakan perubahan-perubahan
lerhadap tarif yang bersifat umum, misalnya dengan pengenaan pajak
dengan tarif yang lebily rendab bagi usaha kecil menengah.*

»  Cara kKhusus

Pelaksanaan fungsi mengatur dari pajak yang bersifat khusus dapat

bersifat positif dan bersifat negatif dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bersifal positif
Pemerintah mendukung masyarakat dengan memberikan fasilitag
perpaiakan (fax incentive) antara lain berupa fax hoh‘day‘w bagi
badan-badan baru yang menanam modalnya dibidang produksi yang
memperoleh  prioritas  pemerintah  berdasarkan undang-undang

penangaman modal.

33
B2

Nurmaitts, op. off, him36,

Lauddin Marsuni, Hukaw dan Kebijakan Perpainkan & Indoresia, {Yopyakarta 1 UH Press,
20063, hlm S8

Pudyamoke, op.of, him, 1617,

Lihat Passl 31E Undung-undang No 36 Tabun 2008 Tentang Paink Penghasilon, pemorinteh
memibertkan fasilims peagurangen kil palak bapt UMIRM.

¥ Yux hofidey adaleh pombobazan darl kewsaliban membayar pajak peaghasilen sclama suniy
Jsnghe wakiy, Lihat R Mansery, Kebiinkan Fiskef, {iakarta: YP4, 1999), him 44,

5%
4%
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2. Bersifat negatif
Pemerintah untuk membuat peraturan di bidang pajak yang
menghambat dan memberatkan (des fncemtive tax) tumbuh dan
berkembangnya suatu  kegiatan dalam  masyarskat yang ingin
ditizdakan atau diberantas olsh pemerintah, misalnya dengan

menetapkan tarif pajak yang linggi wrhadap minuman keras.

C. Asas-asas Pemungutan Pajak

Dalam bukunya vang berjudul An Inguiry In te the natwe and canses of the

wealth of nations, Adsm Smith pada takun 1776 memperkenalkan empat asas

pemungutan pajak yang disebut “the canon of faxation”, yang juga dikenal

dengan sebutan “The Fowr Maxims”, sebagaimana yang dikutip oleh Safri

Nurmarita adalah sebagai berikut™

£

3

The subjects of every siate pught to contribute towards the support of
the governmers, as nearly as possible, in proportion to their vespective
ahitttics; that is, in proporiion 1o the revenwe which they respectively
eniny under the protection of the stz ...

The tax which each individual Is bownd to pay ought to be certain and
nat abitrary. The time of paymeni, the manner of payment, the
quantity 1o be paid ought 10 be pald ought alt to be clear and piain o
the contributor, and every other person...

Every tax ought io be levied of the tinse, or in the manner, inwhich it is
must likely to be converient for the contribmtor fo puy i ..

Every tax aught to be contriver as boih to lake out and keep o of the
pockets of the people as finde as possible, over and above what i
brirgs intg the public reasury of the stete...”

Keempat kaidah distas masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut -

|, Eguality and Eguity

Equolity atau kesamaan mengandung arti, babwa keadaan yang
sama atau orang yang bersda dalam keadaan yang sama harus dikenakan
pajak yang sama. Eguality atau kesamaan daiam sislem perpajakan,

lazim disebut se-discrinination, sehingga orang-orang asing dan warga

5

Nurmariey, oz ¢, him 82,
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Negara Indonesia yang berada dalam keadaan yang sama akan

diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar.”

FEquity atau keadilan mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan
merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan
kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan
manfaat yang diterimanya dari Negara.®®

Equity dalam hukum menurut Sir Paul Vinogradov dalam bukunya
Conunon Sense of Law memberikan tiga fungsi, scbagaimana dikutib
oleh Rochmat Soemitro sebagai berikut®' :

- Jus adiuvandi, untuk menyesuaikan hukum, artinya bahwa undang-
undang mempunyai sifat-sifat yang umum sehingga harus bisa
diterapkan secara khusus untuk bisa mencapai keadilan.

- Jus supplendi, untuk menambah hukwm, artinya bahwa untuk
menambah kekosongan-kekosongan yang ada dalam hukum/undang-
undang. Dalam pengadilan pada umumnya, hakim harus mengadilli
perkara, ia tidak dapat menolak memberikan peradilan dengan dalih
bahwa undang-undang tidak lengkap atau bahwa dalam undang-
undang tidak terdapat peraturan vang dapat diterapkan (Pasal 20
Algemene Bepalingen).®®

- Jus corrigenda, untuk mengoreksi hukum, artinya bahwa mungkin
suatu ketentuan hukum secara umum sudah dirasa adil karena sudah
memenuhi syarat yang sama, diperlakukan secara sama (equality),
tetapi ada kalanya apa yang dianggap adil secara umum belum tentu

adil dalam suatu kasus tertentu.

9
3]

6l
62

Soemilro, 2004, op.cit, hIm.13,

Ilaula Rosdiana, Rusin Tarigan, Perpajakan-Teori dan Aplikasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2003), him, 121,

Socmitro, 2004, op.cir., hlm.17.

fhid., him.19.
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2. Ceriainty

Certainty atau kepastian hukum adalah tujuan sehap undang-
undang. Dalam membugt udang-undang dan peraturan-peratiran yang
mengikat umum, harus divsshakan supaya ketentuan yang dimuat daam
undang-undang adaleh jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau
memberikan peluang uniuk ditafsirkan lain® Asas ini menghendaki
adanya suate kepastian mengenai apa yang harus dikenakan pajak, dan
herapa besar pajak veng harus dibavar serte ketentuan mengenal wakiu
pembayaran. Asas kepastian hukum menyatakan harus ada kepastian
baik bagi pefupas pajak maupaun semua wajib paipk dan seluruh

masyarakat, ssbagaimana diungkapkan dalam pendapat berikut

Tax laws and regufations musi be comprebensible to the tax
payer, they must be wnambiguous and certain, both to the 1ax
payer and (o the tewe administrator.®

Ray M. Sommerfeld menegaskan babwa untek meninghkatkan
kepastian hukuen pevhs disediakan petunjuk pemungutan pajak yang

terperinei, advanced rulings, maupun interpretasi hukum yang lainnya®

3. Converience of Poyment

Pajak harus dipungut pada saal yang tepat, yaitu pada saat Wajib
Pajak mempunyai uang; ini akan mengenakkan wajib pajak (convenient).
Tidak semua wajib paak mempunyai saat convenience yang sama, yang
mengenakkan baginya untuk membayar pajak. Karyawan, buruh,
pegawai akan lebth mudah membayar pajak pada seat mereks menerima
gajl, upah, atay honorariom, apakah setiap bulan ataukab setiap minggu
atau sefiap harl. Lain halnve dengan scorang petand, ia akan lebih mudah

" fbid,, Blm.21.
“  Rosdiana dan Tarigan, op .cit., hlm.133. Likal jupa The New Encyclopaedia Britaonics,
“Taxetion”, (London: encyglopaedia Britannicn, Inc., 1988) him 411,

8 Sommerteld, op .cit., hm. V17,
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diminta untuk membayar pajak setelah panen, dan setelah hasi pasen
dijual daripada pada waktu ja mulai mepanam.®

Asas ini menghendaki agar paiak dipungut pada saat yang paling
baik bagi Wajib Pajak, saat sedekat-dekatnya dengan diterimanya
penghasilan, yang bersangkutan, agar Wajib Pajak tidak terbebani oleh

pembayaran pajak yang dikenakan.

4. Econouric of Collstion

Syarat keempal adalah bertalian dengan biaya pemungutan, Dalam
membentuk udang-undang pajak yang baru, para konseplor wajib
mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan haras relative lebih kecil
dibandngkan dengan vang pajak yang masuk, Tenfunva tidak ade
artunya momungut paiak bary, yang hasiiaya sebagian hesar akap habis
untuk bilava pemungutan schingga hanya scbagian kecH saja vang masuk
ke dalam kas Negara® Asas ini menghendaki agar pemunguten dan
penagihan pajak dilakukan sehemat-hematnya atau dengan Kata lain,

peinasukan pajak harus lebih besar dari blaya pemungutannya,

(3, Hukwm Pajak

Menurut Santose Brotodihadjo, hukum  pajsk merupakan  keseluruban
peraturan yang meliputi wewenang pemeriniah uvotuk mengambil kekayaan
seseorang dan menyerahkannya Kembali kepada masyarakat melalui kas negara.
QOleh karena i hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang
mengatur hubungan-hubungan hukem antara negara dan orang-orang atau badan-

badan (hukom) yang berkewajiban membayar pajak.*

Soemitre, ap.oit. 2004, him.25.
S Ihi. him.26.
* Hrowihardio. ep cir, Mm.b

f1]
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Rochmat Soemtirg mengemukakan bahwa hukumn pajak adalah suaty
kumpulan persturan vang mengatur hubungan antara pemerintah  sebagal
pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.w

Hukum pajak dibedakan menjadi dua, yaitu hukum pajak material dan
hukum paiak formal, Hukum pajak material mengatur ketentuan-ketentuan
mengenal  siapa-siapa saja yang dikenskan pajak, sigps-siepa saja yang
dikecualiken, aps-apa saja yang dikenakan pajak dan apa-apa saja yang
dikecualikan serta berapa besarmya pajak yang terutang.™ Sedangkan hukum
pajak formal mengatur bagaimana mengimplementasikan hukurs pajak materisl,
oleh karena iy, dalesy hukum pajak formal diatur mengenat prosedur (fata cara)
pemenuchan bak dan kewaiiban serta sanksi-sanksi bagi yany melanggar kewajiban
perpajakan ’!

Sedangkan menurut Bohart, hukum pajak adalah suatu kumpulan perateran-
peraturan yang meagatur hubungan antara pemeriniah sebagai pemungut pajsk
dan rakyat scbagal pembayar pajak. Dengan perkataan lain, hukum pajak

mcﬁerangkann :

siapa-siapa wajib pajak {subyck pajak);

obyek-obyek apa yang dikenakan pajak (obyek pajak};
kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah;

timbulnya dan hapusnya butang pajak;

cara penagihae pajak; dao

ara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajek.

[ TR W I =S L R S

Hukumn pajak seadirl smumnya dimasukkan ke dalam hukum publik dalam
bidang hukum administrasi negara’ karena mengatur hubungan antara pemeringah
dalam fungsings untuk menarik paiak dan warga negars dalewn kedudukannva

sebagai pajak.™

¥ Rochmat Sceritre, Dasar-dasar hdaan dav Pajak Pendaputan 1944, (Bandung: PT Eresco,

1979}, him.24-23,

Rosdiana dan Tarigan, op.cit., hlm 95,

' hid, Blm. 96.

 Bohari, ap it Bm.25

M Wirawan B Hves & Richord Bunon, Hidum Pgjok, {lokann  Peasebil Salemba Empat,
2004, Bim. 10

Bydymimaoke, op.of, him.34.

]

A
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E. Kebijakan Fiskal

Aktivitas pernbangunan Indonesia dari tahun ke tahun semakin meninghkal
yang tenturrya berdampak pada penyediaan sumber dana, Usaha untuk smemenuhi
tuntutan besarnva biaya telzh ditempuh pemerintah denpan berbagal cara
disntaranya melaloi kebijakan fiskal,

Menurut Pavl A, Samuelson dan William D. Nordhaus dalam bukunya vang
bevudul Beonomics, sebagaimana ditulls oleh Mansury, bahwa terdapat dua
pengertian kebijakan fiskal, yaitu berdasarkan penpertian lvas dan menurut
pengeriian sempin. Kebijakan fiskal berdasarkan pengertian juas adslah kebijakan
untuk mompengaruht produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi dengan
menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara’”
Adapun kebitakan fiskal berdasarkan pengertian sempit adaleh kebijakan vang
berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang dikenakan pajek, apa vang aken
dijudikan sebagai dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarmya pajak
vang harus dibayar dan bagaimana tatacara pembayaran pajak vang zer%zzﬁaag;%

Lebih fanjut, Ssemirto Diojohadikusome dalam karangannya yang berjudul
“Fiscal  Policy, Foreign Exchange Control and Econime Developmen,”
sebagaimana dikutib oleh Rochmat Scemifro, menyatakan hakekat kebijakan
fiskal adalah scbagai berikut :

“Fisead policy as an instrument of developmert must therefore have
stimultangous purpose of divectly finding the necessary funds for public
invextment ar indirecily channeling private savings io productive sectors
av well as of preventing the kind of speading that impedes

'’ ’I
development .

Saemdrio Dyjojohadikusomo juga berpendapat bahywa @

“Summarily it can be stated that fiscal policy as an instrumieni of
development must be based in a combination of progressivity in high
direct and indirecr taxation plus flexibility within the sysiem for

exenptions and incenrives to stimulate desivable private investments”,™

Munsury, op o, klm L
 thid

Soomitro, 1998, gpcif, blm 246
¥ hid
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Kebijakan fiskal pada dasamya merupakan kebijakan yang mengatur tentang

penerimaan  dan  pengeluaran  negara, dengan demikian kebijakan fiskal

sebenarnya merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada

sumber-sumber penerimaan serta alokasi pengelvaran negara yang tercanfum

dalam APBN. Kebijakan ini mencakup besarnya target penerimaan paisk

langsung dan tidak langsung.”

Kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arii sempit™ Menurut

Lauddio Marsun, kebijakan pajak dapat dirumuskan sebagal berikut®

a. Suatu pilihan ateu kepufusan yang diambil cleh pemerintab dakim
rangka menunjang penerimasn negara dan menciptakan kondisi ekonomi
yang kondusif,

b. Suatu tindakan pemerintaban dalam rangka memungut pajak, puna
memenuhi kebutuban dana untuk keperluan negara;

¢. Suatu keputusan yang diambit pemerintah dalarn rangka meningkatkan
penerimaan negara darl sckior pafak untuk digunakan menyelesaikan

kebutuhan dana bagi negara.

Menurut Michael P Devercux, sebagasimana ditulis oleh Haula Rosdiana,

isu-isu penting dalam kebijakan pajak adalah sebagai berikut™

What should the iax base be; income, expenditure, or a hybrid?
Whar should be the tx raie schedule be?

How should interntional income flows be taxed?

How should emvirenmenial taxes be designed?

Dengan memperhatikan hal-hal pemting ferkait dengan kebijakan pajak,

maka dibarapkan pemerintab dapat mengambil langkah kebijakan pajek sccara

tepat guna pencapalan tujuan penerimaan Negara.

m

&1

.24

Heru Subiyantore dan Singgib Riphat, Kebjiokan Fiskal -Pemikivan, Konsep & Uinplementasi,
{Jakaria: Pencrbii Buku Kompag, 20040), hin, 109,

Munsury, op. cit, hintl.

Marsuni, op.cit, hlm,37-38,

Rosdiana dan Tarigan, ap.eif., hlm 94,
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F. Sanksi Dalam Hukum Pajak

Hukum tanpa sanksi diibaratkan sebagai burung tanpa sayap schingga tidak
dapat terbang. Hukum tanpa sanksi tidak berkuasa. Sanksi hukum harus dapat
dipaksakun. Dalam hukum perdata terdapat hukum vang memaksa (dwingen
rechr}y dan hukum yang menjadi piliban para pihak {relarief rechr). Walaupun
menjadi pilihan para pihak, sckali dipilih maka pilihan itu bagi para pihak
mengikal sebagal undang-undang. Jadi jika dilihat fungsi sanksi dalam hukom,
maka sanks! mamberi wibawa kepada hukum dan memaksa orang mematuhi
hukum.®

Sankst mempunyai dua fujuan, yaitu perfama, adalah menghalang orang
urduk melakukan tndakan yang tidak diinginkan, Oleh karena i menurul
Giordon, sebagaimana dilonib cleb Haola Rosdiana, sanctions shauld be wpplied
only fe behavior that is reasorably capabie of being deterred, Tuluan vang kedua
adalah mencgakkan keadilan., Jika orang yang pateh das yang tidak patuh
mendapat perlakukan vang sama, orang yang patuh bisa saja berubab pendirian
dan mencoha melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, sanctions sust be far
wiider general jirisprudential oriteria in effect in a pariicular jurisdiction, ™

Dalam hukum pajak, yang memberikan kewaiiban kepada warga negaranya
uriuk jkut serta dalam pembiayaan negara yang merupakan sesuatu yang mutlak
untuk kesinambungan hidup negara, sankst memepang persnan vang sangal
peming,“ Sanksi perpajakan mervpakan® jaminan® bahwa ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan agar dituruti/ditaati/dipatubi.*®

k)

ftochront Soemiviro, Pujek Ditinjar dari Segi Hukien, {Bandung: P Breseo, 1968}, him. 88,
Ruogdiana dan Tarigan, op oif, him 39,

Soemirtro. 1988, op. oif, him.83.

¥ Mardinsmo, Perpiziakan, Bdisi 2, {Yogvakania: Pencrbit Andi Oifset, 1992), him24,

3]
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Adapun enis sanksi dalam peraturan perpajakan terdir davi :
I. Sanksi Pidana Fiskal

Yang dimaksud dengan pidana fiskal®” adalah sanksi pidana yang
dijatuhkan oleh hakim pidana dalam svatu putusen {vonnis) dalam
sidangnya kepada seseorang, baik wajib paisk, bukan wajib pajak dan
pajabat pajak, vang telah melakukan perbuatan-perbuatan di bidang pajak
vang memenahi perumusan undang-undang yang oleh undang-undang
diancam dengan sanksi pidana. Sanksi pidana dapat berupa denda yvang
berupa seiumlah wang {saoksi material} atau berupa hukuman badan
{kurunpgan alag penjera) atau hukuman mbahan yang berupa pencabutan
hak. Sanksi vang berupa denda apabila tidak dibayar maka akan diganti
dengan hukuman kurungan. Sanksi pidana yang berupa hukuman kurungan
atay hukuman penjara tidak dapat dilakukan karena wajily pajak harus
langsung masuk rumah pemasyarakatan setelah potusan hakim pidana
dijatuhkan. Apabila yang bersangkutan tidak meoerima sanksi pidana, maka

ia dapat nafk banding ®®

2. Sanksi Administrasi Pajak

Hukum Pajak memuat instrumen hukum berupa sanksi administrasi
yang dapat digunakan oleh pejabat pajak terhadap wajib pajak yang tidak
memenuhi kewajiban sehagaimana yang ditentukan Undang-undang Pajak.™
Sankst sdministrasi adalabh  hukuman yang dijstubken oleh pejsbat
administrasi terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan undang-undang
yang dikuslifkasikan lebih ringan daripada tindak pidana, yang selalu
berupa jumlah wang, baik swate jumlah tetap atau swatu perkalian atau

persentase dari jumlah pajak terutang.’® Sanksi adminisirasi sebagal upaya

£
&9

Tinduh pidunn dalpm hokum pajsk sepentd tndek pidans pade umumsve dibkdakun amar
pelanggoran dun kejuhaion, Pada pelanggarsn, dodak pidany yang ditukukan oleh pelaku
berdesarkar kekbilafan vang dapat dimeeiken (jika baru sckali terjadi), sedungkan kejahatan
adaiah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja yang membawa akibat kerugian bag
Negara. Libat Soemitro, 1988, op. eir., hlm 85, '

Ibid.

Saidi, ap . ¢it, hlm.265.

Sezmiwg, 1988, o oit., bim B5-84,
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untuk memaksa wajib pajak agar menaati ketentuan-keteniuan yang terkait
dengan pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan.”*

Yang menjatuhkan sanksi administrasi pajak adalah aparatur negara
atau lembaga negara yang diberikan wewenang dan kewajiban berdasarkan
peraturan perundang-undangan, untuk melaksanakan segala ketentuan yang
sudah ditentukan dalam undang-undang perpajakan.*

Sanksi administrasi diperuntukan bagi Wajib Pajak yang melakukan
pelanggaran hukum pajak yang bersifat administratif, Sanksi administrasi
tidak tertuju pada fisik wajib pajak melainkan hanya berupa penambahan
jumlah pajak yang terutang akibat adanya sanksi administrasi yang harus
dibayar oleh wajib pajak. Sanksi administrasi terhitung pada saat dikenakan
kepada wajib pajak dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan
oleh undang-undang pajak. Jangka waktu yang ditentukan itu sebagai suatu
kepastian hukum yang tidak boleh dilanggar, baik oleh pejabat pajak
maupun Wajib Pajak yang terkena sanksi administrasi.”

Sanksi administrasi bukan merupakan bagian dari utang pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal | angka 10 UU KUP bahwa pajak yang
lerutang adalah pajak yang harus dibayar pada sualu saat, dalam masa pajak,
dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sanksi Administrasi dalam UU KUP terdiri dari bunga, denda dan

kenaikan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a1
a2
w3

Q3

Saidi, gp. cit., hlm.263.

Scemitro, 1988, op. ¢ir., him.86.

fhid, hlm.266.

Bandingkan dengan pengertian ulang pajak pada Pasal 1 angka 8 Undang-undung No 19
Tahun 1997 Tenlung Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang menycbulkan utang pajak
adalah pajak yang masih harus dibayar lermasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau
kenaikan yang lercantum dalam surat ketelapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan
kctenwean praturan perundang-undangan perpajakan,
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» Banksi Administragi berupa bunga

Sanksi Administrasi berupa bunga merupakan salab satu jenis
sanksi adminisirasi yang dapat dikenakan kepacde wajib pajak saat
melakukan pelanggaran  hukum  pajek  yang terkait  dengan
pelaksanaan kewsiiban, Kowajiban wajib pajek yang terkeit dengan
sanksi administrasi berupa bunga adalah pembayaran pajak secara
lunas dalam jangka wakm yang ditentukan sebagaimana yang
tercantum dalam dasar penagihan pajak. Lain halnya, ketika pajak
yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran pada
saat pejabat pajak berwenang melakukan penagihan pajak diserta
pengenaan sankst administrasi berupa bunga >

Sanksi administrasi berupa bunga sebagaimanu diatur dafam
Pasal 8 ayat (2} UU KUP dikenakan terhadap jumiah pajak kurang
bayar, dalam hal Wajib Pajak membetulkan  sendiri  Surat
Pemberitzhuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi
lebih besar®, Pasal 9 ayat 2b Ul KUP dikenakan atas pombayaran
atau penyeioran pajak vang dilakukan setelzh tanggal jatuh empo
penyampaian Surat Pemberitabvan Tahunan®, Pasal 13 ayat (2} UU
KUP dikenakan torhadap jumlab kekurangan Pajsk Penghasilan
{PPh), Pajak Perlambahan Nilal (PPN) dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah {PPFnBM) yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar (SKPKB®) karena berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain yang, pajak terutang tersebut kurang dibayar™ .

Sanksi adminigtrasi herupa bunga sebesar dua persen sebulan,
untuk selama-lamanya 24 bulan, dibilung seiak sest terutangoya
pajak atau berakbimys mase pajak, bagian tahun pajak, atsy tshun
pajak sampat dengan diterbitkannya SKPKB.

Hh

a7
948

Saidi, ap. ok, klm.266-257,

fihiad Pasal Bayar 2 UL KU

Likoi Pasal 9 ayat 2b UD KUP.

SKIKIS adalah surat ketetapan pajok yang meneniukan besamya jumlab pokok pajok, jminh
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokek pajuk, besarnya senkst adminisicasi, dan
iumlah pajak yang masih harus dibayar, hat Pasal 1 angka 16 LU KUR,

Libns Pasal 13 ayal {2) WU KUPR
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Sanksi Administrasi berupa denda
Sanks! admnistrasi berupa denda dikenakan kepada Wajib Pajak

vang Hdak mensati Ketentuan peraturan  perundang-undangan
perpajakan, Pengenaan sanksi adminisirast berups denda diatur
dalam Pasal 7 UU KUP karena Wajib Pajak tidak menyampaikan
surat pemberifahuan dalam jangka waktu yang ditentukan tennasuk
jangka  waktu perpanjangan penyampalan surat  pemberitabuan
untuk;'®

#  Surat pemberitahun masa PPN sebesar Rp 560.000,00

¥ Surat pemberitahuan masa lairnya sebesar Rp 100.000,00

¥ Surat pemberitshuan fahunan PPh Wajlb Pajak Badan sebesar
Rp 1.000.000,00
Surat pemberitahunan tahunan PPh Waiib Paiak Orang Pribadi
sebesar Rp 100.000.00

x;!’

Sankst Administrasi berupa kenaikan

Pengenaan sankst administrast berupa kenoiken hanya tertuju
kepada wailb pajsk vang tidak membavar lunas jomlah pajak
teratang, Pada hakikaloye, sanksi kenaikan berujuan agar Wajib
Pajak tidak berupava uatuk melakukan penghindaran pembaysran
pajak  karenz dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan
Negara,'?'

Pasal 13 ayat (3} UU KUP memuat sanksi administrasi berupa
kenaikan yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar
lunas jumlab PPh atau PPN dan PPaBM vyang terutang dalam
SKPKB, sebesar'® :

¥ Lima puluh persen dari pajak penghasilan vang tidak atau
kurang dibayar dakem sate tahun pajak;

HE ) b Pl 7 U RUD.

HIH

Said, op i, bl 277,

M gitmn Pasal 13 ayat {33 UU KUP,
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¥ Seratus persen dari PPh yang tidak atag kurang dipotong, tidak
atau kueang dipungut, tidak atau kurang disewor, dan dipotong
atau dipungut, tetapi tidak aiau kurang disetorkan,

% Seratus persen dart PPN dan PPaBM yang tidak atau kurang
dibayar.

Besarnya sanksi kenaikan menurut Penjelasan Pasal 13 avat (3)
UL KUP berbeda-beda menurit jenis pajaknya, Untuk jenis Pajak
Penghasilan vang dibayar sendiri oleh Waiib Pajak, sanksi kenaikan
sebesar 30 % (lima puluh persen), sedangkan untuk jenis PPh yang
dipotong oleh orang ateu badan lain dikenskan sanksi kenaikan
sebesar 100% {serztus persen}. Sementara (tu untuk jenis pajak PPN
dan PPnBM sanksi keansikan sebesar seratus perses. Ketentuan ind
memberikan klarifikasi werhadap jenis pajak yang dikenakan sanksi
administrast guna terdapat kepastian hukum baik terhadap Waitb
Pajak maupun Pejabat Pajak vang menjatuhkan sanksi tersebut.

Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar semius persen
dikenakan terhadap jumish pajak vang terutang, baik PRl maupun
PPN dan PPnBM datam SKPKB Tambahan'” berdasarkan Pasal 15
avat (2} UU KUP™ . Apabila ditemukan data baru dan atau data
yang semulz belun terungkap yang mengakibatkan penambahan

utang pajak yang terutang.
(i. Pengampunan Paiak
Dalam Negara Indonesie yang berdasarkan UUD 1945, Presiden merupakan

satu-satunya yang berwenang memberikan pengampunan atas hukuman yang

dikenokan atau dijatuhkan oleh badan peradilan kepada sesecrang atau lebih

) SKPKB Tambehan adalah surat kelelapan pubsk yang menemivkan tambahan atas juraish
pajak yang telsh ditgtapkan, lihot Pasal 1 angka 17 UU KUP.
P Lika Pasal 13 ayat (2) UU KUP,
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karena melakukan perbuatan melanggar hukum.'® Pemberian pengampunan oleh

Presiden disebut grasi'"® sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Amandemen

pertama UUD 1945 yang melibatkan Mahkamah Agung.'”’

P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum

pidana, dan secara kebetulan juga menurut hukum yang berlaku di negara Kkita,

orang mengenal empat bentuk grasi, yaitu '% :

a. Grasi (dalam arti sempit), yakni peniadaan dari pidana yang telah
dijatuhkan oleh hakim, yang telah mempunyai suatu kekuatan hukum
lelap;

'9 yakni suatu pernyataan secara umum tentang ditiadakannya

b. Amnesti
semua akibat hukum menurut hukum pidana dari suatu tindak pidana
atau dari suatu jenis tindak pidana tertentu bagi semua orang, yvang
mungkin saja terlibat di dalam tindak pidana tersebut, baik yang telah
dijatuhi pidana maupun yang belum dijatuhi pidana oleh hakim, baik
yang sudah dituntut maupun yang belum dituntut oleh penuntut umum,
baik yang sedang disidik maupun yang belum disidik oleh penyidik dan
baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui olch kekuasaan yang
sah;

¢. Abolisi, yakni peniadaan dari hak untuk melakukan penuntutan menurut

hukum pidana atau penghentian dari penuntutan menurut hukum pidana

yang telah dilakukan; dan

105
100

1a7
5]
0%

Saidi, op.cit., hlm.291.

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanun, pengurangan alau penghapusun
pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleb presiden. Terpidana adalah
seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telab memperoleh kekuatan
lickum tetap, Lihat Masal | ayat (1) dan {2) Undang-undang No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
Saidi, gp.cit., hlm.291.

Lamitang. op. cir, him. 283.

Amnesti agak berbeda dengan grasi, abolisi alau rehabililasi karena amnesti ditujukan kepada
orang banyak. Pemberian amnesli yang pernah diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap
delik yang bersifal polilik seperli pemberonizkan alzu suatu pemopgekan kaum buruh yang
membawa akibat luas lerhadap kepenlingan Negara, Lihat “Grasi, Amnest, Abolisi dan
Rehabilitasi®, <htp://arfanhy.blogspol.com/2008/02/prasi-amnesti-abalisi-dan-rehabililasi,
himb>, 4 Februari 2008.
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d. Rehabilitasi, yakni pengembalian kewenangan hukum dari seseorang
yang telah hilang berdasarkan suatu putasan hakin ataupun berdasarkan

suatu putusan hakim yang sifatnya khusus.

Para elite politik dan pakar hukum mengaplikasikan pengaropunan terhadap
orang yang telah ditetapkan bersalah. Dalam hukum administrasi negara, orang
yang bersalah ditetapkan dengan peeerbitan keputusan olfeh administeasi negara
Cbeschikking), Istilah beschikking oleh Prajudi Atmosudirdjo discbut sebagal
“penetapan’ ™, sedangkan E. Utrecht menyebutnya sebagai “ketetapan”™.'!

Menurut Sjachran Basah, keietapan adalah keputvsan fermlis  dari
administrasi Negara''® yang mempunyai akibat hukum untuk menyelenggarakan
pemerintaban (dalam arti kata sempit).

Adapun syarat-syarat dari ketetapan adalah sebagai berikut'" :

1. Keputusan sepihak;

2. Keputusan tersebut adalah tindakan hukum publik;

3. Keputusan dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha nogara;

4. Keputusan mengenal masalah atau keadaan konkrit dan individual;

5. Keputusan dimaksudkan uniuk mempunyai akibat hukum tertenty, yaitu
menciptakan,  mengubab,  menghentikan  atau  membatalkan  suaty

hubungan hukum.

"7 Peneinpan dupat dirsmus sebagat perbuatan hukuo sepihak yang berstfal administras! negan,

dilakukan oleh pelabat slau Instaosl penguasa (Megara} yang berwensng dan burwalib khusug
untek Bu Semus ponutapen yang disedil oleh Aministrast Negarm dimust sis ditvang Salan
sualy kepwlusan, dan pads umumays kepotusan dilakukan secora korls dulom beniuk 8K
{surnt heputusan), sursl bizsa, swat cduran oiaupun berepe disposisi & boglon surst
permohenan yang bersungkuan. Lot S Prajudi Atsosudinjo, Hukem Adviiwistrasi Negara,
{iakana:CGhalia Indonesia, 19941 him. 0493
Pengaestar Hukum Administrasi Indonesia, {Yogyakarta: Gadjoh Masa University Press,
2004), him. 141,
Ulirecht menjelaskan  peogertion  administrasi Negara adalah  gabungan fobatan-jebatan
{compiex van ambten) atlau apacl olai administrasi) yang berada & buwsh pimpinan
pemerinlah, melaksanakan sebagion dari pekerjasn pemcrintah, tugas yang tidak diogoskan
kepada budun-badan peradilan dan jegisiative, Lihat Sadifjonc, Memaehamt Beberaps ok
Pokok Hukyny Adminisivasi, (JogyakassLaksbang, 2008}, him 1112,
" Stachesn Bosah, Ebsistensi dan Tolok ther Budan Peradilan Adwinistrasi indanesia, Cesken
ketiga, (Bandong: Alumal, 1997}, alm. 151,

" Bugir Manan, Fungsi dan Peraturan Pevendang-nndongon , {Bandung © 1994}, Him 13,
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Dalam hukum administrasi negara terdapal asas yang menyatakan bahwa
ketetapan yang sah mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan pandangan Utrecht
dan Stelinga yang dikutip oleh Amran Muslimin, ketelapan dapat dibedakan
menjadi keletapan yang sah dan ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum.
Dengan maksud, ketetapan ini sah kalau sudah dapat diterima sebagai bagian dari
tertib hukum, sedangkan ketetapan itu mempunyai kekuatan hukum kalau telah
memberikan pengaruhnya dalam pergaulan hukum. Ketetapan yang sah
mempunyai ketetapan hukum.'"?

Ketetapan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas kesalahan
Wajib Pajak dituangkan dalam Surat ketetapan pajak''® dan Surat Tagihan
Pajak''’ yang memuat sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan.

Sanksi administrasi jika tidak dapat diterima oleh Wajib Pajak, dapat
ditentang dengan mengajukan keberatan atas sanksi administrasi kepada pejabat
atasan dari pejabat yang menjatuhkan sanksi administrasi dengan meminta
pengurangan atau penghapusan denda yang telah dijatubkan melalui kuasa Pasal
36 ayat (1) hurufa UU KUP."*®

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak dalam hukum
pajak kemudian dapat dilakukan juga melalui pengampunan pajak, yang pada
dasarnya boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hakikat yang
dikandung dalam Pasal 23A Amandemen Keriga UUD 1945. Pengampunan pajak
dapat dilakukan tetapi dengan syarat-syarat bahwa harus diatur dengan undang-

undang yang berarti melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. '"*

'"* Amran Muslimin, Beberapa Asas dan Pengertian Pokok-pokok fentany Adminisirasi dan

Hukwunr Administrasi, (Bandung: Alumni, 1985), him.137.

Surat keletapan pajak adalah surat ketelapan yang melipuli SKPKB, SKPKBT, SKPN, alau
SKPLRB, Lihat Pasal 1 angka 15 UU KUP,

Sural Tagibhan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi adminisirasi
berupa bunga dan/atau denda, Lihut Pusul 1 angka 20 UU KUP.

Socmitro, 1988, op. cit., him.86.

tengenai Fasililas pengurangan alau penghapusan sanksi administrast dulam hukum pajak i
scndiri sebenarnya telah diatur dalam Pasal 36 ayal (1) buruf a UU KUP yang menycebulkan
“Direklur lenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapm
mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan
vang terulang sesuai denpan ketenluan peraturan perundang-undangan perpajukan dalam hal
sanksi lersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya
Saidi, op.cit., hlm,291,

1é
117
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Konsep pengampunan pajak disind lebih kepada upaya membuka lembaran
bary kepada masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar
dari titik wakfu tertentu dengan memberikan pengampunan terhadap kesalahan-
kesalahan masa lalu. Pengampunan pajak ini biasa diikuti dengan pembayaran
sejurnlah uang tertentu sebesar persentase dari jumlah harta atau jumish pajak
vang setama ini tidak dibayar (biasa disebut vang tebusan}.

Pengampunan pajak diambil pemerintah dengan maksud untuk memberi
dorongan kesadaran, pemahaman dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber
ulams perpajakan dan bahwa merupakan salah satu kewajiban kenegaraan
sehingga seliap warpga masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan
sendirl kewajiban perpajakan. Peran akif masyarakat iml diharapkan dapat

memaksimalkan penerimaan pajak guna memenuhi tunfutan pembiayaan Negara.
G.1. Pengeriian Pengampunan Pajak

Pengertian pengampunan pajak, lazim dikenal dengan istilab tax amsmesty'™
dari berbagai [Heratur dapat disajikan sebagai berikut ¢

Susan M. Lyons dalam bukunya, “Internciional Tax Glossary ¥ menjelaskan
pengertian fax amnesty adalah “special previsions offered o taxpavers at o fhie
when the govermnent is endeavouring 1o slop tax evasion and/or raise additional

reverme. Amnesty Is wswally offered to give texpayers the opportunity to pay

B dwnwesty fnow) is a pardon exianded by the govermment i a group o class of persoms,

asnally for a political offeuse; e o0t of o sovergigy power officially forgiving contain classes
of persons who are subject 1o wia b have not yer been convicied. {1986 lmndigration reforn
and controf aot provided amnesly for whdossmenied aliens aiready present In the comniv).
Unitke on ordingry parden, amnely i3 sswelly eddressed 1o crimes ageainst slute sovereignty —
e s, ro political offenses wich vespeet 1o whick Jorgivenass Iy deemed more expedient for the
publle welfare than prosecution and punistunent, Amnesty Is wsuclly general, addressed to
classes or even conmunities also termed general pardon.

Awmnesty derived from the greek amnestia {'forgetting”) and haz came ro be used 1o describe
measwres ot o more general narure, directed o offenses whose eriminality is considered botter
Sorgatian.

Amresty ofanse is o clause espeoiafly one found v ¢ peace freaty that wipes over past
affenses such a3 treason, seditipn, rebellion, and even war crimes. A sovercignty may grant 16
wii gwily persons or only to cerialy cotegories of offenders, Likat Bigck Luw Dicrionary,
Eight Edivion, Bryan 4.Garner, Editor in ohigf, 2084,
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previously unpaid raxes, usually on the basis that they will be guaranieed freedom

fram penulties and prosecution, Amnesty may be granted any kind of tax. "™’

Craig M. Boise menerangkan dalam artikeinya vang berjudul Breaking
Qpen Offshore Piggvbanks @ Deferral and the wility of Amnesty  bahwa
pengampunan pajak menawarkai pengampunan sanksi atau denda terkait dengan
penggetapan pajak dengan uraian selengkapnya sebagai berikut

Tax amuesty bypicaily offers a repricve from some penaity or sanglion
asspriated with tax evasion in order lo encourage persons who have
evaded taxes fo come forward voluntarily and pay ywhat they owe. Most
fax anmesties are expected o generate significant revenue, are offered
Jor onfy a Bwited period of time, and purport je be one-fime
socurrences,

Sefaniutnva Muryadi memaknal pengampunan pajak adalah pemberian
kesempaian bagl walib pajak, baik vang sudsh terdafiar maupun belum, untuk
membavar paigk yang sebelumnya tidak dibayar, biasanya pada tarif yang lebib
murah, dan tidak ada pinalti atau samksi, fidek ada kaitannya dengan sanksi
pidana, termasuk sanksi pidana perpojakan. Biasanya, péagampunan pajak dapat
menyvangkut bermocam-macam paiak yang tidak hanya pajak penghasilan saja
Dengan tujuan nfoma uniuk meningkatkan kepaluhan pajak, kebyjakan ini lebih
melihat ke masa depan, artinya masa lalu yang gelap diampuni; dan perla diingat
jugs, bahwa vang diampuni adalsh kesalahan wajib pajak, bukan kesalzhan
Direktorat Jendaval Pajak. Jadi tdak benar jika dinyatakan “tunggakan pajak akan
diampuri”, pernyatsan ftu bukan pengertian pengampunan pajak yang dimaksud
dalam perpajakan.'®

Alm dan Beck dalam jurnainya yang berjudul Wiping The State Clean :

Individuad Response 1o State Tax Amnesties mengalakan :

2 Gugan M.Lyons, farerstionsd Tar Glosswy, (The Intermational Bureau of  Fiscal

Doeumentarion: 19523, him 11,
: Craig M. Boise, Areaking Open Qffshore Piggybanks:Daferral and the wility of Amnesty.
{George Mason Law Review, 2007}
Nuryardi, “Pengumpunan Pajok Memang Tidak Selalu Sejatan Dengan Keadilan,” Jurmal
Forpajokan Indonesia (2001), hlm.40.
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“An amnesty typicelly gives individuals an opportunity 10 puy previously

unpaid raxes without being sulbject 10 the penalties and prosecition that
. . - wl2
the discovery of evasion normatly brings. "™

John Hutagaol dalam tulisannya yang berjudul Sekifus tentang Tax

Ampesties, dijabarkan pengertian pengampunan pajak sebagai berikut

Pengampunar paiak merupakan kebijakan pemerinish i bidang
perpajakan yang memberikan penghapusan pajek yang scharusnya
terutang dengan memberikan uang tebusan dalam jumish terigntu yang
bertujuan  untuk memberikan  tambahan  penerimaan pajak  dan
kesempatan bagl Wajib Paisk yang tdak patvh {fax evaders) menjadi
Waiib Pajak vang pawh {fionesi tax payers) sehingga Wajib Pajak dapat
menjalankan kewalibannya secara sukarela {ravpayers volumtarily
complianee) dimasa vang akan datang. '™

Sedangkan berdasarkan Rancangan Undang-undang Tentang Pengampunan

Pajak 2001, pengertian pengampunan pajak adatah :

Salah satu fasilitas perpajakan yang distar dalam undang-undang int
vang diberikan kepada wajib pajak, karena wajib pajak tertentu belum
atay tidak melaporken kekaysan yang sebenarnya dimiliki oleb waiib
pajak dalam sural pemberitahuan pajak tahunan.'*

Berdasarkan uraian disigs, dapat disimpulkan babwa pengampunen pajak

- adalah kebijakan pemerintah memberikan kesempatan bagi wajib pajak, baik vang

sudah terdaftar maupun belum, umtuk membayar pajak vang sebelumnya tidak

dibayar, biasanya pada tarif yang lehih murah, dan tidak ada pinaltl atau sanksi,

dan hanya diberlakukan dalam jangka waiktu tertentu, dengan tujuan ulama untuk

meningkatkan kepatuban palak. Kebijakan ini lebih melihat ke masz depan,

artinya masa lalu yang gefap diampuni,

114

fames Alm, William Beok, “Wiping The State Amnesties : Individual Response (o State ‘ax
Amnesties”,  Southern  Economic  Journal, Vol57, Nod, {Somthern Eeonontie
Association;[1991), him. 1043

John Hutagaol, Perpaiskan, Isu-igy Komtemasrer, (Ffakarta: Geaha Hmu, 2007), hlm 28

Pasal tangka 8 Brafl perama BEU Pengampursn Pajak 2001,

Analisis Pengampunan..., Devi Sonya Adrince, FH Ul, 2009



42

G.2. Jenis Pengampunan Pajak
H.W.T. Pepper dalam tulisannya yang berjudul “7Tax Ammesties” yang

dimuat pada British Tax Review 1996, mengemukan jenis-jenis pengampunan

pajak sebagai berikut'?’

The amnesty terms may be :

1. That the evaders is granied freedon from prosecution but must pay
the tax and full monetary penalties; or

2. That there is both freedom from prosecution and an abatement of
or exeniplion from monctary penalties; or

3. That tax is computed al @ compounded rate on hitherto concealed
capital when disclosure is made, the rate being intended o cover
both tax and penalty.

Das Gupta dan Mookherjee dalam jurnal Tax dunesties as Asset Laundering

Device mengatakan ada tiga bentuk pengampunan yang digunakan oleh banyak

. 2
negara yallu"s:

1. Investigation Amnesties
Investigation amnesties, limited duration, aimed at inducing owners of
black assets to disclose them voluntarily, and offered by government
that prontises not to investigate the source of these declarations as
long as the mandated black taxes and penalties are paid,

2. Revision Amnesties
Revision Amnesties, wherve taxpayers are allowed an opportunily fo
revise past fax refurns.

3. Prosecution amnesties
Prosecution amnesties offer immunity from prasecution for delected
uffenders.

Erwin Silitonga, dalam makalahnya menjelaskan terdapat cmpat jenis fax
amnesty, yaitu '%
e pertama, fax ampesty yang telap mewajibkan pembayaran pokok

pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi
pidana perpajakan;

Patrick L.Kelley, Oliver Oldman, Reading on Income Tax Adwinistration, (Mincolu: The
Foundation Press, Inc., 1973), pape. 544

Arindam Das Gupta, Diltp Mookherjee, “Tux amnesties as asset laundering devices”, Journal
ol Law, Economic and Organization, Vol.12, No.2, (Oxford University Press:1996), page 421,
Erwin Silitonga, “Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak dan Relerendum,” (Makalah
disamputkan padu Dics Natalis Fakullas Ekonomi Universitas Parabyangan ke 31, Bandung,
11 Februari 2006), him.1.

129
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o kedua, tax amnesty yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa
lalu yang terutang becikut bunganya, namun mengempuni sanksi
denda dan sanksi pidana pajaknya;

o keliga, adalah fax aemesty vang tetap mewajibkan pembayaran
pokok palsk yang lama, namun mengampuni sankst bunga, sanksi
denda dan sanksi pidana pajaknya,

¢ keempal, 7ax amnesty yang mengampuni pokok pajsk di masa laly,
termasuk sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi pidananya.

Pemberian tax amnesry mempunyai beberapa tujuan. Kelley dan Oldman
yang menyatakan tujuan pembertan rav amnesty adaiah sebagai berikut

“An amnesty in the case of income fax may be givan consideration in
the context of a anti-evaxion drive in a country wherg ¢vasion has
hitherto heen widespread, The government wishes to tackle evasion
in eqrnest but alvo 1o give evaders an opportunity, in the transition
Jrom w lower to g higher iac mordality, o square accounts with ihe
fax auithorities by disclosing Trems previously omitted and seitiing
theiy true liability.”'*°

G.3. Faktor-Faktor Pesento Kesuksesan Pengampunan Paiak

Hal-hal yang perfu diperbatiken agar suatu pengampunan pajak yang
diberikan kepada Wajib Pajak guna peningkatan penerimaan negara dan
peningkatan kepatuhan Wajib Pajak berhasil sebagaimana yang dikemukan oleh
Pepper adalah sebagai berikut* -

i The evaders must feel in bmminent danger of discovery if he does
HeH pome jorward:

2. The wvaders must be satisfied thar he will receive confidential
treanneni and that bis diselosures will not make him 6 "marked”
man for future harassment,

3. The termy offered must be a comparative ‘bargain' so thot there is
a financial inducement tw come forward rather that lie low and
wamble on escaping detection,

4. The offer should be open for a definite and linvted peried, long
enough for publicity about the ampesty fo reach ol evaders but
short enough for there to be a eertain amomnt of urgency about
mnking g decision,

5. The amnesiy should be o once-for-all offer and there showld be no
suggestion that it might be repeaied af a future daie;

% Kelley and Oldman, apcif., hlm.344.
Y1 tbid . Wi 546,

Analisis Pengampunan..., Devi Sonya Adrince, FH Ul, 2009



44

6. Above all, the picture should not be that of an administration
which, having tried everything else without success, is now hoping
to "bribe” the evaders whom it cannot trace to come forward of
their own volition, but rather of a merciful but determined
government giving evaders a last change (o square accoimts.

Lebih lanjut, John Hutagaol menguraikan faktor-faktor yang perlu
dipertimbangkan membuat kebijakan pengampunan pajak adalah'® :

1. Eligibility yaitu pertimbangan mengenai wajib pajak mana yang berhak
untuk berpartisipasi di dalam program pengampunan pajak. Misalnya yang
berhak (eligible) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak
Badan;

2. Coverage yaitu pertimbangan mengenai jenis-jenis pajak apa saja yang
termasuk dalam program pengampunan pajak. Pada umumnya,
pengampunan pajak mengacu pada satu jenis pajak tertentu saja, misalnya
PPh atau PPN;

3. Incentives vyaitu pertimbangan mengenai cakupan utang pajak yang
termasuk dalam program pengampunan pajak. Misalnya, yang temasuk
dalam program pengampunan pajak adalah pokok pajak (principal), sanksi
bunga (inferest) dan atau sanksi denda (penalty);

4. Duration, yailu pertimbangan mengenai jangka waktu pelaksanaan tax
anmesty. Jangka waktunya (statuary of limitation) sangat bervariasi dan
umumnya berkisar antara 2(dua) bulan sampai dengan | (satu) tahun.
Misalnya di India (1997) selama 214 hari, ltalia (2002) mulai awal
September 2001 sampai dengan 15 Mei 2002.

Menurut Erwin Silitonga sekurangnya ada empat prasyaral awal yang
perlu dipersiapkan untuk mendukung keberhasilan program pengampunan pajak
yaitu'* :

I. Yang pertama, perlu melakukan sosialisasi dini mengenai rencana

pengampunan pajak, yang didukung oleh perangkat administrasi

'fz [Mutaguol, ep.cir, hlm.31.
133 Silivonga, foc, eii., hlm.1,
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perpajakan modem menggunakan sistem komputer, ustok mendukung
penegakan hukom paska pengampunan pajak. Tanpa didukung tebnologi
informasi yang modern, program fax amnesty tidak akan dapat mencapai
sasaran yang diharapkan yakni tercapainya /ax ratio sebesar 19% di tahun
2009.

Yang kedua, mengenal tunggekan pajak negara, yaitu utang pajak vang
telah pasti dan ditetapkan dengan surat keletapan pajak, vang merupakan
obyek penagihan pajak dengen Undang-undang Ponagihan dengan Surat
Paksa, Tunggekan pajak, yang hinggs saat ini secara nasional telah
mencapal 29 frilyen rupiah, tidak termasuk dalam paket program
pengampunan, bahkan merupakan pra syarat harus dilusast sebelum waiib
pajak dapat mengikuti program pengampunan pajak. Khusus meegenai
tnggakan ini perlu disosialisasikan lebih awal untuk mencegah jangan
sampal isu pengampunan pajek menjadl cownder produciive karena
snasyarakat salah menperti dan beramai-ramai menunda pembayaran
pajaknya dengan harapan kelak mendapal pengampunan,

. Yoang ketige dan tidak kalah pemtingnya adalah perlunya program
pendukung berupa penegakan bukum secara tegas dan konsisien teechadap
pelanggar hukum. Undang-undang Pengampunan Pajek harus didukung
seperangkat undang-undang lainnya yang menjamin penecgakan hukum.
Diamtaranys adalah jaminan mengsfimya dafe sccars sisiemik {by
conynier) ke pusat basis data perpajakan nasional melalui program SIN
(Single Identification Nwmber). Rancangan Undang-undang yang
mendukung hal ini adalah Rancangan uncang-undang Informasi dan
Transaksi Elektronis (ITE). Jugs diperlukan amandemen Usndang-undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menambahkan azas
pembuktian terbalik votuk menciutkan nyall para koruptor, sekaligus
memperkecil  Kegiatan  ekonomi  baweh tanah, Berikulnya  adalah
amandemen Undang-undang Perbankan, agar memberikan akses informasi
keuangan ke sistem perpajakan, sepanjang tidak melanggar kerahasiaan
bank. Selanjutnya adalah amandemen Rancangan Undang-undsng Tindsk

Pidana Pencucian Uang, unrok memberikan skses terhadap transaksi vang
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mencurigakan dan transaksi kas yang besar, untuk dicocokan secara sistem
dengan laporan SPT wajib pajak, seperti yang dilaksanakan di negara
maju.

4. Yang terakhir adalah perlunya Undang-undang Good Corporate
Governance, untuk menata kembali sistem penggajian pegawai negeri
guna mencegah praktek korupsi karena kurang memadainya remunerasi
yang diterima aparatur negara. Karena pengampunan pajak idealnya hanya
berlaku sekali (once in-a-life time only), ke lima peraturan perundang-
undangan tersebut harus ada untuk membantu tegaknya hukum secara
murni dan konsekuen, yang merupakan syarat keberhasilan program
pegampunan pajak. Tanpa penegakan hukum yang sungguh-sungguh di
berbagai bidang, semenarik apapun pengampunan pajak yang ditawarkan
tidak akan menyebabkan wajib pajak secara sukarela mengakui kesalahan
masa lalunya, apabila mengetahui bahwa probabilitas terungkapnya
ketidakjujuran membayar pajak sangat kecil karena lemahnya perangkat
hukum lainnya. Semua program pendukung di atas mutlak diperlukan dan
diberlakukan bersamaan dengan diumumkannya program pengampunan

pajak.
G.4. Pengampunan Pajak di Negara Lain

G.4.1. Pengampunan Pajak di Afrika Selatan
Dalam secjarahnya, Afrika Selatan sudah tiga kali melakukan program
rax ammesty yaitu tahun 1995, 1996 dan 2003. Selain itu, pada 2003
diberlakukan special amnesty, dimana ruang lingkupnya dibatasi hanya
pada pengakuan aset rakyat atau wajib pajak yang ada di luar negeri, juga
transaksi yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas devisa. Secara lebih
spesifik, amnesti pajak ini dibatasi hanya kepada mereka yang memiliki

aset di luar negeri namun belum membayar pajak di masa lalu,'*

P yusuf A.l.aksana, " Belajar dari Afrika Selatan Soal Amnesty Pajak,” Bisnis Indonesia, Edisi

13, 13 Juni 2005.
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Tax ammesty periama dilakukan pada tahun 1995 dengan tujuan untuk
menjaring orang dan atau badan yang belum terdaftar sebagai wajib Pajak.
Saat program rax amnesty tahap pertama ini ditutup, Karz Commission
welah menerima kurang lehih 23,200 peadaftar, '

Tav anmesty kedus dilakukan pada tahun 1997, Pada 1997 ada
tambahan formulir bagl foreign passive income untuk dikenakan pajak bagi
senduduk Afrika Selatan {misal: penghasilan atas bonga dan royalti), dan
dampaknya kemudian diberiakukan bagi seluruh penduduk Afrika Sefatan
pada | Januari 2001. Tujuan utama amnesti pajak, vaity pertama,
mewajibkan penduduk Afrika Sclatan patuh terhadap ketentuan exchange
comrol dan masalab-masalah perpajakan. Kedus, memberi kewenongan
bagi South African Revemue Services (SARS) dan Exchange Control
Department of the Sowth African Reserve Bank (SARB) mengawasi aset
milik warga egara Afrika Selatan yang berada di luar negeri. Ketign,
memfasilitasi pengembalian aset yang berada di fuar negeri. Keempat,
meningkatkan penerimaan pajak di masa yang datang,™

Pada tahun 2003, Zax Admnesty ketiga dignlirkan dengan program
pengampunan hanva terbatas pada PPh Orang Pribadi (Personad facomie
7ax), termasuk juga pajak atas warisan {estafe diy). Sedangkan PPN dan
withhiolding taves dak termasuk dalam program ini. Tax amnesty 2003
memberikan penghapusan tuntutan tindakan pidang yang lerbatas hanya
yvang menyangkut pidana perpajakan dan peraturan lalp lintas devisa,
dengan demikian kepemilikan aset di luar negeri yang borasal dari aktivitas
HHegal atay kripninal lainnya, seperti hasil Korupel, hasil kejahatan, hasi
transaksi narkoba, ataupun hasil pescucian vang (money loundering), tidak
berhak untuk mendapatkan pengampunan pajak.’>’

D Afrika Selatan (2003), program pengampunan pajak dikaitkan
dengan sistem pengawasan devisa (exchange comrol), sesuaty yang tidak

diatur i Indonesia yang menganut rezim devisa bebas. Di sana, penduduk

5 rax Amnesiy df Afrika Selatan,” Tndonesian Tax Review Vol TV/Edisi 45/2005, hlm.37-39.

iih

l.aksang, foe ol

B rhid
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Afrika Selatan dilarang mentransfer devisa ke luar negeri di atas 750.000
Rand atau sekitar Rp 1.250.000.000,- . Terhadap aset yang disimpan di luar
negeri yang melebihi jumlah tersebut, apabila di bawa kembali ke Afrika
Selatan setelah permohonan amnesti diterima, dikenakan tarif diskon 50%
dibandingkan bila asset tersebut tetap di simpan di luar negeri. Untuk aset
yang disimpan di luar negeri dan berasal dari penghasilan yang belum
dipenuhi kewajiban perpajakannya dikenakan tarif tambahan 2%. Tuntutan
pidana yang dibebaskan dibatasi pada pidana pajak dan peraturan lalu lintas
devisa. Dengan demikian kepemilikan aset di luar negeri yang berasal dari
korupsi atau aktivitas kriminal lainnya seperti penipuan atau perampokan
tidak akan mendapat pengampunan. Terhadap aset yang disimpan di dalam
negeri dan berasal dari penghasilan dalam negeri yang belum dilaporkan di
SPT dan belum membayar pajak sebagaimana mestinya tidak akan
mendapat fasilitas pengampunan. Bila aset tersebut dilaporkan, fasilitas
amnesti yang diberikan hanyalah penghapusan denda 200% dan
kclonggaran boleh mencicil pajaknya. Pokok pajak dan bunganya harus
tetap di bayar.'*®

Pemerintah Afrika Selatan menggunakan strategi yang cukup cerdas
dalam menyukseskan program tax amnesty, yaitu strategi "Pull and Push".
Pull, dengan menarik atau memberikan insentif agar wajib pajak tertarik
ikut serta dalam program ini. Misalnya dengan cara penghapusan denda dan
bunga pajak terutang atau pembayaran tebusan dengan tarif yang rendah.
Push, dengan memberikan tekanan atau rasa tidak nyaman seandainya
Wajib Pajak tidak mau berpartisipasi. Misalnya dengan meningkatkan
kuantitas dan kualitas fax awudit, strategi pemilihan target penyidikan yang
tepal dan transparansi hasil penyidikan serta sanksi pidana pajak semcntara

sebelum program pengampunan diumumbkan. '

¥ Silitonga, foc. cit.

119
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G.4.1. Pengampunan Pajsk di Philipiea

Pada tahun 1962, Otoritas Perpajekan Philipina mepawarkan program
pengampunan pajsk vang berakhir tanggal 30 November 1962 kepada
Wajib Pajak yang secara sukarelz mengungkap penghasilan sebenarya
dan mengkoreksi ketidakakuratan perhitungan masa falu dapat menghitung
sendiri jumiah pembayaran techutang dan bunga, menjadi subyek yang
dibebaskan darl  pengenaan sanksi pidana dan sanksi administrasi.'*
Menjelang berakhirnya perode pengampunan pajak, kampanye anfi tax
evasion dengan slogan “starting from the fop” gencar digulirkan kepada
wajib pajak terkayz dan wajlb pajak terpotensial yang diduga melakukan
penyelundupan atas selurub kewajibannya.'"!

Tidak ada perubahan tarif pajak pada pericde 1962 sampai dengan
1964 dan perubahan pada PDB tidak menunjukan peningkatan beser peds
penerimaan pajak. Peningkatan pada penerimoan pajak ovang pribadi
cukup signifiken karena sekior ini blasanya memberikan peliang yanp
besar bagi penyelundupan pajak. Sebagian besar Waiib Palak memilih
untuk tidak turut berpartisipasi dalam program pengampunan pajak yang
dijelankan karena menunggy kesempatan lain diterapkannya pengampunan
pajak di masa yang akan datang. Namun demikian, sebagian lagi ikui
berpartisipasi datam program pengampunan pajak dengan tetap melakukan
under-reporting atas penghasitannya.'*2

Di Philipina, program pengampunan pajak ini tidak berjalan sesuai
harapan yang diakibatkan adanya faktor keterbatasan kapabilitas dari
petugas pajak dan perilaku korupsi vang merate pada berbagai tingket
peiugas pajak, Akibalnya semue ini menghalangi penegakan peraturan
perpajakan dan meyebabkan penerspan kebijakan pengampunan gajak

mengalami kegagalan,'™

H¢ Ketley and Qldoan, op. ¢fi., im.$32.

i4
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{43

Thid
Thid,
ibid

Analisis Pengampunan..., Devi Sonya Adrince, FH Ul, 2009



BAB 111
PENGAMPUNAN PAJAK DAN
KEBIJAKAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI DI INDONESIA

A. Penetapan Presiden Republik Indonesta Nomor 5 Tahun 1964 Tentang

Peraturan Pengampunan Pajak

Pengampunan Pajak  scbeparnys bukan bal baru di Indonesiz karena
sehelumnya ketenfuan pengampunan pajak pernah diambil oleh pemerintah
Indonesta. Pemberlakuan pengampunan pajagk pertama  lepadi pada masa
pemerintahan Presiden Soekamo sekitar 8hun 1964 melahui Peastapan Presiden
Hepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 Tentang Peraturan Pengampunan Pajak
{Lembaran Nepara Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2677 Tahun
1964y,
Dalam Penjclasan Umum Pengtapan Presiden Mo 5 Tahun 1964 dischutkan
tiga alasan kuat vang mendorong pemerintall mengeluadksn  peratoran
pengampunan pajak, vaitw'®
. Peraturan-peraluran pajak atas lsba, pendapatan dan kekayaan vang saaf
ity berlaky, dalam keadgan infiast yang berkembang, darl twhan ke tahun
yang fak terkendall, mwdah  sekall menimbulkan hasral  untuk
menghindarkan scbagian besar dari laba pendapatan dan kekayaan dari
pengenaan pajak;

2. Laba fiskal, yang meliputi pula laba inflasi. yang disnur dan tetap akan
dianut, karena sistem lain vang mengharaskan adanya fata buku yang
lengkap dan benar tidek mudah dilaksanakan, memberi dorongan uniuk

melanggar peraturan patak;

M Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampurian
Pgjak {Lembaran Negara No.89, Tambohan Lembaran Negara No.2677 Tahun 1964
difeipphan tonggal 9 Sepiwember 1964 selanjutnya disebut Penclapan Presiden Ne 5 Tabun
1964,

"M Lihat Penjelasan Umum Pencuapan Presidens Rl Nomor 5 Tahun 1984 tenlang Persturan
Pengarpumin Pajnk.

Unilversitas Indonesia
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3. Tarif Pajak Pendapatan yang progresinya sangat berat (tinggi), dianggap
sebagai hukuman bagi Wajib Pajak, yang setelah bekerja (keras) dan
berhasil, tetapi karena inflasi, pendapatan yang diperoleh pada saat itu
dirasakan tidak terlalu tinggi tetapi sebagtan besar harus diserahkan
kepada Negara. Misalnya dari pendapatan Rp 2.000.000,00, harus
membayar Pajak Pendapatan sebesar Rp 1.213.050,00. Hal ini

mendorong Wajib Pajak untuk mengelak dari kewajiban membayar pajak.

Yang menjadi pertimbangan pemberlakuan pengampunan pajak pada tahun

1964 adalah mengingat keadaan keuangan Negara saat itu dan untuk mengatasi

kebutuhan keuangan Negara berhubung dengan memuncaknya Revolusi Nasional

Indonesia, yang sekarang berada dalam taraf pelaksanaan Dwikora, disamping

melanjutkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana, maka Pemerintah

berpendapat sudah selayaknya, jika rakyat yang memiliki dan menikmati,

menguasai, mempergunakan moda

1'% tersebut, diharuskan membayar tebusan'*®

aras jumlah pajak-pajak yang menurut peraturan-peraturan fiskal sebenarnya

terhutang kepada Negara.'¥’

145

146

147

Modal adalab modal yang berada pada masyarakat yang belum pernah dikenakan pajuk
perseroan, pajak pendapalan dan pajak kekayaan, yang didaflarkan pada Direktorat Pajak
sebelum tanggal 17 Agustus 1965, Tanggal 17 Apguslus 1965 diambil sebagui balus waktu
karena 1anggal yang keramat itu mempunyai pengaruh psychologis pada rakyat dan sudah
sering dipergunakan untuk memanggil para penyeleweng ke julan yang benar. Masa yang
lama antara tanggal berlakunya peraturan ini (9 September 1964) sampai dengan langgal 17
Apuslus 1965 sengaja diadakan untuk memberi kescmpalan kepada mereka, yang
bersangkutan untuk menyelesaikan persoalan dengan sebaik-baiknya, umpama saja,
menguangkan barang-barangnya uniuk membayar tebusan pada saal yang menguniungkan.
Lihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden No. 5 Tahun 1964 dan Penjelasannya.

Uang tebusan adalah sejumlah vang sebesar 10% dari jumlah modal yang harus dibayarkan ke
kas Neguara scbagai pengganti  atas jumlah pajak yang menurut peraturan fiskal scbenarnya
terhulang kepada Negara, Lihat Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden No 5 Tahun 1964.

fhid.
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Ketentuan mengenal peraturan pengampunan pajak vang termuat dalam

Penciapan Presiden Nowmor 8 Tahun 1964 adalah sebagai berikut

Mo, Uraisn Ketentuan

i Subyek 2. Wajib Paiak Orang Pribady;
Pazal 5 b, Waiik Paink Badan.

Z Ubyek pengampunan Modal vang berads pada masyarakal yang belum dikenakan
Pasal 1 ayat (1} pijak perseroan, pajak pendapatan dan paiak kekiayaan

EnF

lenis pajuk yang | #.Pajak Pendapatan (Ord. PPd 1944, Stbl. 1944 No 1™,
mendapatkan fasilitas | b.Pajuk Kekayaan ¢ Ord. PRk 1932, Stbl. 1932 Ned053%;

pengampunir ¢. Pajak Perseroan (Ord 1523, Stb1.1925 No. 31977 ;
Pasal | ayat€l) d.Bea Meicrai Modal {a1as perempatan modal dalgw
perseroan  yang belum dilagorkur, Poniclasan Pasal §
ayat (23
i Besaran larif # 0%  {sehapal tori  amipunsftond  umam) dan
Pasat 1 awat (23,0310} bareg/hokayaand modal yeng diampunkan
5.5 % {iarif oduksi) sebagal poronsang bila hanaskekavaan/
woddal yvanp dismpunkon dianarokan pads usshs-usaba
bharu don yeng sudah ada yang dopat mempecinggi
produksi delam lapangan !
- Parianian, perikanan, pelernakan;
~  Periembargan;
«  Perintdusirian;
- Pengangkutan (penjelasan Pasat | ayat (3) Penpres
tersebi),
4. Kompensasi/fasilitas  bagi | Berdasarkan  instruksi  Presiden RI Nofnste 2/0TDE
yang mengampunkan ThI962 dan NolesiGKOTOE  Th.i382, pemerinah
regryumin bakws daya beli (modal) vang disalurkan uniuk
useha-asahs produkil dibchasken dard tontutas paiek dan
menginstreksikan kepada  instensidnstangt pemcristah,
yang benugas i bidang fiskal atep pidens onivk tdak
mengadakan  susunte  perisnyass,  penvelldiRan das
pemeriksoan  temtang  assbusulnyn  {penjslaspn umum
PENPRES iorsebut).
3 Masa Pengampunan Bass okhir mess peogampucan adelek: tmpgal 17 Agustus
Pazal layat {1} 1963 dihitung sejak rangpal berlakunya peraturun ini {9
Seprember 1964}

"% Dalam Ordonansi PPJ {yang sudah tidak betlaku lagi sejak reformasi porpajakan whun [983),
pendapatan didefinisikon sebagai gunygungan jumlah vang aweu nilal uang ysng selsma inhan
takswim diperoleh sescorang sebogal hasit dard @ a. usaba dan fenaga; b, basang @k gerak;
e.hiarta gerak; dan d.harta atas bayaran berkala, Lihat Soemitso, 2004, ap. oin, blm. 56,

" Ordonansi PKK (idak Berluky logi mulai 1 Januari 1986, Pasal § Ordonans! Pajak Kekayass
menemtukan babwe Reliavoun adalsh sepals horde beada yang mempunval aifad uang. Jadi
tiduk suje hara gerak atau horg tek geesk, etapl jups segala sosumte sepern hak yang
mempunyui nilai uang, antare lein gooduidl? atau hak ares polis asurensi, hak stas plutseg dsb

- Lihat Soomitvo, 2084, ap ofr, BimJ34,

Pazal 3 Ocdonansi PPPs 1925 menenickan | “dengan Ioha dimotsudian juminh kentungon
vang diperoieh bersih, dengon nama don dolam berduk spe pun, dori poruesshonn dan dan
modal yang dipergunakan dorl Juar perussheon. Lihat Seemitro, 2004, opoiz, him 96,

Universitas Indonesia
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B. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak

Pemberiakuan ketentuan pengampunan pajak kedua adalah pada seat
Reformasi Pajak 1983 yang mulal berlaku pada tahun 1984, Presiden memberikan
pengampunan  paiak  terhadap Wajib Pajak. Pengampunan  pajak  tersebut
ditetapkan dalam bentuk “Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun {984 tanggal 13
April 1984 tentang Pengampunan Palak™ Akan tetapi tidek lama kemudian
dilakukan perubshan terhadap Keputusan Presiden tersebut  berdasackan
Keputosan Presiden Nomor 72 Tahun 1584 tanpgal 27 Desember 1984 tentang
Perubahan Keputusan Presiden Nomer 26 Tahun 1984

Keputnsan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 merupakan pelengkap dari
pelaksanaan Undaag-undang No. 6, 7, dan 8 Tahun 1983, Dengan sistem
perpajakan baru', Pemeritab mengharapkan peningkatan peran serta masyarakat
dalam pembiayasn Negara dan pembangunan nasional. Disadari bahwa univk
melaksankan sistem perpamkan baru tesebut dengen baik diperlukan adanya
pangka! tolak veng bersih berdasarkan kejujuran dan  keterbukaan  dard
masyarakat, Namun keinginan masyarakat Wajib Pajak untuk membuks din
tersebui tampaknya masih diliputi oleh kerapuan terhadap akibat bukum vang
mungkin timbuif. Dalam rangka melaksanakan suatu sistem perpajakan baru yang
lebih mantap yang berlandaskan dukungan sepenuhnya dart masyarakat, maka
dipandang  perlu untuk memberikan kesempatan kepada seluruh anggota
magyarakar, baik yang telah terdaftar maupun yang selama ini belum
memunculkan diri sebagai Wajib Pajak, untuk mendapatkan pengampunan alas

pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut

* epnmsan Presiden Nomor 72 Tahun 1984 tanggal 22 Descober 1984 fenlang Perubahan
Kepwtusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 adalah perubaban pada masa berlakonya
pengampanan pajak vaite yang dahwnlunya berlaku sciak L8 April 1984 sl 31 Desember
P984 {Pavnl 5 ayat § don Pasal & Kepres 26/1984) divbah menjadi sampai dengan 30 Juni
1985 (Posal 1 ayal 1 dan 2 Keppres 7271984),

Refomast  Pajek 1983 diwalarenys mengubah sistiem pemungutan pajak daei offfcial
aesesyman mowjadl self gssessmert. Official assessment adslah svain sisiern pemunguian
paink yang memberi wowenang kepada pemerintah (fiskuy) untuk meaeniukan besarnys pajak
wrpang. Sedf arsersmesy adelnh susto sistem pemungizn pajak yang memberi wewenang,
keporcayesn, langgung jewab kepada Wajib Pajok untuk menghitung, membayar dan
melaparkan sendirt besarnya paiak yang harus dibavar. Likat Nurmanphy, op.cif, hlm. 108,

i
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datam tahun 1983 dan tzhun-tahun sebelumnya. Wajib Pajak yang melapor untuk

mendapatkan pengampunan pajak, dibebaskan dan pengusutan fiskal dan laporan

teniang kekayaan dalam rangka pengampunan pajak fidak akan dijadikan dasar

penyidikan dan penuniutan pidana dalam bentuk apapun terhadap wajib pajak.

adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang diator dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984

N, Uraday Kelentoan
1. Subyck n. Wajib Majok Orang Pribadi;
Pasal | ayal (1) h. Wajib Pajak Badan, dengan nama dan dalam beatuk apapun,
baik yaag telah maupuiy yang belum terdufiar schagui Waith Pajuk
2, Obyek a.pendapatan  yang diperoleh dalam whun paiak 1983 das
pengampunn sebelutye;
(Pasat 1 aval (1) b.kekaysan yang dimiliki pada ianggal | Januari 15984 dan
sebeiurnnya;
. Jaba yung diperolch dalam tahen pajak 1583 dan sebhelumnys;
d.bunge, devides, royalty yang dibayarkan atau disediaksn uniuk
dibgyarken sompai depgan fangeal 31 Desember 1983
2. jonis pojok vang | a Pamk Peadapatan;
mendazaikan b. Pajak Kekayaary
ELTHIFL &. Pajnk Perseronm;
pengompunan d. Payk atss Bunga, Dividen, das Royalyy™;
Pasad 1 avai {3 g. Paisk Peadapatan Bureh (PP, 172}
f. Pajak Peajualn
1 Plusur Jumigh keokayasn yaop diladiRan dasar uniuk menghilung jumish
Fengaropunan pajsk vang dimimaken pengampunan adalsh kekayann bersth yang
Punal T avat (23 eroaniun delam daflor kekayasalneraca per | Jonean 1984 yung
benay dengan jumish kekayaan bersih yasg tercontum galam Swral
Pemberitzhuss Pajak PendapatenPajak Porseroan ishun 1983 dan
Faink Kekavasn inhun 1984,
4. Tarif Liang J . 1% darf jumlah kekaysan yang dijadikan dasar uniuk menghilung
Tebusan femish puiak yang dimintakan pengompornsn, bagl Wajib Pajok
Pasal 3wy {1} yang padn tngga! ditetapkannya Keppres Nomor 26 Tahun 1984

(33 Aprit 1984) sudah memasukkan Surat Pemberitghun Pajak
PondapalaryPajak Perserean fzhun 1983 dan Pajek Kekayaan
ishun 1984,

b, i89% duri jumiahk  kekaysan vang dijadikan  dasor untuk
menghilung jumlah pajek yang diminiskan péngampunan, bagi
Wajib Pajak yang pada tanggal diletapkannya Keppres Nomor 26
Tahun 1084 (18 April 1984) belum memasukan Surm
PFemberitahuan Pajok Pendapatan/ Pajak Mersercan tabun 1983
dan Pajak Kekayaan lahun 1984,

151

Pada {abun 1959, pemerintab mengeluarkan kelemuan pengenaan pajak aws dividen melslui

Undang-undang Pajok Dhividen 1939 dan kemudian diubah sera ditambah milalai Undang-
undang No 10 Tabun 1970 tentang Fajak atas Bunga, deviden dan Royald, Liw “Finfauan
Perpajakan Indongsia”, Jakarin Koperast Pegawai KP DIP, 2006), kim 7.

"4 pada wbun 1950 diketuarkan UU Darurat No 12 Tahun 1959 yang kemudian pada tshun 1951
digantt UU Danurat No 19 Tahue 1951 leniang Pajak Fenjealan. Libat Soemitre, 2004, ap.oi,
him, 99,
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S Perayaraian
Pagal 2

a. Mendaflarkan diri pads Kanior Inspeks: Pajok dolem wilaysh
Waiilb Falak bertempat fingeal atsu berkedudukan, bagt yang
belum mompunyal NPWP;

b Menyompaikan pernvolean lertulis meagenai jonis palek den
iahun paiak yang Sminiakan pengampunan;

. Menvompaikon dafler kekayaun per 1 Januardt 1984 yang benar
bagi Waiib Pajsk orang pribadi vang menyelangeseskun
pembukoan;

¢ Menyampaikan Nerasca per | fanuari 1984 yang benar bapd Wajib
Pojek oreng pribadi yang menyelengparakan pembukuan dan bagi
waith Pajsk baden;

«. Mengisi SPT deagan schenamya mengenad penghosilen Labun
1984 bagl Wajib Paink Paiok Phnghasilan, kekeyzan per |
Januvart 1983 bagi  Wajib  Pajak Pajak Kekayaan,
pemunguizn/pemotongan Pajak Pongahasilan tahun 1984 dao
pemungiian Pajak Peniealan seriz PPN zlas Barang dan Iasa dan
PPaBM yang {erhutong dafam tahun [984;

i, Mungisi denga berar SPT mengenai segaka jenis pajak untok dan
padg tahun-tahun |9E3, 1986 dan 1987,

£.SPT segals jenis pajak untuk tahun-tahoen 1933, 1986 dan 1987,
harus dilsi dengan benar (apabila tidak benar, pengampunan
ZUEUT).

h.Dalam hal persyaratan huruf’ a s.d. g lidak dipenuhi, maka
pengamgunan pajak dengan sendirinya gugur,

3. Fasilijas
Pusul 4 dan Pasal 7

2, Jumlah kekeyaan yang diampunkan dimasukkan ke dalam modal
pernsahaan

b. Peningkalan modal saham sebagai akibal pertambsahan modsl
perusahaan dibzbaskan dari Bea Mereral Madat;

¢, Penambahan nilai saham dan alau pemberian saham baru kepade
pemepang saham sebagai akibat pertambaban modal perusabas
dibebaskan dari pengenasn Pafk Penghasilang

4. Ditebaskan dari pengusutan fiskal;

£, Lapuran lgniang kekaysan dalam rangks pengampunan paisk
tidnk dijadikon dasar penyidikan dan peruntuan pidans dafern
beatuk apapun (erhadap Wasib Pajak,

8, Masa
Peapampanan
{Pasal & ayai 1 dan
Pazal §)

Bawms okhis mass pengamopunan adaioh  @ngeal 31 Dosember
1984 dihiuag sesk angpel berlzkunys poraturan nf { 18 Apid
1984) .

Bats skbir kemudian diperpaniang sampail dengan wnggal 30
Jurt 1983 {Lihat Pasal | ayval 1 don 2 Keppres 7271984

C. Kebijskan Pengurangan/Penghapusan Sankst Administrast Dalam Pasal 37A
Undang-undang No.28 Tahun 2007

Pemerintah  memberikan  Kebijakan  Pengorangan/Penghapusan  Sanksi
Administrasi Dalam Pasal 37A Undang-undang No.28 Tahun 2007, lazim disebut
Kebijakan Sunset Policy, yang diakul sebagal kebijakan sesaat sebagai fasilitas

bagi Walib Pajak umuk mengungkapkan kewajiban perpajakannya dengan benar
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tanpa pengenaan sanksi administrasi dalam kurun waktu yang ditentukan undang-
undang,

Menurut Darmin Nasution, Pemerintah sengaja memilih Kebijakan Swnser
Policy daripada Tux Anmesty sebagaimana diminta Kadin delam pembahasan
Undang-undang KUP. Di beberapa negara lain sebenarnya sunsel poficy dan fax
amnesty hampir sama, ataw sunset poficy merupakan feax amnesiy mini. Hasil studi
di beberapa negara menunjukkan bahwa pemberian fax amresty justru dapat
mengakibatkan penurunan (ingkat kepatuhan Waiib Pajak yang notabene adalah
penvrunan penerimaan pajak pada periode setelah diberikannys rax mwmesty.
Maka Kebijakan Sunset Policy dipilih untuk membuka lensharan baru sebaga
bangsa yang beradab dan pemaaf. Dengan demikian diharapkan Wajib Pajak
menjady lebily benar dalam melaporkan dan membayvar pajak sehingga tercipta
keadilan dalam pemungutan pajak. '

Hal i merupakan bentuk pengharsaan dari Dircktorat Jenderal Pajak
bahwa peagisian SPT Tahunan oleh Wajib Pajak juga merupakan tangsung jawab
dari Direktoral Jenderal Pajak terutama dalam hal sosialisasi tata cara pengisian
SEY yang selama ind belum bisa meng-cover seluruh Wailib Pajak. Penghargaan
loin pugs diberikan kepada calon Wajib Pajak Orang Pribadi yang karena
kerclaannya mau mendaflarkan diri menjadi Waiib Pajak. Wajib pajak orang
pribad! merupakan tulang punggung penerimaan pajak, tefapt jumizh wajib pajak
orang pribadi terdafiar sampai saat ini belum maksimal °°

Cara yang elegan adalab persuasi, artinya memberikan penghargaan atas
kepaluhan sukarela wajib pajak, yaitu penpurangan atau penghapusan sanksi atas
keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Langkab ini lebih cepat
Karerw tidak memeriukan lata cora pemeriksaan dan karena dapat menjangkau
semug Wajlb Pajak terdafar diharapkan tambahan penerimaan pajak akan

signifikan.'” Kendala utama dari masyarakat untuk memiliki Nomor Pokok

B eadenoermnti Perumosan Masalah Kebijekan Sunsel  Policy”, <hup)//mnaimamali,

» blogspot com2008/0 T/mencermali-perumusan-masalah-kebijakan himl.>, 31 Juli 2008.
b ibid
" tbid,
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Wajib Pajak (NPWP'™®) adalah pertimbangan manfaat langsung yang didapat.
Karcna paisk tidak memberikan Imbalan lanpsung kepada masyarakat, maka
untuk apa punya NPWP?

Dalem UU KUP vang baru ini, Direktorat Jenderal Pajak memberikan
imbalan  langsung  bagi wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela
memperclel NPWP, yaitu tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali ditemukan
data vang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan tidak benar atau Lebih
Bayar., Mengenai fasilitas pengurangan/penghapusan sanksi administrasi periu

dipahami hal-hal sebagai berikut :
I. Dasar Hukum Kebijakan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Adminisirasi

Dalam Undang-undang No 28 Tahun 2007, diatur mengenai Kehijskan
Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi yang tertuang dalam Pasal 374
sebagai berikut:

{13  Wajib Pajak yang wenyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan
Tahunan Paisk Pesghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang
mengakibatkan pajak yang masih harus dibayvar menjadi ichih
besar dan dilakukan paling lama dalam jangka wakiu | {saty) talun
sctelah  berlakunya  Undangundang  ini,  dapat  diberikan
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga
atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang
ketentuannya dlator dengan atau berdasarkan Peraturan Menten
Keuangan;

BE WP adalah pomor yang diberikan kepada Wajlb Pajak sebaga sarana dalarn adminisleasi
purpaiakon yang dipergurekan sebagal tonda pengenal diri atau identiias Wajib Pujak dalam
etaksangkan hak dan kewsjiban perpajakan, likat Pasal 1 angka 6 UU KUP,

Fasilitas yaug diberikan berupa pengurangan atau penghapusan, Hal ini berarti bahws
ketentuan tersebut masih memberikan ruang kepada aparat pajak untuk mengenakan sanksi,
walsupun tidek 100%. Untuk clcktifitas keleniuan int serta demi kepastian hukusn sebaiknya,
kata "pengurangan” diperjelas arlinya. Misalnya diberikan batas tertentu. Biss jugs besarnya
peagurangan didasarkan pada besaran-besaran terlente seperl tingka kepatuban dan lsia-lsia,
Otleh karenanya dalam Posal 33 syat (13 Peratoran Pemerintah Nomor 80 Tahun Z087, kata-
kata “pengurangan® ini direduksi schingga jenis fasilitasnya hanya dihapaskan saia. Tensu saja
ini menganumgkan bagi Wajib Pajak karena febih memberikan kepastian hukum. Hagdl
swawancars dengan Riza Noor Karim pada tonpgal 29 Mei 2009,

15%
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{2} Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri
untuk memperoich Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu}
tahun setelah berlakunya Undang-undang ini diberikan
penghapusan sanksi administasi atas pajak yang tidak atau kurang
dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib
Pajak dan tidak diberlakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat
data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitabuan
yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih

bayar,

Peraturan Pemerintah yang mengatur tatacara pelaksanaan Pasal 37A
Undang-undang No 28 Tahun 2007 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajsken
berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2007, dalam Pasal 33 menyebutkan :

{1} Wajib Pajak yang dalam tabun 2008 menyampaikan pembetulan
Surat Pemberitahuan Tahupan Pajak Penghasilan sebelum Tahun
Pajak 2007, vang mengakibatkan pajak vang masih harus dibayar
menjadi lebih besar diberikan penghapusan sanksi administrasi
berupz  bunga  atas  keterlambatan  pelunasan  kekurangan
pembayaran pajak.

(2}  Waiib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri
untuk memperoieh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008
dan menvampaikan Surat Pemberiiahuan Tahunan untuk Tabun
Pajak 2007 dan sebclumnya diberikan penghapusan sanksi
administasi berupa bunga afas pajak yang tidak atau kurang
dibavar,

(31 Terhadep Surst Pemberitahuan Tahunan vang telah disampaikan
oleh Waiib Pajek schagaimana dimaksud pada ayat {2} tidak
dilakukan pemeriksean kecuali terdapat data atau keterangan yang
moenyatakan  bahwa  Surat Pemberitahuan  Tabunan  yang
disampaikan wajib Paiak tidak benar atau menystakan lebih bayar.

{4} Sorat Pemberitahuan Tahusan untok Tabun Pajak 2007 dan
schelumnya sebagammana dimeksud pada ayai {2} harus
disampatkan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2009,

{8} Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} diberikan dengan cara tidak
menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

{6y Keterangan lebih lanjut mengenai {afa cara penghapusan sanksi
adminitrast diatwr dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan,
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Peraturan peleksansan afas ketestvan Pasal 37A Undang-undang No 28
Tahun 2007 mengenai tata cara penphapusan sanksi administrasi yang dikeluarkan
oleh Direkiorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut
- Peraturan Menteri Kenangan Nomeor 18/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari
2008 yang sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 66/PMK.03/2008 tanggal 29 April 2008'%,
- Peraturan Direktus Jenderal Pajak Nomor 27/PH2008 tanggal 19 Juni
2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PI2008 tanggal
27 Juni 2008,
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-33/P172008 tanggal 27
Junt 2008 dan Surat Ddaran Dircktur Jenderal Paizk Nomor @ SE-
34/PJ72008 tanggal 31 Juli 2008.

Selanhutnya dalam implementasi ketentuan Pasal 37A Undang-undang No
28 Tahun 2007 ini 4i fapangan, ditemui besarnya antuisme masyarakat urituk
memanfaatkan fasilitas pengurangan/penghapusan sanksi adminiatrasi dimaksud
pada akhir tahun 2008 schingga pemerinfah  mempertimbangkan  untuk
memperpanjang jangka waktu pelaksanzan kebijakan Pasal 37A Undang-undang
MNa 28 Tahun 2007 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-
undang Na 3 Tahun 2008 denpan aturan perubshan Pasal 374 Undang-undang No
28 Tahun 2007 scbaga: berikut

0 pusal 1 dan kedwa PMK tersebul msngatur balwa sanksi burga mas pembotulun SPT
Tahuran dihapuskan, bukan  dikurangkan, Namun  demikian, dalam Pasal 3 PME
No. 1 8/PME.03/ 2008 hanya discbutkan bahwa cara penghapusan sanksi adalah dengan tdak
menerbitkan Surat Tagihan Pajak. Padahal ada kemungkinan batea Sueat Tagihan Pajuk
sudah terlanjur diterbitkan dan bl ini Juput dari pengaturan dalam PMEK No. 1$/PMK 0372008,
Oleh karena ity PMK No. 18PMEK.83/2008 ini kemudian dicabur dan digamizan dengan PME
No.06/PME .03/ 2008 yang mengobur babven dalans hal Sural Tagihan sudah diterbitkan dan
sesuat dengan Ketenlwar-kelealusn yang adz dalam DPME NoG66PME.SI2008, muke
kewajiban tersebus intap hores dhunaiton olch Wallh Pajak schagal auman sebkeanaan dard
sunser poticy, Langhkeh yang bise ditempuh olch Wallh Palak adolah dengon mungnivkan
permohonan pregurangan siny penghapusan senks! sdministrasi berdasarken Pasal 38 Awat
{8y hucuf 2 YU KUR
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Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun 2007, yang mengakibatkan
pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan
paling lambat tanggal 28 Februari 2009, dapat diberikan pengurangan
atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas Keterlambatan
pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2. Jenis Kebijakan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi
Terdapat dua jenis Kebijakan Pengurangan/Penghapusan  Sanksi
Administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 37A Undang-undang No 28 Tahun
2007 yaitu ;
o Untuk Wajib Pajak Baru
Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak
atau kurang dibayar bagi Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela
mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 dan
menyampaikan SPT Tahunan PPh  Wajib Pajak Orang Pribadi untuk
Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.'él
o Untuk Wajib Pajak Lama
Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Lama adalah Wajib Pajak yang
sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak sebelum 1 Januari 2008.
Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan
pelunasan kekurangan pembayaran pajak diberikan kepada Wajib Pajak
lama, baik Orang Pribadi maupun Badan, yang dalam tahun 2008
menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak
2007.'%

3. Persyaratan Yang Harus Dipenuhi
Unwk mendapatkan fasilitas pengurangan/penghapusan sanksi administrasi,

Wajib Pajak baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut'® :

181 Pasal 1 ayal (1} PMK No.66/PMK 03/2008
% pasal | aya1(2) PMK No.66/PMK.,03/2008
' pasal 3 PMK No.66/PMK.03/2008
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secara sukarela mendaflarkan dirt untuk memperoleh NFWP dalam
tahun 2008;

tidak sedang dilskuken pemeriksaan Bukf Peymulaan, penyidikan,
penuntutan, atau peineriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang
perpajakan;

menyampalkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya
terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling
lambat tanggal 31 Maret 2609; dan

melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat
dari penyampaian SPT Tahunan PPh  sebelum SPT Tahunan PPh

disampaikan.

Adapun persyaratan bagi Wajib Pajak lama adalah sebagai berikut™ :

v

o

telab memiliki NPWP sebelum tanggal ! Januari 2008;

terhadap SPT Tabunan PPh  yang dibetulkan belum diterbitkan surat
ketetapan pajak;

terhadap SPT Tahunan PPh = yang dibemulkan belum dilakukan
pereriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa
Pajak belurn menyampatkan Sorat Pemberitahvan Hasi! Pemerikssan;
telab dilakukan Pemeriksaan Bukt Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukt
Permulaan tersebut tidak dilanjutkan denpan tindakan penyidikan karsna
tidak diternukan adanya Buktl Permulsan fenteng tindsk pidana di
bidang perpaiakan;

lidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukd Permulaan, penyidikan,
penuntutan, etat peraeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang
perpajakan;

menyampaikan SPT Tohunan PPh Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya
paling lambat tanggal 31 Desember 2008;

¥ pagal 7 PME Nob66/PMEDN3/2008
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o melunasi selureh pajak yang kurang dibayar yang timnbul schapai akibat
dari penyampaian SPT Tabunan PPh schelum SPT Tahuman PPh
disampaikan;

o Dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan FPh yang sedang
dilakukan pemenksaan yang juga melipuli jenis pajak lainnya, maka
pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan lerhadap
Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menvatakan lebik bayar;
alau pemerikszan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan
Dirgktor Jenderal Pajak;

a Dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh vang tidek
sedang dilekukan pemeriksasn, namun atas Surat Pemberitahuan jenis
pajak lzinnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan,
maka pemerikssan tersebut ditientikan  kecuali untul pemeriksazan
terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya vang menyatakan lebih
bayar, atau pemeriksaan  tersebut  tetap  dilanjutkan  berdasarkan
pertimbangan Direktur Jenderal Pajak; dan

o Dalam hal SPT Tahunan PPh yang dibetulkan menyatakan lebih bayar,
pembetulan SPT Tabunan PPh  dianggap sebagai pencabutan atas
permohaonan pengernbalian kelebihan pembayaran pajak vang tercantum
dalam SPT Tahwnan PPh yang dibetulkan,

4. Tidek Dapat Digunskan Dasar Menetapkan Pajak Lain

Data dan informos! yang tercantum dalem pembetulan SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak lama tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat
ketetapan pajak atas pajak lainnya.'® Dengan ketentuan ini pihak aparat pajak
tidak dapat menggunakan data dalam SPT Pembetulan PPh untuk menagih jenis
pajak lainnya. Misalnya data dalam SPT Pembetulan PPh tidak dapat digunakan
menagih PPN melalui analisis ekualisasi PPh dan PPN.

M3 pacal 8 PMK NoS&/PME 03008
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Tethadap pembetalan SPT Tahunan PPh  yang telah disampaikan tidak

dilakukan pemsrikssan, kecuali terdapat data atau kelerangan yang menyatakan
bahwa pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak henar )%

Dalam hal terbadap pembetulan SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan

difakukan pemeriksaan karena memenuhi ketentvan di atas, Direktur Jenderal

Pajak dapat menerhitkan surat ketetapan pajak danfstau Surat Tagihan Pajak atas

seluruh kewajiban perpajakan.’®’

5. Ketentuan Lain

Terdapat beberapa kefentuan lain yang harus dipatuhi schubungan dengan
pernanfaatan fasilitas penpurangan/penghapusan sanksi administrasi sebagai
herikut

o Penysoipatan SPT mengeunakan formulir SPT Tahunan PPh Tabhan Pajak
vang bersangkutan,

&  Menuliskan "Pembetulan berdasarkan Pasal 374 UU KUPY atav "SPT
berdasarkan Pasal 374 UU KUP” di bagian atas tengah SPT lnduk &
seliap lampirannysa.

o Kurang bayar dalam SPT Tahunan PPh harus dilunasi dengan

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

o Melampirkan SSP lembar ke-3 pada SPT Tahunan PPh,

o Disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdafiar

6. Rangkuman Kebyjakan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi dalam
Pasai 37A Undang-undang No 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut

o, Liraian WE BARU W LAMA

1. Fauiling Fangurnnpan/penghopusan sinksi | Pengurangan/penghupusan saoks
Penguranganw | admimistrasi berupa bunga stas pajek | admigizirasi berupa bungn alas
Popghoposan | yang Lidek atzu kurang bayar apabila | pajak yong iidak aiau kurang bayar

Wajib  Pamk menyampaikan  SPY

Tahanan PPh hur pajek 2007 den
sehetomnya,

apabila Wajib Pajak menysmpaikon
pembetgian SPT Tshunan PP
sebelum iahun pajok 2007

B pasal  aym {1) PME No. 66 MK G372008

&Y

Pasal ¥ oy (2} PMK No6S/PMEOR/Z0068
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I3 Subyck WP Orang  Pribadi  yang  secara | WP Orang Pribadi don WP Badan
sukarels  mendalluckan  died amwk | yang wlah memiliki NPWP sebetom
memperelelr  NPFPWP dalam  whun | seaggal 1 Januoe 2008
2008

Z. Obyek Paink yany dakikureng  dibayar | Paiak yamg tdslfkurong  dibayor
Penghapusan | unteR  isbun  palsk 2007 dan | omtwek wmbos paisk scbelum whun
Sanksi scholumnys paiak 7
adminisiras

kS Svarm tridak sedang diipkukan | iferhsdap SPT Tabonon PPh yans
Penghaspusan ©  pemeriksaze Buekli Pormulsan, | dibswikes belum diterbitkon surat
Kanksi penyidikan,  pemsniular,  steu | keictapan pajok;

Admindsirasi perserikenan  di  pengadilan  atas | 2lerhadap SPT Tuhunan PPh yang
tindak pidana ¢l bidaog perpajakan; dibetelkan  belom  dilakukan
2.menyampaikan SPT Tahunan OP | pemeriksaon  smtag dalam hal
PPh Tuhwn 2007 dan sebefumnya sedlang  dilakaken  pemeriksaan,
terhitung sefak memenshi | Pemerikss Pojek belum SPHEP;
persvaratan subjzktil dan ebiekiif | 3.ielah dilakukan Pemeriksaan Bukll
paling lamhat lengpal 31 Moret . Pormuuluan,  wiapt  Pemeriksaan
2009: dun Bukil Peormulson terscbw tidak
.omelunoyl selureh peiok vanp kurane | dilsnintkun dengan gindalac
dibayar yany tsbul sebapel akdbat | penyidiken karanu tidak
deri penyarapaiont 8PT Tohunan | ditwmoken nedinya Buki
PR OF sebelum SPT Tahunar PPh | Pormalaan tentang indak pidana
OF disampaikon, & bidang porpajakan;
4.1idak sedang dilakukan
Pemeriksaan  Bukli  Permaulaan,
penykiikan,  pepuatulan. aiau
pemerikspan i peogadilan aias
tiadsk  pidang Ji bidung
perpajakan;
3. meayampaiken 81 Tshusan PPh
Tuhun Paink 2006 dan sebelumays
paitng lambm tenggel 31
Desernber 2008; dun
fomehunasi  selurwh  pajsk  yang
furane  dibaver  yang  Gimbunl
sohagai akibat dard penysmpaian |
8P Tahunan PPh scbelum SPT
PPh Tahunan PPh disampatkan.

4, Balus Wakes | Mendaftarkan diri univk memperoleh | Menyampaikan  pembetan SPT
berlakunya NPWP paling lama | {saw) tehun | Tahunan sebelum Fahon Pajak 2007
lasilitas setelah  berlakunya  Undasg-undang | paling tsmy dalam jaagka waki satu
penghapasan |l (31 Desember 2008} Sesugi Pasal | lshun setelab  beclaky  wmdang-
sanksi 374 ayat 2 UTJ KL, undung inf {31 Desember 2008}
adminizstrasi sesuat pasal 174 ayat | UL KUP.

Menyampaikan $FT Tuhunan Tohun
Pajak 2067 dan  schelumonyo,
terhituag seiak mumnonihi persyaratan
subjckiif dan ohlekil] paiing lambal
wnggal 31 Maret 2009 {Pusel 33 ayal
{33} PP No.£O Thr 2008)

Kemudion diperpanjong  sampai
dengan 28 Febrogri 2009 sesuni
denpan dengan Perpu No 3 Tahun
2008
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Terdapat calatan mengenai aturan pelaksanaan Kebijakan Pasal 37A
Undang-undang Mo 28 Tahun 2007 yaitu pada Surat Edaran Dirckiur Jendersl
Pajak No.SE-34/P1/2008 tanggal 31 Juli 2008, dijelaskan bahwa Wajib Pajak
fama yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan atau WP Orang Pribadi untuk
Tahun Pajak 2006 dan/atau tahun-tahun pajak sebelumnya dalam kurun wakis
mulai dari tanggal | Januari 2008 sampai dengan 3! Desember 2008 yang
menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas Sunset Policy. Ketentuan ini
tentunya bertentangan dengan aturan hukum yang ada dalam Pasal 37A ayat (1)
UU KUP yang mensyaratkan pemberian fasilitas hanya bagi Wajib Pajak yang
menyampaikan pembetulan atas SPT Tahunan PPh Badan atas SPT Tzhunan PPh
OP sebelum Tahun Pajak 2007. Jika Pemerintah bermaksud uniuk memberikan
fasiliras pengurangan/penghapusan sanksi administrasi kepada Waiib Pajak yang
menvampgikan SPT Tahunen maupun Wajib Pajak yang menyampaikan
pembetulan 8PT Tahunan, maka sebaiknya dinyatakan dalam undang-undang. Hal
i fentonys mencederal ketentuan hirarki perandang-undangan sebagaimana
dratur dalam Undang-undang No 10 Tatwn 2004 dan teori berjeniang {stuffen
baww theoryy yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen vang telah diakui dalam ronagh
hukum vang berfaky di semua belzhan dunia.

Pengampunan pajak sebenarnya pernah diupayakan lagi olch pemerintah
besama-sama DPR gune memenuhi funtutan keuangan Negara. Hal ini kemudian
ditmplemeniasikan dengan munculnya program pengampunan pajak pada  tehon
2001 saal pomeriniah menyusun deaft Rancangan Undang-undang Pengampunan
Pajak, Sejak 2000, Litbeng DPR sudah mempersiapkan drafl tentang RUU
Pengampunan Pajak. Bahkan dralt ity sudah pemah disosialisasikan ke beberapa
daerab, sepertt Bangka Belitung, melalui Badan Legislasi DPR dalam kunjungan
kerja Baleg pada September 2002 Draft RUU Pengampunan Pajak juga pernah
didiskusikan dengan aparat Direktorst Jenderal Pajak, kalangan pengusaha,

masyarakat serfa kepada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPD.*

B Avilint, “Amnesti Twsk Perlu Prasyarat Tux Reform®, <ntipriwonwindet.or idfxplod/

uptondfarty/ Amnesti% 20Pajak 2 0l er w26 208 yarai %20 Tax%20Reform I TM>,  Lihat  juga
Romsy Bake, “Amnestd Padak. Susle Kehuresan”, Bisnis {ndonesia, § November 2004,
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Namun sampai dengan tahun 2005 draft tersebut belum juga terealisasi,

Tidak terealisasinya draft tersebut karena banyaknya kekuatan politik yang turat

berperan, Salah satu penyebab draft tersebut tidak discpakati adalsh Direktorat

Jenderal Pajak sebagal otoritas pajak membuat kebijakan di Juar koridor

kapabilitasnya. Pengampunarn di dalam draft tersebut fidak hanya terkalt dengae

sanksi administrasi dan tindak pidana pajak, melamkan juga tadak pidans lain,

yang hukan wewenang Dircktorat Jenderal Pajak.™

Diraft rancangan undang-undang ini memuat ketentuan sebagal berikut

N

Lirpian

Kieteninan

Subyek
Pasni 2

2. Wailib Pajak Orang Pribadi;

b, Walib Pajek Bodan, dengan nama den dolam bonok
HpEpUn,

taik yang telah maupun vang belum wrdallie sebhagid Wigib

Pajak

Chysk sungampunan (Fasg! )

Jursizh kekayaan alau jumlah kekayvagn bersih

w

Jenis pusk yung mendagutkan
fasilitos penganymasen
{Pasal 1)

Pujuk Penghasilan vanp belum @i belum  sepenuhnya
dilunasi olch  Wajib Pajak  scsuai  dengan - perawaran
perundanpg-undangan perpatakan yang berlaku

Perayeratan
Pasal 5, G dan 7

a. Mendaflarkan diri pada KPP dalam wilayabh WP
beriempat tinggal alau berkedudukan, bagi yang belum
mempunyai NPWP

b, Menyampaikan surat perayatasn  uniuk mengapaikan
peagampunzn pajak kepads DIP sclambet-lambatays 3
Desember 2001 (alau 31 Desember 2002)

¢ Milai kekavaaa yaag dimiBki scilng Walib Paisk yong
whan rmendupatkon (osilitos pengampurnn pajek, bares
memapakan barga yaag waiar

d. Terhadap Wajib Pgjok bodan yeng ewmiikl daBor
kgkayann, maka terhadap daftar kekuysan dismaksud harug
mersdipatken penilal vang sesunggabnys durl fembega
penilnt yang diakui keberadasanya 4 Indancsia,

Tarif Liang Telnrsnn

& Wauilh Pojuk orang pribadi veng Hdak menvelengaarakian
pembukuan aton veog meavelenggarakan poobulann ¢
- Prasar Pengumpunan Pajek s.d Rp 3.000.000.000.00.
warif @, 8%
- {3aser Pengumpunan dints Rp 5000 000,000,400 lanif
3%
b. Wabb Paiak Badan :
- Dasar Pengampunran Pajak sd Hp 300000000800,
farif 0, 5%
- Dusgr Pengampaunan dialgs Rp 53.000.000.000,00, wif
5%

e

Fasilitag

a. Jumiah kakayaan yang menjadi dasar pengampunan pajak
dirnasukan sebagai tambahan modal perusahaan

t. Penambahan nilai saham dan atwo pembeeian sabam
bonus kepuda pemegang ssham  akibat perambaban
maodal perusahaan dibebaskan dari pecngenaan PPh

9 ghid
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Sejarah mencatat bahwa pengampunan pajak pernah dilakukan di Indonesia
pada tahun 1964 yang dikeluarkan melalui Penetapan Presiden No 5 Tahun 1964
Tentang Peraturan Pengampunan Pajak dan pada tahun 1984 dengan Keputusan
Presiden No 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak.

Di Indonesia, hirarki peraluran perundang-undangan pernah diatur dalam
Ketcrapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat ( TAP MPR)} Nomor [Il Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata
Urutan Peraturan Perundang-undangan'™. TAP MPR No ITI/MPR/2000 tersebut
kemudian diganti pada tahun 2004 dengan Undang-undang No 10 Tahun 2004
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 Undang-undang

tersebut mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

|. Undang-Undang Dasar 1945;

2 Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

3. Peraturan Pemerintah;

4. Keputusan Presiden;

5. Peraturan Daerah.

Jika dikritisi lebih lanjut, maka penggunaan jenis peraturan perundang-
undang berupa penetapan presiden dan kepulusan presiden uniuk memberikan
program pengampunan pajak adalah tidak tepat karena baik penetapan presiden
maupun keputusan presiden adalah jenis peraturan yang berkedudukan di bawah
undang-undang sehingga melawan ketentuan mengenai hirarki peraturan
perundang-undangan sebagaimana yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen dalam
stuffen boww theory.

Adapun tata cara pembentukan atwran hukum diperkenalkan oleh Hans
Kelsen dengan teori berjenjang (sruffen bowny theory) yang melihat hukum sebagai
suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang
lebih rendah memperoleh kekuvatan dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin

tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya semakin rendah

kedudukannya akan semakin kongkrit. Norma yang paling tinggi menduduki

""" Pasal 2 TAP MPR No.II1/2000:
[.UUD 1945; 2 Kcletapan MPR RI; 3.Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu); 5. Peraturan Pemerintah; 6.Keputusan Presiden; 7.Peraturan Daerah.
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puncak pirgmida vang discbul norma dasar {grund norm). Pembualan vang
ditentukan oleh norma vang lebih tnggl menjadi alasan wlama validiias
keselurvhan tata hukum yang membentuk kesatuan '

Sesuai dengan adagium ‘fex superior derogat lex infererior’ yaitu peraturan
yang lebih tinggl mengalahkan aturan yang lebih rendah atau yang lebib rendab
tidak boleh bartentangan dengan yang lebib tinggi, maka suatu undang-undang
tidak dapat dikalabhkan dengan suaiv penetapan prcsiden'n ataupun keputusan
presiden. Pada hakekainya keteniuan pengampunan pajak melawan Ketentian
dalam Pasal 23A UUD (945" yang mensyaratkan pemungutan pajsk diatur
dengan undang-undang dan Undang-undang No.7 Tahun 1983 Testang Pajak
Penghasilan yang mengharuskan setiop Waiib Pajak harus membayarkan dan
melapockars kewagiban perpajakannya. Dengan demikian adalab tidak tepat jika
prograns pengampunan paiak yang dambil pemerintah ditctapkan dengan suatu
pencrapan presiden dan kepulusan presiden Karena menyalahi konsep hukum

Indonesia schagai Negara yang berdasarkan hukum grechistaat)' ™.

T lans Kelsen, General Theory of Law ond Stete, translaled by:Anders Wedberg. (New York:
Rassel&Russel, 1961), hlm. 123-124,

Sejak tonggal 3 Juli 1939 sompat tanggal 3 Juli 1966 merupakan perkembangan yaey ditenydsi
eleh kondisi *darueas” dan karenanya menjadi “lidak wajar,” sebagai skitvt adanyr Dekri
Presiden dao pmaculnya suate bentuk pernyelewceapan. Penyelewengan dalam had fegislasi
adalah dengan munculnya dua jenis peraluran perundang-undangan vang bure yang menandai
wewenang presiden yang terlate berlebiban dalam kenieks Damokeasi Tergtapin pods muss
pemerinlahan Sockarne, Kedua posturan ini dikenal dengan aams Penctapan Presiden {Sun
Prasicer RY wngpal 20 Agustus (959 No, 22062/E/59) dan Peratusan Presiden {mogesl 22
September 1939 No, 2773416759}, Kedua persiusan bare inf sama sekali tidak disebut dalam
UUD 943, namun kedudukan dan pemnoya bahken melebind ketige boniol porundaug.
undangan yung lelak distor sebelemays dalam JUD 1045,

Scink Dekrlt Presiden 3 Joll 1959 sompal awal 1966, erdapat sekitar 76 bush Ponclapan
Presiden dan 174 bush Persturan Presides vang terdapat dalom lembora Negars, Secors
yuridis formal, porkombangas int borakhir poda tsnppal 5 Jull 1966 vaiw dengan
ditetapkonms Ketmapor MPRE Mo XIX/1066 tentang peninjauon kemball produk-produk
logistaeif negare & fuae produk MRS yang tidok sesual deagan UUD 1945, Lihat . Wanik
Saleh, Perdmmbangon Perundang-Undougen 1966-1973, Cerl, (Jakana: ICHTIAR, 1919),
him. 9.

P Pasal 23A UUD 1943 {Amusienen ketiga) ©

Pajuk dan punguian lain yong bersifot momoeksa uniuk keperfuan Negaru dister dengan
undang-undang,

Berdasarkan Penjelasis UL 1945, Nepara Indonesis berdasar atas hukum (rechistaot tidak
berdasarkan kekussaan belaka (aachssreod),

172

$72
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BAB IV
ANALISIS PENGAMPUNAN PAJAK DANKEBIJAKAN
PENGURANGANPENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASE
BERDASARKAN PASAL 374 UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2007

A. Latar Belakang Penc¢rapan Pengampunan Pajak dalam Hukum Pajak Indonesia

Dalars Negara Indonesia veng berdasarkan UUD 1945, Presiden merupakan
satu-satunya yang berwenang membsrikan peéngampiuian atas hukuman yang
dikenakan atau dijatubkan oteh badan peradilan kepada sescorang alau lebih
karena melakukan perbuatan melanggar hukum.'”

Dengan memberikan pengampunan, cksekufif sesunggahnya melakukan
campur tangan terhadap lingkungan peradilan.'”™ Fungsi pengampunon tersebut
adalal penyimpangan dari konsep hukum pada umumnya bahwa seorang yang
telah dijatuhi pidana seharusnya menjalankan hukumannya. Hal ini tentunya
bertentangan keadilan hukum uniuk yang bertujuan menghapuskan ketidakadilan.
Dari segi hukum pidana, konsekugnsinya adalah pengecualian {exceptional}.

Konsep pengampunan ini kemudian diadopsi oleh hukum pajak vang
diimplementasikan dalam pengampunan pajak. Menurut para ahli hukum pajek,
pada dasarnya pengampunan pajak boleh dilskekan sepanjang tidak hertentangan
dengan hakikat yang dikandung dalaen Pasal 23A UUD 1945, Pengampunan pajak
dapat dilakukon tetapi dengan syarat-syarat bahwa harus dlalur dengen undang-
undang yang berarti melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.'”

Pada hakekainys, pengasmpunan diberikan apabila pertama, kepada

seseorang teleb dijatuhkan suaty pidana oleh hakim yang berbentuk putusan

' Saldi. gp.eit, him.291.

" fentung ikt campuraya seorang kepala negars di dalam wrusan peradilan dalam benluk
pemberian grasi i lelah scjak lama dikensl arang didalam selarah, yoile sepk jamannya
pemerintzhan para kaisar Romawi dobulu kala, yanp kemudian (efah diikwil oleh para roja,
teruiama di benua Eropa. Dahwiu kala pemberian gresi kepada orang-orang erpiisns okeh
para raja Ho wlab ;ereko lakukan semati-mats sehugnd susiv kesturshan batl parg rajs, yong
elah mareka berikao berdussrkan rasn belas kasihan, Likat PAF. Lamitung, Hukum
Penitesier Indoneszia, (Bandung: CV Armigo, 1984}, him. 2835,

Saidi, ap.ein, him 285,
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peagadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap'” dan kedua, dengan

adanya putusan penpadifan tersebut, seorang terpidana mengajukan permohonan

pengampuran, Namuon delam ransh hokum pajsk, pengampunan pajak ddak

diberikan alas suatu penetapan hukuman sehingga terdapat perbedaan dengan

perlakuan dalam hukum pidana,

Atas hal terscbut dari pihak akademisi diperoleh kererangan bahwa memang

konsep pengampunan dalam ransh hukum pidana dan hukum administrasi

terdupat  perbedaan  karena dalam  hukom  administrasi, nepara  berwenang

mengambil suaty kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Negara dengan

penjelasan selengkapnya sebagai bertkut

Pengampunan  pajak  yang diberikan kepada semua masyarakat
merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah sehingga tidak
diperlukan adanya syarat penetapan teriebih dshulu atas kesalaban
Wajib Pajak dan atas penctapan fersehut, Waiib Pajak baru dapat
mermanfaatkan kebijakan pengampunan sebagaimana berlaku dalam
konsep hukum pidana. Ranahb kebijakan dalam administrasi negara in
tentunya  berbeda  ranalh hukuem  pidana.  Coniohnya, kebijaken
nemerintah memberikan pembebasan bea masuk ataupun tax hofigay,
tentunya tidak perlu ade peretapan hukuman atas kesalahan dshuly,
kemudian Wajib Pajak baru dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.
[xalam ranah kebijakan, pihak pemerintah selaku administasi negana
fentunys mempunyal alasan dalam menerapkan pengampunan pajak
yaitu diantaranya © pertama, adanya hal yang mendesak, kedug, adanya
upaya peningkatan pentrimaan pajak dan ketiga kebutuhan tentang hal
Ininays, Kebijekan ind digunakan olch negara selain dalamy rangka
meninghkatkan kuahitas juga kuantitas Wajib Pajak.'™

Menilik hasil wawancara vang teleb dilakukan dengan pihek pengamat dan

prakiisi pajak, dilelaskan bahwa penerapan pengampunan pada dasarnya adalab

veujud penyimpangan bukum. Uraian lebih rinci adalah sebagai berikt :

2 Powsan yang mempunyal kekuatsn kukumn teiap (in kracht van gewijsde) adalah pulosan yang

e

sudeh barkebusian (ekap adaiah pulusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya
Wikum  verset  (periowznan), banding, dan  kasasi, Lihal  Sutantie. Retnowuolan.
Ceripkoriwwinata, Iskandar, Hukwm Acara Perdata Dolam Teori Dan Prakeek, (Bandung:
Mandar Maju, 1987),

Wuwaneara dengan Gueu Besar Fukum Keuangan Negara Universitas Indonesia, Frof, D,
Arifin Soeria Atmadja, SH, uinggal ¢ Juni 2009
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Dalam hukum pidana memang dikenal adanva pengampunan yvang
tnerupakan hak prerogatif presiden sebagaimana diamanatkan Pasal 14
UUD 1945, Hak pengampunan ini adalah penyimpangan terhadap
hukum karena seharusnya seorang terpidana menjalankan hukumannya,
namun dengan diberikannya pengampunan, hukoman tidak dijalankan.
Hal yang sama diterapkan dalam hukum paiak, dimana pengampunan
pajak dibertkan kepada mercka yang selama ini tidak melaksanakan
kewajiban perpajakannya deng%an benar schingga bebas dari sanksi baik
pidana maupun administrast,’

Dari kalangan pemeriniah {Direktorat Jenderal Pajak), diperoleh penjelasan
mengenai kelaziman dalam ranah hukoem vang mensyaratkan perlu adanya
putusan pengadilan lerfebih dahulu terkait dengan pemberian pengampunan,

sedangkan dalam hukum pajak tidak berlaku hai demikian, sebagai berikut :

Putusan Pengadilan itu digantikan oleh undang-undang yang mengatuc
peaganmpunan, Jadi dalam lain konteks. Wajib Pajak mempunvai
kesalahan dan kesalahan itu sudah diputuskan oleh undang-undasg
bahwa ada pajak vang tidak dibayar. ladi Putusan Pengadilan adalah
undang-undang itu sendiri sehingga pengampunan pajak tidak dapat
diatur dalam undang-undang pajak. Harus ada undang-undaeg teesendir
tentang  pengampunan pajak karena  akan  bertabrakan mengingat
undang-undang pajak mengatakan jika ada penghasilan haeus dibavar,
sedangkan dengan pengdmpunan, pajak tidak dibayar, yang ada uang
tebusan. ™!

Lebib lanhut pihak logisiatif memberikan pendapat mengenal persyaraian
peclu adanya pulusan pengadifan  terlebib dahulu untuk  dapat diberikan

pengampunan schagal beriket

Makna dari pengampunan paiak it adalah bahwa kesalahan-kesalahan
pajak dimasa lalu tidak diproses lagt dan ke depannya Wajib Pajak
membawa semua penghasilan tidak lagi melanggar seluruh peraturan
perpajakan. Jadi wajib pajak tidak dikejar lagi kesalahan-kesalahan
pajak dimasa lalu(Wajb Pajak dimaafkan) Apakah harus diputus
bersalah dahulu bary diampuni? Jika konsepnya demikian, maka
pengampunan pajak tidak jalan.

P Wawancars dengan Eddy Mangkuprawiss, §.H., Kewa Yayasan Lembags Bantuan Hukum
Pajak Indonusiy, langgal f4 Mol 2008,

"' Wawancara dengan Drs. Riva Noor Karim, M.B.A, Ak., Kepala Kantor Wilayah DIF Walib
Patnk Bosor, mnppat 3% 8ei 2000
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Karena pertama, ketike orang diputus bersalah oleh  pengadilan,
liahifities-nya menjadi inggi sekali dan kedua, jika diputus dipengadilan
bisa saja ada unsur pidananya, Dengan demikian orang pasti tidak akan
ambil pengampunan #u. Jadi esensi dari pengampunan Hu adelah
seluruh kesalahan balk perdets maupun pidana dihapuskan dan tidak
diproses dj pengadilan. Harusnya demikian'®

Berdasarkan hasil wawancara dengan salzh seorang anggota Tim Perumus
ULF KUP dari Sekretariat DPR, dipercieh keterangan bahwa pengampunan pajak
dalam hukum pajak merupakan hal yaog berbeda dengan pengampunan dalam

hukum pidana yang tergambar dalam hasil wawancara sebagal berikut :

Pengampunan Pajak tidak ada hubungannya dengan Pasal 14 UUD
1943, Pasal 14 adalab Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi dan
rehabilitasi  Kalaw sudah ada proses hukumnya berssiah yang terkait
dengan kriminalisasinya, sedangkan pengampunan pajak terkait dengan
hukum administrasi perpajakan schingga keduanya merupskan bal vacg
berbeda, Memang timbul saleh kaprah dalam pengeunaan istilah,
dimana pengampunan pajak diterjemahkan dari istilsh fax amswesyy
Amnesti diartikan pengampunsn kemudian dikaitkan dengan Pasal 14.
Seharusnya tidak domikian, Jiwa 20 gmnesty adaiah sudab mengakui
punva pajak tapi tidak membavarkan ssmuanya, ada [asilitas yaiu
pengampunan schingge merupakan dua hal vang berbeda.'™

Diari berbagai pendapst tersebut diatas, dapat ditarik suats benang merab
batrwa konsep pengamipunan dalam ranah hukum pidana dan hukum pajak adalah
dua hal yang berbeda. Pengarapunan dalam hukum pidana adalah hak kepala
negara untuk meniadakan hukuman seorang terpidana. Kepala Negara perfu
memperhatikan ketepatan hakim dalam membuat suatu putusan apakah sudah
sesuai dengan rasa keudilan yang terdapat didalam masyarakat atsu belum.
Pegampunan ini dapat memperbaiki sesuatu yang menurut stfatnya tidak akeso
dapat dilakukan melalui suate peradilan. Sedangkan pengampunan pajak dalam
hukum pajak adalah safah saiu bentek keputusan pemaafan kesalahan mase lale

dengan tidak mengenakan sanksi kepada masyarakat. Pengampunan pajak akan

" wawancora dengan Dr. Ir Draiat Hasd Wibowo, M.Ec, Anggota DPR, Komisi X1 Periode
2004-2000, longgal 6 Mol 2008,

' wawangara dengas [, Konny Sscinma Hoima Bake, S.H., M.H., Anggoa Tim RUU KUP,
Schrutari DPR RY, ranggel 5 Mel 3009,
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ditkuti  dengan  pembuysran  usng  tebusan  sebagal  pengganti  Kewsiiban
pembayaran pajsk masa lalu dan hanya berlaku selama jangka waktu tertentu
Langkal ini diambil pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari
sekior pasak,

Menilik Iebih dalam mengenal pengampunan pajek, pada dasarnva
pengampunen pajak mengadops! konsep amnestl dalam hukum pidana yang

mensyaratkan hai-hal sebagai berikut'™ :

» amwesti menjadakan semua akibat hukum menurut hukum pidana dari
suaty tindak pidana atau dari suatu jenis tindak pidana tertentu,
e amnest] diberikan kepada semua orang yang mungkin saja terlibal di
datam tindak pidana, dengan kriteria :
- baik vang telah dijatubi pidana maupun yang belum dijatuhi pidana
oleh hakim,
-~ baik yang sudah dituntut manpen yang belum dituntut oleh penuntut
wmun,
«  baik yang sedang disidik mapun vang belum disidik oleh penyidik
dan;
« baik yang diketahui maupun yang tidak dikerahui oleh kekuasaan

yang sah,

Pergyaratan  ini  dipenuhi  dalgm  pengampunan  pajek  dimana
pernberiakuannya atas setisp warga negara baik yang diketahul maupun tidak
diketahui melakukan tindaken penpgelapan pajak. Masvarskat diberikan
pemaalan atas kesalshan masa lslu dan diberd kesempatan untuk memulas kembali
gelaksanaan kewsliban perpajekan dengan good will, Pemberian kesempatan
kepads Waiib Pajak /0 become the honest tax payer melalul pengempunan pajsk
diharapkan aken meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di masa yang skan datang.
Kebyakan il jugs membertkan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk meningkaikan

keterbukaan {discloswre) atas kewaliban perpajakannya, sebelum diterapkannya

O {aminang, op. o, hlm. 285,
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penegakan hukum {aw enforcement) pajak. Namun pengpunaan terminclogi
pengampunan yang diadopsi oleh hukum pajak dalam menerapkan pengampunan
paiak adalal tdak tepat karena sesual dengan hakekat pengampunan, yang diakd
dalam dunis bukum, bermakna welas asih dari seorang kepala ncgara kepada
warganya untuk hak memberikan penghapusan ataupun keringanan hukuman,
Pengampunan diberikan setelah selesainya penuntutan dan telah dijatuhi hukuman
gleh hakim yang wleh mempunyal kekuatan hukum tetap. Pada hukum pajak,
pengampunan pajak diberikan oleh pemerintah sebelum ada penetapan atas
kesalahan/pelanggaran Wajib Pajak dari otoritas perpajakan berupa penerbitan
surat ketetapan pajak. Hal ini melawan konsep pengampunan yang telah berlaku

datam ranah hukam pada umumnya,

B. bsensi Kebijakan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Pasal
37A Undang-undang No 28 Tahun 2007

Dalam Pasal 37A Undang-undang No 28 Tahun 2007, Pemerintah memsbuat
ketentuan yang menampung permintaan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas
pengampunan pajak yang juge sejalan diue print Kebijakan Direktoral Jenderal
Pajak'™, dalam bentuk pemberian pengurangan/penghapusan sanksi administrasi
berupa bunga keterlambatan pembayaran pajak kurang bayar bagl Walib Pajak
yang membetutkan SPT Tahunan.!™

Ketentuan mengenal pengenaan sankst administrasi atas pembetulan SPT
Tahunan yang mengakibatkan timbualnya pajak kerang bayar telsh diatur dalam
Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No 28 Tahun 2007 dan Penjelasannya scbagai
berikut;

' Kepuosan DIP Mo XEP-178/P1/2004 tanggal 22 Desemsber 2004 Tentang Ceiak Biru (Mg
prim} Kebliokan DIP Tahun 3001 3.4 2010 meayebutkan Fokus Keglatan dun tangkah /
Implementosi © Tubu 2000 adafab
2. Menphapus kendals akses ke semun fm;

b, Meloreskar keinivan poraiuran perundang-undangan yang belum jurus sesuai ketentuan
poraural serandang-undangan yang berlaky;

y ¢ Peagempunur pujek don pidansnya,
1]

com/ 20080 W mencermati-perumusan. masalah-kebijakanhtml>, 15 Juli 2008.
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Pasal 8 avat {2}

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan
Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya
dikenal sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per
bulan atas jumiah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Penjelasan :

Dengan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan atas kemauan
sendiri membawa akibat penghitungan jumlah pajak yang ierutang dan
Jumlah penghitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari jumlah
semula. Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan
tersebut dikenai sankst administrast berupa bunga sebesar 2% {dua persen)
per bulan,

Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dihitung
mulail dart berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahwnan sampal dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Yang dimaksud dengan “1 (salu} bulan” adalak jumlah hart dalam bulan
kalender yang bersangkulan, misalnya muiai dari tanggal 22 Juni sampai
dengan 21 Juli, sedangkan vang dimaksud dengan “bagian dari bulan”
adalah jumiah hari yang tidak mencapai 1 (satu} bulan penuh, misalnya 22
Junt sarnpai dengan 3 Juli

Pada Pasal 8 ayat 3 UU KUP, Pemecrintah scbenarnya felah memasokkan
unsir  pengampunan bagli Wajib Pajak yaity demgan tidek akan melakukan
tindakan penyidikan akibat tindak pidana perpajakan sesuai Pasal 38 UL KUP
apabila Wajib Pajak dengan Kemauan seadinl mengungkapkan ketidakbenaran
perbuatannya. Adapun bunyi Pasal 8 ayat (3) UU KUP adalah sebagai berikut ;

Walaupun telzh diskukan tindakan pemeriksaan, tetapl belum dilakukan
tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib
Pajok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran
perbuatan Waiid Psjak tersebut tidak aken dilakukan penyidikan, apabila
Wajib Pajak dengan kemauan sendinl mengunpkapkan ketidakbenaran
perbuatannya terscbul disertal pelunasan kekuranpan pembayaran jumlah
pajak yang sebenamya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda
sebasar 150% (sergtus lima puluh persen) darl jumiah pajak yang kurang
dibavar,
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Secara normetif, bagi Wajib Pajak yang melakukan pembetwlan SPT

Tahunan PPh vang mengakibatkan timbul kekurangan pewbayarsn pajak maka
akan dikenakan sanksi administrasi berups bunga ssbesar 2% {dua persen) per
bulan atas jumlab eajak yang Kurang dibayar sesuat Pasal § ayat (2) Undang-
vadang No 28 Tahun 2067, Tindak laniut Direkiur Jenderal Pajak atas pangenaan
sanksi administrasi dimaksud adalah menerbitkan Surat Tagihan Pajak sesusi

Pasal 14 aywt {1} Undang-undang Ne 28 Tahun 2007 scbagail sarana umtuk

melakakan tagihan, vang sclengkapnya menyebutkan :

Direltur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :
c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau
buniga.

Jika merasa keberatan atas penpenaan sanksi adminstrasi tersebut, maka

Wajib Pajuk  dapat menempuh  upaya hukum  yaitu  dengan  mengajukan

permohonan pengurangan afau penghapusan sankst administrasi melalul kuasa

Pasai 36 ayal 1 huruf a Undang-undang No 28 Tahun 2007 vang menyebutkan ;

“Direkiur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajibh
Pajak dapst @ mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi
berupa bunga, dends, dan kenaikan vang terutang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundsng-undangan perpajakan dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak ateu bukan karena
kesalahannya”

“Dalant prakiik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan
kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak
varig dapat memberbani Wajib Pajak vang tidak bersalah atau tidok
memahami - peraturan  perpajakan.  Dalam hal demikian, sanksi
administrasi berupa bungs, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan
dapat dihapuskan atau dikurangkan gleh Direktur Jenderal Pajak.”

Untuk menghindarkan pengenaan sanksi atas kewsajiban perpajakan masa

lalu dan untuk memulai keterbukasn pelaksanaan kewajiban perpajskan di mass
mendatang, Direktur Jenderal Pajak memberikan kesempatan kepada Wapib Pajak
untuk membetulkan data vang tidak benar di SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007

dan schelumnya dengan tidak mengenakan sanksi administrasi Pasal § ayat {(2)
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Lindang-undang No 28 Tahun 2007 melalui kebijakan Pasal 37A Undang-undang
No 28 Tahun 2007, Upaya ini ditlemnpub oleh pemerintah sebagai upaya untuk
memberikan kepastian hakum bagi masyarakat baik yang sudah terdaftar menjadi
wajib palak ataupun yang belum terdaftar untuk dapat memanfaatkan kebijakan
dimaksud mengingot Pasal 36 avat {1) huruf a Undang-undang No 28 Tahun 2007
hanya berlaka untuk masyarakat yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Pada perkembangnya merebak perdebatan apakah kebijakan Pasal 37A UU
Undang-undang No 28 Tahun 2007, lazim dikenal dengan istilah Swmser Policy
merupakan pengampunan pajak ataw bukan. Ada pendapal yang menyatakan
bahwa Kebijakan Sunset Policy adalah semacam pengampunan pajzk tapi secara
terselubung (disguised tax amnesty). Tidak seperti yang diberikan pemeriniah
tahun 1964 dan 1984, vang dinyatakan secara tegas sebagai pengampunan pajak.
Dikatakan demikian karena melalul  kebijakan Sumser Paolicy, diberikan
penghapusan berbagai bentuk beban yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban
perpajakan (rax burden) yang belum atan kurang dilaksanakan (ander comply) di
masa tale.'”

Daiam hasil wawaneara dengan pihak legisiaiif mengenai perdebatan apakah
Eebijakan Swnsel Policy adalah pengampunan pajak atae bukan, diperoleh

keterangan sebugal berikut

Pendapat kebijakan Swmser Polficy adalah fax ammesty mini adalah sama
sekali tidak. Munculnya pendapat bahwa kebijakan Sunset Policy adalah
Tax Amnesty mini karena denda dan bunga vang dibapuskan /7 tdak
dikenakan tapi kewajiban pajaknya (etap harus dibayarkan. Ini lah yang
membuat muncwl pandangan mini, Persoalannya adalah berapa besar
kewajiban vang harys dibayarkan. Jika sesorang sudah berusaha selama
5 tahun, apakah pant aken ditelusurt lagi kebelakang? Kan dalam
kebijakan  Susset  Policy tidak  ada  jaminan, sementara kalau
pengampunan  pajak  tidak  akan ditelusuri ke belakang. Dengan
memlbayar blaya pengampunan selesai, selelah itu kedepan jangan
tagi.

"7 pengampunan Pajuk Terselubung™, <bip:/www medachisaisonline.com/2009/02/03 sunsei
palicy-2008nensampunan-najzk-ersefubung’>, 3 Februari 2005,

P Wawancars dengan D, Tr, Drajet HWibowo, M.Ec, Anggots DPR RI Komisi X1, periode
2004-2008, wangpat 6 Mei 2000,
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Pihak pengamat dan prakiisi perpajaken memberikan pandangan babwa
termonologi pengampunan sanksi sebenarnya telah ada dalam UU KUP sehingga
dipastikan bahwa Kebijakan Sunset Policy bukan pengampunan pajak dengan

uraian selengkapnya sebagal berikut

Ketentuan pasal 37A bukan pengampunan pajak tetapi merupakan
pengampunan soenksi administrasi. Sebenarnya dalam UL KUP, DIP
telah mempunyai terminplogi tersendiri mengenai penghapusan sanksi
administrasi vang telah diatur dalam Pasal 36 avat {1) Ul KUP bahwa
DIP dapat mengurangkan/menghapuskan sanksi administrast bak atas
permobionan maupun secara jabatan dalam hal terjadi kekhilafen gtau
kasalahan, Memang terminologinya bukan pengampunan.’

Rari pihak Tim Perumus Undang-undang No 28 Tahun 2007, dalam hal mi
irektorst Jenderal Pajak memberikan pandangan bahwa Kebijakan Swnser Poficy

bukan pengampunan pajak mengingat sebagai berikot

Kebijakan Swmset  Policy bukan pengampunan  pajak.  Kalau
pengsmpunan pajak itu memang mengsmpuni pajak yang scharusnya
dibayar oleh Wajilb Pajak (sanksi administrasi buken pajak} dengan
mensyaratikan Wajib Pajgk membayar uang tebusan sebesar persentasi,
biasanya dar{ juniah harta yang dimiliki {untuk memudahkan harta pada
suate 1ok tanggal), bisa juga persentasi dar jumlah pajak yang tidak
dibayar. Pengampunan itu harus dengan undang-undang tersendiri
karena pengampunan pajek pada dasarnya melawan undang-undang
pajak penghasilan, dimana dalam Undang-undang pajak penghasilan
disebutkan babwa kalau ada penghasilan, maka harus bayar pajak, jika
tidak tidak dibayar, maka akan terkena sanksi. Pemberian pengampunan
pajak tidak dapat melalui SK Menteri Keuangan atau PP. Apa kuasa
peraturan pemerintah? Kan ada undang-undang pajak penghasitan.
Sedangkan kebijakan Sunser Policy adalah bukan pengampunan pajak
karena tidak ada satm gen pun pajak yang diampuni. Yang diatur oleh
UU KUP adalah bahwa jika terlambat membayar pajak maka akan
terkena sanksi administrasi (Pasal 8 ayat 2} Namun didalam Ul yang
sama yaity dalam Pasal 37A disebutkan tidak perlu bayar sanksinya.
Terasa perbedasnnys, dimana palaknya dibayar letapi sanksinya tidak
perlu dibayar. Jadi kebijakan Swnser Policy adalah fasilitas pengurangan
sanksi administrasi. '

0 Wawancara dengan Bddy Manghuprawirs, 844, Ketus Yayason Lembags Baatusn Hulamm
Pojak Indonesia, anggat 14 Mel 2008

" Wawancara deogan Des. Riza Noor Karim, MBA, Ak, Kepals Kanter Wilayah DIP Wajib
Pamk Beswr, insngant 29 Mei 2009,
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Terdapat pendapat yang berlawanan dengan beberapa pendapat diatas,
diantaranya menurut Robert Pakpahan'®’, yang memberikan penjelasan bahws
Kebijakan Swnset Policy termasuk dalam Tax Ammnesty dengan tingkat yang paling
rendah.  Kebijokan Sumset Policy hanya memberikan  penghopusan  atau
pengurangan sanksi administrasi sedangkan pokek utang pajaknya tetap harus
dilunasi. Pidana fiskal otomatis gugur jika wajib pajak melunasi pokok utang
pajak yang belum dilaporkan atau belum dibayarkan untuk tahun-tahun pajek
yang mendapat fasilitas Swser Policy. Pemberian fasilifas in] dibstasi sclama satu
tahun sejak Undang-undang int diberlakukan.'”

Hal senada juga diungkapkan oleh Gunadi'™, bahwa Pasal 37A Undang-
wndang No 28 Tahun 2007 memberikan pengampunan mini berupa peagurangan
atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keteriambatan pelunasan
pajak.”™

Lebil lanjut darl pihak aksdemisi, juga diperoleh penjelasan mengenal
csensi Kebljakan Swaser Policy dalam Pasal 37A Undang-undang No 28 Tabun
2007 yang menghapuskan bunga keterlambatan pembayaran pajak adalah hampir
sama dengen pengampunan pajak karena Swunse: Policy memberikan fasititas
pengurangan/penghapusan sanksi administrasi,””’

Adanva  suatu  ambiguitas antara DPR dengan Pemerintal  dalam
memberikan amnesiy atauw separvh ameesty terlihat pembahasan dalam Rapat
Kerja Komisi X1, DPR R tanggal 25 Februari 2000, vaitu pada saat Mentert
Keuangan memberikan perjelasan kepada DPR sehubungan Pasal 37A ayat | dan
ayat 2 Lindang-undang No 28 Tahun 2007 sebagai berikut :

Pelaksanaan kebijakan Swnses Po/icy antera bulan Januari sampad
dengan April merugakan suatu pergulatan yang cukop panjang diantara
kami szndiri sebagal pelaksana peraturan perundang-undangan itu di
lapangan. Keputusan inl dibuat dengan pertimbangan sangat matang
karena untuk Indonesia hart ini meskipun memang tidak salah kalau
dikatakan (bisa diinterpretasikan) adanya suatu ambiguitas bahwsa antars

i

. Pireksy Porencanaan din Polonst Pajnk pada Direktorat Jendera) Pajak.

P¥ijen Pajak akun Terbitkan Swnset Policy, Bisnis Indonesia, 25 Aguslus 2006.

" waki) Kepats PPATK.

Gunadi, Pengarepunan Pajak Setenpab hati, Media [ndonesia, 25 Juni 2008,

Wawnnearg dengan Gury Besar Hubum Kewangan Negara Universitas [ndonesia, Prof. Dy,
Arifin Soeria Atmadia, 8H, tanggal 9 Juni 2009,

193
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Dewan sendiri dengan Pemerintab dengan memberikan Pasal 37A ayat
{1} dan {2) sebetulnya Dewan dan Pemerintah sama-sama ambigu wakiu
itu, apakah sudah saatnva memberikan sualu ommesiy atau masik
memberikan separvh amaesty.

Keputusan politik yang diteriemahkan dalam Pasal 37A Ayat (1) dan (2}
oleh Dewan dan Pemcerintah adalah satu sisi melihat kemungkinan
potensi yang begitu sangat konkrit kalau kita memberikan swatu
amnesty, tetapi disisi lain mengenali bahwa mungkin kondisi-kondisi
yang dibutuhkan bagi amnesty itu belum ada. Sehingga muncutlah yang
Pasal 37A.

Pemerintah menggunakan seoptimal mungkin Pasal 37A ayat {1 dan {2}
ity sebagai  suate izio melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi
masth dalam rambu-rambu perundangan. Bahwa ity kemudian agsk di-
overstright atat menggunakan suaty interprestasi satk menciptakan
suatu Kelenangan karena pada dasarnya spit yang kamt bisa ambil dari
pembahasan KUP dengan Dewan adalah swdah saatnya indongsia
membangun era bary, era dimana membayar pajak itu adalah suatu
obligasi sebagai warga Nepara, Tapi era baru itu tidak akan datang
dengan sendivinya sama seperti suatu anugrab yang datang, pengalamarn
yang mungkin menimbulkan ada persepsi yang salab, {rauma yang
dalam, ketidakpercayaan yang tinggl, maka ité semuanya  harus
dihilangkan, persepsi yang salah kita coba untuk hilangkan, it dengan
kadang-kadang suatu freatment yang mungkin  bisa  disebut -
diintrepretasikan seperti menjurus kepada amnesty. *°

Terkait dengan rencana pengampunan pajak vang dimasukan dalam
beberapa pasal dalam UU KUP, Ketuya Panitia Khusus Pajak, Paskabh Suzcta

memberikan penjciasan scbhagal bevikut

Bapi Pemohon NPWP vang mau men-declare kekayaannya, harus
diberikan kemudahan, Karena itu saya setuju jax amnesiy tidak dalam
Undang-undang tersendiri tapi cukup dimasukan dalam beberapa pasal
di RUU KUPR. Tetapt memang inl harus dilakukan hati-hati sebab
pidenanva harus diampuni kalsu seseorang dengan kesadaran sendin
may deciare kekavaannya dan memohon NPWP. Mercka fetap harus
bayar, tapi cukup tiga stau Hima whun ke belakang, sisanya yang lampay
harus dihapuskan. Indonesia pernah melakukan fax omnesty dua kali
yailu pada tabun 1964 dan 1984 fatapi tidak efektif karena menggunakan
penpres dan keppres. Untuk ity kita akan masuiccan dalam UU Pajak.'”?

" Dokumen Kronologis Pembabussan RULU Penclipas Porpi Mengenai  Swiser  Policy.
Sekretariul Komisi XTDER RLL

Paskah Suzetts, “Kitz [ogun Taril Palmk Disa Kompethif”, Bisols Indonesis tanggat 12
I3esembor 2085,

[

Universitas indonesia

Analisis Pengampunan..., Devi Sonya Adrince, FH Ul, 2009



81

Berdasarkan Pendapat Akhir Fraksi PKS DPR RI vang disanipaikan pada

Rapat Pavipuma wanggal 3 Maret 2009, diketahui bahwa Frakst PKS memberikan

calatan atas ambiguitas kebijakan pemerintah sebagai berikut ;

Pemerintah menggunakan istilah Kebijakan Sunser Policy, namun
dalam praktekoya pemerintah sesungguhnya menerapkan kebijakan Tax
Amnesty  sehinpgga Ifraksi kami memandang bahwa pemerintah
scharusnya lebih tepat secara khusus mengajukan RUU Tax Amnesiy.
Karena fraksi kami memandang bahwa RUU Tax Amnesty adalah bagian
yang tidak terpisabkan  darl  kebliakan reformasi perpajakan i
sendiri,

Dalam Pandangan Akhir Praksi Kebangkitan Bangsa DPR dalam Rapat

Paripurng DPR RI tanggal 3 Maret 2009, dipercleh keterangan bahwa perumusan

Teax Anmesty vang merupakan versi mini dari program pengampunan pajek yang

diminta dari kalangan pengusaha meski belum mampu memuaskon semua pihiak

tetapi kebijakan yang lebih dikenal dengan Kebijakan Sunser Policy tersebut telah

menimbutkan kelegaan bagi banyak pihak.™

Perdebaian mengenai esensi Kebilakan Swnser Poficy dalam Pasal 37A

Undang-undang No 28 Tahun 2007 sebagai pengampunan pajak atau bukan,

menjadl hal menarik. Dari berbagai pendapat di atas dapatr ditarik kesimpulan

terdapat perbedaan paradigma sebapai berikut:

Kebljokan Swnser Policy dalam Pasal 374 Undang-undang No 28 Tahun 2007
bukan Pengampunan Pajak.

Pengampunan  pajak pada hakekatnya memberikan kesempatan untuk
membavar kewajiban pajak yang sebelumnya tidak dilaksanakan tanpa
mendapatkan pengenaan sanksi administrasi maupun pidana, dalam hal ind
pajaknya memang tidak dibayar, namun diganti dengan vang cbusan yang
besarnya dapat ditentukan sedangkan  Kebijakan Sunser Folicy adalsh
kebijakan atas pengurangan/penghapusan sanksi adminstrasi berupa buoga

ketertambatan pembayaran pajak.

11§

Dobumen Kronologis Pombohasan RUU Penslapan Perpu Mongunat Sumser  Polioy,
Sekrotwriz Komist XIDPR R

W thid
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- Kehijakan Sunses Policy dalam Pasal 37A Undang-undang Ne 28 Tahun 2007
adalal pengampunan pajak.
Kebijaken Sunset Policy sdalah pengampunsn pajak dalam  tingkatan
pengampunan paisk roini karena Kebiiakan Sunmser Policy pada hakekatnys
memberikan kesempatan unfuk membayar kewajiban pajak yang sebelumnys
tidak ditaksanaken tanpa mendapatkan pengenaan sanksi administrasi bunga

ketertambatan pembayaran pajak.

Berdasarkan teord hukum scbagaimana dikutip oleh Erwin Silitonga dalam
tulisannya yang begudul Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Palak dan
Referendum, dijelaskan terdapat empat jenis Tax dmnesty, yainr

» pertama, fax Amnesty yang tetap mewajibkan pembayaran pokok
paiak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi
pidana perpajakan;

« kedua, Tax Amnesry vang mewajibkan pembayaran pokok pajak
masa talu yang ferutang berikui bunganya, namun mengampuni
sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya;

» ketiga, adalah Tac Amrmesty yang tetap mewajibkan pembayaran
pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi
denda dan sanksi pidana pajaknya;

»  keempat, Tax Amnesty vang mengampuni pokok pajak di masa laly,
termasuk sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi pidananya.

Craig M. Boise mencrangkan kerakteristik pengampunan paiak  dalam
artikelnya yang beriudul Brocoking Open Offshore Piggybanks:Deferral and the
wiitity of Anmesiy sehagai berikut

a rax amaesty typivally offers o reprieve from some penaliy or sanction
axsncicied with tax evasion in order lo encourage persons who have
evaded faxes (o come forward voluntarily and pay what they owe. Most
fax ammestics are expected fo generate significant revenue, ave offered
Jor onty u ?iérzziied period of time, aud prport 10 be one-tine
oceurrences.”

i’w Erwin Silitnnga, foc.olr,
B Oralg M. Boise, Breaking Open Offshore Plgeyhanks:Defercat and the uiility of Ammesty,
{George Mason Law Review, 20073,
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Suatu pengampunan pajak pada hakekatnya menawarkan peagampunan alas
sanksi dan pinalti sehubungan dengan penggelapan pajak dalam rangka membujuk
masyarakat yang menggelapkan pajak untuk secara sukarelz membayar hutang
micreka. Pada urumnys pengampunan pajak ditawarkan hanya pada jangka waktu
tertertu dan sekali saia,

Sika ditelaah lebih javh, Kebiiakan Sunser Policy yang tertuang dalam Pasal
37A Undang-undang No 28 Tahun 2007 merupakan kebijakan sesaat yang hanya
berleke saty tshun dengan memberikan penghapusan  pomberian  sanks
administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran. Dengan demikian
bavdasarkan teori diatas, kebijakan pengurangan/penghapusan sankst adminisirasi
berupa bunga atas keferlambatan pembayaran pajak dalam Pasal 37A Undang-
undang No 2§ Tahun 2007 termasuk dalam kategori jenis pengampunan pajak
yang mewajibkan pembayaran pajak pakok pajak yang lama namun mengampuni
sanksi bunga keterlambatan pembayaran pajak.

Filosofi pemberian Kebijakan Swunset Policy ini adalsh memberikan
pemaafan atas kesalahan masa lalu dan diberi kesempatan untuk memulai kembali
melaksanakan kewajiban perpajakan ke depan seiring dengan semangat reformasi
paiak terkait deagan amandemen UU KUP yang mulai berlaky pada mnggal |
Januari 2008, Dengan demilkian Kebijakan Sumser Policy schagaimana yang
tertuang dalam Pasal 37A Undang-undang No 28 Tahun 2007 merupakan
pengampunan pajak dalam Onpkatan yeng tetap mewajibkan pembayaran pajak

dan mengampuni sanksi administrasi,

C. Penggunann Istilah Swnzer Policy bagi Kebijakan Penpurangan/Penghapusan
Sankst Administrasi dalern Pasal 37A Undang-undang No 28 Tahun 2007

Menjelang  berakhirnya tabun 2008, Direktorat Jenderal Pajak  gencar
mensostalisasikan dan mengkampanyekan kebijakan khusus di bidang perpajakan
yaitu  kebifakan pengurangan atau  penghapusan sanksi  adminisirasi  yang

diberlakukan datam jangka waktu terbatas vaitu hanva pada tahun 2008 saja
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schagannana tertuang dalam Pasal 37A Undang-undang Mo 28 Tahun 2007 yvang
kemudian diben nama ~Siniser Policy’

lika dicermati lebih dalam, kata-kata swnset policy tidak ada dalam
ketentuan Pasal 37A Undang-undang No 28 Tahun 2007. Hal ini kemudian
mentmbulkan pertanyaan mengapa muncul kata-kata Sunset! Palicy?

Mengenai penggunaan istiah Swrset Policy ini, peneliti menanyakan kepada
pihak legisialif sebagai Tim perumus Kebijakan Pasal 37A Undaug-undang No 28
Tahun 2007 dan mendapatkan keterangan scbagai berikut

istilah swmser poficy merupakan usulan dani pihak perperinish dalam hal
ini Departemen Keusngan (Direktorat Jenderal Pajak). Kata-kata siower
poficy tidak ada dalam Pasal 374 UU KUP. Memang pemeriantah hanya
menyarikan dari apa yang ada dalam Pasal 374 i

Dari pihak pemerintah diperoleh keterangan bahwa penggunaan istilah
sunsel policy adalah univk keperluan sosialisasi Kebijakan Pasal 37A Undang-
undang No 28 Tahun 2007 kepada masyarakat. Pertimbangan pemearintah dalam
memitili suatu istitah untuk menggambarkan kebijakae pengurangan/penghapusan
sanksi administasi yang tertugng dalam Pasal 37A Undang-undang No 28 Tahun
2007 adalah istilsh yeng mudah dilngal masyarakat dan tentunya tidek
menyimpang dart konsep hukum. Adepun petikan wawancans dengan pihak

pemerintah selengkapnys dapat diuraikan sebagai berikut :

Apa ity supser policy? Pada hal dalam pasal ilu tidak ada. Para ahli
hukum  mengatakan bashwa ada mazhab dalam hukum  mengenai
kebijakan sunset yang artinya menutup masa lalu. ibaratnya swaser kan
matahari mau terbenam schingga besok pagi bangun sudak dengan era
yang baru. Berdasarkan mazhab hukom ini DJP kemudian mencari nama
kebijakan ini vang tidak terlain ketuar dari mazhab yang dikenal dalam
hukum, Mazhab dalam hukum petok meautup kesalahan masa lale
dikenal dengan sunsef policy.

Kenapa kok keingprisan? Ini ken sesuafu hal yang harus dikenal
masyarakat. Misainya Sckarang, hari int maksudnya, bagi masyarakat
sunset itu sudah sama dengan NPWP, Jika ditanyakan kepada

¥ Wawaneara dengan Dr. fr. Dirajal Hard Wibowo, MEc, Anppota DPI2 RI 20042008, Komiss
Xi, tanggal 6 Mei 2009,
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reasyarakat sudab punya NPWP atau belum, tidak perlu dijelaskan apa
v NPWP, Sunset o sekarang sudah seperti itu. Kemarin ikut sioses
nggak? Tidak lagl akan ditanya wowsef Hu apa sth? Untuk memikirkan
seperti Hu dicari istilah yang mudah diingat tapi mengena baik secara
hukum, maksudnya orang hukum juga paham,

Kenapa fidak menggunakan bahasa Indonesia? Jika diterjemabkan
secars harafiah balwa podicy adalah kebijakan, sedangkan swrset adalah
matshari terbenam, mass akan menjadi kebijakan matahari terbenam?
Memang kata-kata sunsef policy tidak ada di undang-undang  justru
kalau ada maka akan salah. Kata-kata Sunset itu diperlukan untuk
memperkenalkan kebijakan Pasal 37A UU KUP>®

Berdasarkan beberapa literator hukum diperoleh keterangan mengenai
terminologt sunsef policy diantaranya sebagaimana yang dikemukan cleb Sarah
Armstrong dalam artikel yang berjudul Does Bill C-36 Need a Sunset Clouse,
yang mengatip definisi Swaser berdasarkan Black's Law Dictionary scbugal
berikut ;

a "sunser ke as foltows:

"4 statute  under which o govermmenial  agency or progrow

itomatically termingtes ui the end of a fixed period uniess it is formally
204

renewed

Sehabungan  dengan  Blosofl terminologl  smwses, Sersh  Armstrong

memberikan penjelasan sebagai berikut

Swnser pravision is g timing mechonism used by both federal and siate
fegistatures o keep kaws from becoming frozen on the statute books. It
provides for the antomatic expivation of a law after a fixed amount of
e prdess the leglslature wakes an gifirmative act of reanthorization,
The idea ix thal the sunsel provision places the burden of proving the
need for the statute's reenactment on those seeking its extension.?

U Wawancara dengan Drs, Riza Noor Karim, MBA, Ak, Kepala Kantor Wilayah DIP Waujib
ug Pajak Besar, tanggal 29 Mei 2009,
% Sarab Armstrong , dalar arlicle Doey Bifl C-36 Need @ Sunset Clarse, University of Torenle
Faculy of Law Revigw Winter, 2002,
208y
Thid
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Berdasarkan uraian dimaksud dapat dipahami terminologi sunset digunakan
oleh pihak pembuat undang-undang untuk mengaplikasikan suatu aturan bukum
yang berlaku banva dalam jangka waktu tertentu. Sumser akan memberikan
pemberhentian otomatis atas suatu atwan hukum setelab jangka wakiu tertentn
tersebul berakhir kecuali ada perubzhan vang dilakukan pihak pembuat undang-
undang mengenai jangka waktu dimaksud. Konsep Smasesr ini menempatkan
beban pembuktian kepada mereka yang memeriukan perpanjangan wakin atas
nemberfakuan aluran tersebut

Saralh Armstrong menjelaskan bahwa terminologi ‘swmsetting o fow’
diperkenalkan pertama kall oleh Thomas Jefferson, walsupun is tidak
nenggunakan terminologl tersebut, tetapi ia mengekspresikan ide bahwa setiap
aturan hukun gkan secara alamiah berakhir setelah jangka waktu tertentu,”™

Lebil lanjut mengenal terminologi swses diartikulasikan pertama koli oleh
Theodore J. Lowi vang dijelaskan oleh Melissa J. Mitchell dalam arikelnya yang
berjudul “Lleaning Ouf The Closet:Using Sunset Provisions To Clean Up
Chatered Criminad Codes™, schagal berikut

The modern concept of sunset provisions was first articuluted by
political theorist Theodore J. Lowi in 1969, He praposed setling a linie
fimit ar every fow that creoted a federal agency. He advanced this idea
af legiriative sumseiting as a way of fueling legislative oversight and any
necessary reorgasization of federal agencies. In 1976, Colorade was the
nadion's first state e pass a sunsef law. By the early 19805, following
Colorade's exemple, thirty-four other states had also passed sunsef
lenws,

Crrvently, sunset proviions are found in many faws and starates passed
hy Congress and state legislatures™’

Penggunaan terminologi sunser dalam hukum pajak kemudian diterangkan
tulisan Manoj Viswanathan dalam tulisannya yang berjudul “Sunset Provisions in
The Tax Code: A Critical Evaluation and Prescriptions For The Future”, sebagai
berikut ;

W6 g

= thid,

T Melissa 1. Mitchet, Cleaning O The Closet: Using Swrmsel Provisions To Clean Up
Chuttered Criminat Codes, (Emory Law Jearnal, 2003},
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Sunset provisions, seldom used priov to 2000, have become increasingly
Jreqrent addendums 1o modern tax legislation. A "sunsetting” tox ke is
in effect for a specified periad of time, nost commondy ten years or less,
afier which time the faw simply expires. The mujority of the tax culs
engeted i 2001, 2002, and 2003 wil] expire before 2011 Proponunts of
sunsel clauses claim thar thelr temporary nature forces fegislatres to
periodically consider the efficacy of their legislarion, lemtding o
inereqsed governmental ¢fficiency. Opponents argue that sunsers are
werely a ruse used by ihe majority party to minimize the estimated costs
of tax-rveducing legistation.

Finally, any sunset provision must not create an excessive amount of
complexity in the 1ax code. Drastic changes in how taxpavers assess
theiv liabilities creale economic inefficiencies. Since sunser clauses
involve modification of the laws after a set period of time, there iy an
inereased chance of creating confusion for the public az to the
applicable lmv. Consequertly, lcows with sunser provisions should be as
simple ax possible. This is especially important wher enacting o short-
term provision, since there might only be ore or fweo years for taxpeyers
1o fearn how fo deal with the ne provisions.”

Seiring dengan makin marakaya penggunean terminclogl sumser poficy ini
dalam hukum pajak diberbagai belahan dunia sebagaimana diutarakan Mangi
Viswanathan dalam tulisannya, Indonesia pun tkut mengadopsinya dalam hukuin
pajak yang terfuang dalam amandemen keempat UU KUP yang baru mulai
beriaku di awal tahun 2008,

Mengapa kata-kata sunset policy tidak ada dalam Pasal 374 Undang-
undang Mo 28 Tahys 20077 Hal ini tentunya disesuaikan dengan ketentuan dalam
Umdang-undang Nomor [0 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, di dalam Lampiran Bab III Tentang Ragam Bahasa
Peraturan Perundang-undangan pada huruf A mengenai Bashasa Persturan

Perundang-undang disebutkan sebagai berikut |

Bahasa Peraturan Perundang-undang pada dasarnya tunduk kepada
kaidab 1ata Bahasa Indonesia, baik yang menyvangkut pembentukan kata,
penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya, namun
demikian bahwa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak

208 - Lo - .
Mano] Viswsnalimn, Swmser Provisions i Tw Tox Code: A Critical Evaluation amd
Prescriptions For The Funere, (New York University Law Review, 2007).
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tersendirt yang  bercirikan  keiornihan atau  kelelasan  pengertian,
kelugasan, kebakumn, keserasian dan ketaatan asas sesual dengan
kebutuhan hukum.

istilah swnset policy bory diporgunakan pemeriniah dalam Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor @ SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, yang
menyebutkan bahwa fasilitas penghapusan sanksi  adminisirasi  sebagai
pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentvan Umestn dan Tata Cara
Perpajakan yang selanjutnya discbut dengan fasilitas sunsef policy.

Menurut keterangan Riza Noor Karim, peagpunaan istilah sunset policy
dalam  surat edaran i Gdak  menyalahi ketentuan penggunaan  bahasa
schagaimana diatur dalam Undang-undang No 10 Tahun 2004 karena surat edaran
adalah amran pelaksaana intern vang ditujukan bag) petugas pajak dalam
melaksanakan tugasnya, dan juga surat e¢daran bukan termasuk atuwran hukum
sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 10 Tahun 2004 %

Berdasarkan ketemtuan terschut distas, maka kata-kate Swasel FPoficy
memang tidak dicantumkan dalam Pasal 37A Undang-undang Mo 28 Tabun 2007,
Adapun penggunaan istilah Swnser Poficy bagi ketentuan Pasal 374 Undang-
undang No 28 Tzhua 2007 oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagal upaya
sosialisasi untuk memperkenaikan kebijakan dimaksud kepada masyarakat.
Sebagai enfpuf dani kebijakan pemerintah maka Kebijakan Swunser Policy harus
disosialisasikan secara meluas di kalangan Wajib Pajak agar keberhasilan dart
tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut dapat dicapai. Tujuan akhir Kebipkan
Sunset Policy adatab jumlah Waiib Pajak bertambah, pembetulan SPT Tahunan
PPh semakin meningkat, kKepatubun dan peperimaan pajak jugs meningkat,

Terminologi Swmser Policy dipliih karena Dirckiorat Jenderal Pajak
memperiimbangkan mencari kata-kata vang mudah diingat oleh masyarakat dan
tidak menyimpang jauh dadd konsep hukumnaya. Tbarat mamhar terbenam, sunses
tentulal sangat indah dipandang mata, sangatleh sejuk dirasa, namun hanya
sckejop melintas sampal akhirya menghilang berganti petang, Begitupun dengan
Kebijakan Sunset Palicy, berlaku hanya sekejap untuk tahun 2008 dan akan

3 Nwrawanearn dengen Drs, Riza Noor Karim, MBA, Ak, Kepale Kantor Wilaysh DIF Walib
Pajak Besar, tanggal 29 Mei 2089
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berakhir sampai tanggal 31 Desember 2008 walaupun kemudian diperpanjang
sampai dengan tanggal 28 Februari 2009. Oleh karenanya Pemerintab
mengharapkan Wajib Pajak dapat segera memanfaatkan fasilitas perpajekan
berupa pengurangan/penghapusan sankst adminstrasi yang tertuang dalam Pasal

37A Undang-undang No 28 Takun 2007 ini sebelum berakhir masa berlakunya,

£). Latar Belakang Pemilihan Kebijakan Sunset Policy Sebagai Saleh Satu Bentuk
Fasilitas Pajak bagi Waiib Pajak

Menarut Darmin Nasution, Pemerintah sengaja memilth kebijakan sunsct
policy daripada fax amnasty sebagaimana diminte Kadin dalam pembahasan
Undang-undang EUP. Di beberapa negara lam sebenamya kebijaken Swnses
Policy dan Tax Amwesty hampir sama, atau kebijakan Sunses Policy merupakan
Tax Amnesty mini. Hasil studi di beberapa negara menunjukkan bahwa pemberian
Tax Ammesty justru dapat mengekibatkan penurunan tingkal kepatuhan Wajih
Pajak yang nolabene adalah penurupan penerimaan pajak pada periode setelah
diberikannys Tax Amaesty. Maks Kebijakan Sunser Policy dipilib untuk membuka
lembaran bary sebagail bangsa yang beradab dan pemaaf Dengan demikian
diharapkan Wajib Palak menjadi lebib benar dalam melaporkan dan membayar
pajak sehingga tercipta keadilan dalam pemungutan pajak.”™®

Walaupun agak berbeda dengan Tux Ammesty, namun kebijaken Swunset
Poticy berpotenst memberikan nilal manfaat bagi Wajib Pajak, diantaranya adalah
{1} tidak dikenakan sanksi administrasi, (2) tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali
SPT lebib bayar afan ferdapat data/kererangan lain, (3) apabila sedang dilakukan
pemeriksaan teiapi belum dissmpaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaon
{SPHP) maka pemeriksaan tersebut dapat dihentikan, (4) data/informasi tambahan
dalam rangka pelaksanman Kebijakan Sumsetr Policy tidak digunaken uniuk

penetapan pajak lainnya. '’

ae Mcn»ermau f’emmus&n Masaiah Kebijakan Sunset Policy, <hitp:/Awww.ontax.ere/ ontax/?mad
x = sa-ketauhanshim=6>, 31 Juli 2008.
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Latar belakang diadakannys Kebijakan Sumser Policy. menurut Dirgkiur
Tenderal Pajak antara Jain didorong oleh sejumlah fakior, yaitn®* .
I. Sisten self assessment.
2. Perlu adanya keterbukaan,
= Pasal 35A: Avat (1) Instansi/lembaga/asosiasi/piliak latn batk
swasta  maupun  pemgrintah wapib | menvampaikan dats
perpajakan ke Durcktorat Jenderal Pajak.
=  Ayat (23 Bila data Direkriorat lJendersl Pajak  kurang
mencukupi, Direkiomt Jonderal Pajak dapat secara akbif imencard
data tanps adanys batasan harus sedang ditakukan pemeriksaan,

Dengan adanya Pasal 33A masyarakat yang belum memenuhi

L

kewajiban perpajakan mudah diketahai dan dapat dikenakan sanksi
yang memberatkarn,

4, Unwk menghindarkan pengenaan sanksi atas kewajiban perpajakan
masa lkalu dan untuk memuial keterbukaan pelaksanaan perpaiskan

di masa mendatang diberikan kesempatan Kebijakan Swwer Policy.

Mencermati latar belakang pemberian Kebijakan Swwet Poliey inl, Guru
Besar Hukum Keuangan Negara Universifas Indonesia, Anfin Soeria Atmadia,
mengatakan bahwa Kcebijakan Swumser Pelicy adalah kebijakan pajak vang
diterapkan Direkiorat Jenderal Pajak dengan mengandalkan self' assesment
{penilatan sendirt), rawan disalahgunakan oleh para Wajib Pajak kakap dan
diragukan juga keefektifannya dalam menjaring wajib pajek kakap karena
kesadaran hukum Wajib Pajak dan aparat pajak di [ndonesia masih rendab”™

Bedasarkan Pendapat Akbir Fraksi PAN DPR RI atas Rancangan Undang-
undang Tentang Perpu No 3 Tahun 2608 Tentang Perubahan Keempat UU KUP
diperoleh keterangan mengenai landasan filgsofis perumusan Pasal 37A UU RUP

adalah sebagai berikut ¢

21

113 Bahan Sosiatisasi Sumset Policy, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

“Sunset Policy” Rawsn Disalshgunakan Wuajib Pajak, <btp/hartanails som/2008/46/%
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Pada saat penyusunan UL KUP, landasan filosofis dasi dimasukkannya
Pasal 374 adalsh agar Negara mengutamakan terlebih dabulu upaya-
upaya persuasif dalam mendorong kepatuhan dan ketaatan seluroh wajib
pajak. Hal ini berbekal kesadaran bahwa budaya pajak masib belum
cukup kuat mengakar di masyarakat, sementara di sisi lain, pajak
merupakan kewajiban konstitustonal yang harus dipenuhi oleh siapa saja
yang tergolong sebagai Wajib Pajak.

Dengan adanya upaya persuasif ini diharapkan kepatohan dan ketaaman
masyarakat  dalam hal perpajakan meningkat, baik roulal dard
pendaftaran sebagal waiib pajak, hingga pengisian SPT dan pembayaran
kewaliban perpajakaennya. Agar supaya persuasif ini berglan lebib
efekf, U KUP memberikan berbagai bentuk insentif schagaimana
dismanatkan Pasal 374 tersebut !

Dari hasil wawancara dengan pihak legislatif mengenai latar belakang
penerapan  Kebijakan Swnger Policy diperoleh informasi bahwa pada saat
membahas RUL KUP, Kebijakan Sunset Policy ini tidak pernah dibahas,
Wacananya pun tidsk pemah muncul, yang ada hanya Tax Amwesty. Hal ini dapat

dilihat dari kutipan wawancara sebagai berikut :

Indonesia banyak dirugikan oleh keberadaan Singapura karens banyak
penghasilan Indonesia dipindahkan dan ditahan di Singapura yang
berkisar sekitar 100 milyar dolar, Praktis mereka tidak bayar pajak di
[ndonesia yaitu dengan tarif pajak 30 % ataa sekitar 30 milyar, belom
PPN-nya. Jadi kita sangat dirugikan dengan dilarikannys vang ke
Singapura, melodenya sda beberapa, salzh satunya biss  melalui
kejahatan perbankan dan fransfer pricing yawu perusahaan eksportis
menjual barang ke Singspurs vang merupakan perusabaan sendin
dengan hargs sangat murah. Olomatis keuntungan vang dicatat &
indonesia sangat keoil. Misal harga pasar 100, dijuc] dari Indongsia ke
Singapura 20, Sehingga vang 80 ada di Singapura.

Uang-uang ini tidak bisa ditarik ke Indonesta karena orang tidak yakin
tidak akan diuber-uber, Tapi jika ada rax amnety apalagi tav rate bisa
diturunkan, uvang-uang ini akan kemball ke Indonesiz. Berdasarkan
pengalaman di Rusia, menueunkan tarif pajak pada level tertentu dan fax
amnesty bisa meningkatkan penerimsan negara, [tu pengalaman eropiris,

3 Dekumen Kronologls Pombahussn RUU Penetapsn Perpu Mesgenal Swmser Poficy,
Sckretariat Komist X1 DPR RL
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Tax amnesty belum dapat diberikan mengingat perlu dibentuk undang-
undang tersendirl. Untuk  mengadopsi  keinginan  Kadin  yang
mengharapkan agar pemerintah bisa memberikan amnesti {erbadap
tunggakan pembayaran pajak dimasa [falu, sebagal salah saw cara
menarik investasi, maka dalam amandemen undang-undang pajak saat
ini diaplikasikan bal tersebut dalam Pasal 37A.

Yang saya sayangkan, mengapa pada saat membahas ULl KUP,
kebijakarn sunsef policy ini tidak pernabh dibahas. Wacananya pun tidak
pernah muncul, Seandainya wacana sunset policy ada pada saat
mermbahas U KUP, maka masyarakat juga lebih enak menjsiankannya,

Saya rass pemgrintah tidak mempersiapkan horizon waktu yang cukup
panjang di dalam perencanaan perpajzkannya. Kalau horizon wakiunys
panjang, maka kebijakan swaser poficy akan diberlakukan sampai akhir
tahun 2009 dan ini tentunya akan diatur dalam UU KUP 2007
Kemudian kami memikirkan apakah fasilitas ini juga dapat dimasukan
sebagai rax cnnesty.

Setabu saya, pada tabun 2005 pemerintah akan memberikan  zeax
amnesty. MNamun masalahnya memang cukup berat dan  banyak
pertimbangan sehinpga oy ampesfy tidak dapat dibertkan. Karces
pemerintak: tidak bisa memberikan pengampunan paiak, maka
pemerintak memberiskukan kebijakan sunser policy denpan memberikan
kemudahan-kemudaban pada orang vang ingin mendaflarkan dind
sebagai wajib pajak.*'”

Jawaban yang dilontarkan oleh pihak pemerintah mengenal latar belakang
perumusan Kebijakan Sunset Policy dalam Pasal 37A Undang-undang No 28
Tahun 2007 adalah sehubungan dengan Reformasi Birokrasi dalam Departemen
Kruangan khususnya dalam tubuh Direktorat Jenderal Pajak yang dikhususkan
pada Reformasi Peraturan  dan Kebijakan Perpajekan dengan  kutipan

selengkapnya dari hasil wawancara sebagai berikut:

Kenapa perlu kebijakan Sunset policy? Kita perlu Sunser Falicy karena
seirama denpen reformasi birokrast (terdini dari reformast administrasi,
strukiur organisasi seria peraturan dan kebijakan perpajakan) khususnya
reformasi peraturan dan kebijakan perpajakan. Dengan diamandemen
dengan tiga undang-undang, diharapkan dengan UL baru, kendala
selama i (grey areq, kepastan hukum) dalam pelaksanasn undang-

A Wawancara deagan Dr. e, Dirajat Harl Wibowo, M.Ec., Anggola DPR Rl 2004-2009, Kamisi
X1 1anpgal 6 Mei 2009,
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undang dapat terselesaikan. Ini dari sisi peraturan dan kebijakan
perpajakan  memasuki era vang baru. Bagaimana dengan pelakunya
maksudnya wajib pajak? Wajib Pajak juga diberi kesempatan mulai dari
nol dan siap menerima pelaksanaan amandemen secara bersama-sama,
Jadi masa lalu wajib pajak ditutup karena masa lalu sama-sama salah
baik wajib pajak maupun aturan perpajakan. Sama-sama terbuka untuk
memulai era baru dari titik nol, titik srarf yang sama. Su?z}*a hisa
sampai pada titik yang sama maka diberikanlah Sunser Poficy ™

Lebil lanjut ditambahkan informesi mengenai latee belakang permberian
Kebijakan Sunset Policy oleh pemerintah ol dijelaskan oleh pihak pemerintah

dalam hal ini Direktirat Jenderal Pajak sebagal berikut ©

Sampai dengan tshun 2007, Direkiorat Jenderal Pajak belum mampu
mengoii kebenaean SPT yang disampaikan Wajib Pajak. Kasena self
assesspient system diterapkan dalam Retentuan UL Perpajakan mulal
tahun 19€3, peralatan vang mendukung proses iml belum lengkap.
Penguiian SPT dilakukan dengan membandingkan SPT WP dengan SPT
orang lain. Setiap kall ada WP yang data untuk membuat suatu formulir
ataupun isian-isian lain, maka hal jtupun akan dijadikan sebagai sumber
data oleh petupas pajak.

Mulai tabun 2008 ini, 2P sudah memiliki perangkat yang lebih jelas
dan lengkap dalam rangka menguji kebenaran SPT. Berdasarkan Pasal
35A LU KUP, P berwenang menghimpun data/informasi untuk
kepentingan penerimaan Negara. [nsiansi/lembaga/asosiasi/pihak lain
bahwa swasta maupun pemerintah. Wajib Pajak menyampaikan data
perpajakan ke DJP. Kemudian, bila data DI kurang mencukupi, DIP
dapat secara aktif mencari data tanpa adanya batasan harus sedang
dilakukan pemeriksaan,

Ketentuan  Ini memungkinkan  DJP  mengetahui  ketidakbenaran
pemenuhan kewajiban perpajakan yang tetah dilaksanakan oleh Wajib
Pajak untek tshun-tabun sebelummnya, schingga Wajih Pajak dapat
dikenal sanksi perpajakan.

Limtuk menghindarkan pengenaasn sankst atas kewajiban perpajakan
masa laly dan untuk memulai keterbukaan pelaksanaan kewajiban
perpajakan ¢i masa mendatang, DIP memberikan kesempatan kepada
Wajih Pajak untuk membetolkan date yeog tidak benar di SPT Tahuaan

¢ wawnnears dongan Dres. Riza Noar Karim, MBA, Ak, Kepala Kantor Witayzh DIP Wajib
Bank Besar, mnggal 29 Ml 2000
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PPh 'I‘ali;un Pajak 2007 dan sebelumnya melalui kebijakan Sunser
Poliey.t

Berdasarkan pendapat-pendapat narg sumber fersebut di atas, terlthat jelas
halrwa alasss yang melatari pemilihan kebiiskan sunser poficy 0leh pemerintah
adalah pemberian kesempatan untuk memulal kembali pelaksanaan kewajiban
perpajakan secara suka rela puna meningkatkan kepatuhan pajak yang pada
akhirnya diharapkan akan berdampak pada peningkatan jumlah pensrimaan pajak
sebagai dana pembiayaan negara, Hal ini diberikan dalam jangka waktu yang
tarbatas yaitu saty tahun.

Kebijakan Swaser Palicy merupakan basil Kompromi aniara kepentingso
Direktorat Jenderal Pajak untuk momperiuas base dare Wajib Paiok dalam rangka
mengamankan {arget pencrimaan Negars yang menjadi tugas Direkiprat Jenderal
Pajak di satu sisi dengan kepentingan dari wajib pajak yang menginginkan rax
amnesfy dan kesetaraan antara wajlb pajak dan aparat pajsk, karena diharapkan
dapal ditmulainys  bubungan wang bsec dengan adanva kemauan wajib pajak
membetalkan SPT Tahunan vang menjadi kewajiban pajaknya.

Setelah pemberiakuan Kebliskan Swwer Policy, dibarapkan Direkiorat
lenderal Pajak dapat masvk ke dalam fungsi yang seharusnya, yaitu fungsi
pembinaan, pelayanan dan pengawasan. Fungsi pembinaan ini yang berisi
kegiatan penyuluhan/sosialisasi dan konsultasi ini sangat penting dilakukan.
Tanpa kegiatan pembinaan, praktek pemungutan pajak di lapsegan dapat keluar
dari koridor ketentuan vang seharasnya. Funpst pelayanan dilakukan dengan cara
stenyediskan administrast perpajsken yang handel sehinggs kegiatan pelayanan
dapat lehih berkonsentrast pada ponyediann administras: perpaiakan yang member
kemudahan dalam pelaksanzan hok dan kewajiban perpajakan. Setelah itu,
Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan pengawasan, antara lin melalut
kegiatan pengumpulaa data, himbauan, teguran, penclitian, pemcriksaan dan

penyidikan.

' Wawancars dengan Dies. Kismantoro Petrus, M.B.A., Kepala Pusal Pengolahan Dala dan
Dekumen Perpaiakan, Dircklorat Jenderal Pajak, tanggal 16 Mei 2009,
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E. Aspek  keadilan  dalam  Kebijakan Pengurangan/Penghapusan  Sanksi
Administrasi Dalam Pasal 37A Undang-undang No 28 Tahun 2007,

Isu morad hazavd, yang membuat pengampunan pajak kurang populer adalah
dampak negatif vang ditimbulkan akibat kelonggaran paiak yang dinikmati para
pengemplang pajek, sementars pembayar paiak yang jujur tidak mendapat
penghargaan atas kejwjurannya. Hal int sangal melukal rasa keadilan dalam
pemungutan paiak, dan dapat merubah perilaku wajib pajak yang semuls jujur
menjadi tidak jujue™®

Aspek keadilan dalam keteptuan Pasal Undang-undang No 28 Tahun 2007
periu dicormatl mengingat suatu aturan hukum vang diterapkan tenstunya harus
memberikan periakuan yang sama bagi semuz orang,

Keunditan dalom jaman Yunani Kuno, menuruf Aristoteles adalah suatu
kebijakan polink yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan
aturan-aturan mi merupakan ukuran tentang apa yang hak. Dalam hal inl orang
harus mengendalikan diri tidak memperoleh keuntungan bagi diri sendirt denan
cara merebut 2pa yang merupakan kepunyaan orang lain, atau menolak apa yang
seharusnya cdiberikan kepada orang lain, 2

Dafam abad ke-19, Hang Kelsen mengembangkan Teeri Hukum Murmni,
dimana keadilan menurutnya adalah suatu tatenan masyarakat yang mengatur
hubungan timbal balik antar manusia yang mungkin diwgjudkan, tetapt tidak
haros selalu terwujud. Keadifan adaleb sebuah norma manusie bila tngkab
lakunya seswsat dengan norma-norma sebush tantangan  masyarakat vang
dipandang adil, vaitu bils tstanan masyarakat vang mengatur tingkah laky
anggota-angeotanya dapat memuaskan semua orang, ™

Menurut Hang Kelsen, upava untuk memuaskan keadilan setiap orang jelag

sulif disvuiudkan karena o penekanan keadilan dapat difokuskan kepada

M Erwin Sitionga, foccir
N John Rawls, A Theory of Justice, edisi revisi, (Cambrige: Belknap Press, 2005), hm. 10
** Hans Kelsen, Teori Hukwm Murni, (Jakarta : Nuansa Cendekia Foundazion, 20033, hlm. 25,
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pendapat mayoritas. Keadilan yang diraszkan oleh mayoritas penduduk dapat
dipandang scbagal keadilan yang mewakili masyarakat secara umurn. ™!

Dalam hukum pajak konsep mengenai keadilan diperkenakan oleh Adam
Smith dalam teorl The Four Maxims', vang menjelaskan equality atau kesamaan
mengandung arti, bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada daklam
keadaan yang sama harus dikenakan pajak vang sama. Eguality atau kesamaan
dalam sistem perpajaken lazimnya disebut non-discrimivgtion, ariinya setaip
orang yang berada dalarm keadaan yang sama zkan diperlzkukan sama dan
dikenakan pajak yang sama hesar. Egrity atau keadilan mengatakan bahwa pajak
ity harus adil dan merata, Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sehanding
dengan kemampuannya ustok membayar pajak fersebul dan juga sesuai dengan
manfaal yang diterimanya dari Negara.***

Ketentunn Pasal 37A Undang-undang No 28 Tahun 2007 memberikan
pengurangan/penghapusan sanksi administrast berupa bunga atas keterlambatan
pembayaran pajak kepada Waiib Pajek yang melakukan pembetnlan SPT Tahunan
untuk tahun pajak sebelum tahun 2007 dan kepada bagi Wajib Pajak Orang
Pribadi vang vweadaliarkan diri secara sukarela untulc mendapatkan NPWP.

Darl  sisi Wajib  Pajak, fasilitas  pengurangan/penghapusan  sanksi
administragi ini menciptakan ketidakadilan mengingat kepada Wajib Pajak yany
selama il telab patuh melakukan kewajiban perpajakan tidak mendapatkan
fasilitas penghapusan sanksi administrasi, sedangkan bagi Wajib Pajak yang tidak
melaporkan pespajakannya dengan benar diberikan fasilitas dimaksud. Adapun
unsur-unsur ketidakadilan dalam Ketentuan Pasal 374 Undang-undang No 28
Tahun 2007 tersebut antara lain schagai berikut @

1. Ketika Wajib Pafak terdaftar pada administrasi perpajakan yang ditandai
dengan  kepemilikan NPWP, hak den kewajiban perpajakan akan
melekat. Hai ini membawa konsckuesi bahwa terhadap Wajib Pajek
tersebut  akan  mendapatkan  foogsi  pembinaan, pelayanan  dan

pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam menjalankan fungsiv

2 Muadiudi Husan, Kontrak Minyek dab Oos Buni berazas keaditan dan Kepesien Hukom,
v, Loakafal Panerlit Fikahoti Anseha, 20095, him. 145,
T Buemutre, 2004, sp ok, him. 13, Lihat jugs Rosdisna dan Taripan, op oit. him 121
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fungsi ini, terhadap Wajib Pajak tersebut berpotensi dilakukan Undaken
pemeriksagn mavpun penyidikan, Hal ini tidak akan terjadi pada Wajib
Pajak yang tidak mendaftarkan diri pada administrasi perpajakan
sehinggo mereka idak terkena fungsi pembinaan, pelayanan maupun
pEnGAWaRSI.

Terhadap Waiib Pajak yang telah terdaftar, atas pembetnian SPT yang
teigh dilakukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai Pasal
8 ayat (2) UU KUP. Hal ini tidak dislami oleh Wajib Pajak vang tidak
mendalftarkan diri,

Terhadap Wajib Pajak yang telah terdafiar berpotensi dilakukan tindakan
penagihan dengan iahapan pemberian surat teporan, surat paksa,
tindakan penyltaan, lelang dan paksa hadan {(gize/ing). Hal ini tidak akan
terjadi pada Waib Pajak vang tidzk mendaftarkan diri.

Menanggapi permasalahan pada aspek keadilan dalam Pasal 37A Undang-

undang No 28 Tahun 2007, pihak legisiatif menjelaskan secara garis hesar bahwa
memang terdapar perbedaan pelakuan artara waiib pajak vang selama i patuh

dalam pelaksanaan kewaiiban perpaiakan dan waiib pajak vang meagempiang

paiaknya dengan kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

Stomset Polfcy il diskiriminatif, Gdak adil bagi Waiib Pajak vang selama
ini tefah patul melakukan kewaiiban perpajakan, tapi ketidakadilan ini
adaiah ketidakadiian vang bisa ditolerir dengan tuluan untuk membawa
iebih banyek orang ke suatu sistem pajak. Seperti saya terhadap anak
kadang kan nggak adil tapi tujuannya untuk edukasi™

Pihak skademisi juga mengkrifisi pemenuhan aspek keadilan pada Pasal

37A Undang-undang Mo 28 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa telzh terdapat

vnsur kefidakadilan, namun perle diambil dengan pertimbangan kemaslahatan

banyak orang dengan uraian selengkapnya sebagal berikur :

¥ Wawancara dengan Dr, (r, Deajat [{ari Wibows, M.Ec,, Anggata DPR Ri 2004-2009, Korisi

XL langgal & Muei 2009,
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Dalam mencermati agpek keadilan ini periu kita lihat dahulv apa alasan
pemberian kebijokan Swunsesr Policy. Dalam hal ini, suatn kebijakan
diambil dengan pertimbangan @ pertama, kebijakan ini merupakan hal
vang mendesak; kedua, untuk meningkatkan penerimaan dan ketiga,
kebutuhan tentang hal lain. Kebijakan ini diajukan oleh Negara dalam
rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas wajib Pajak, Kebijakan
Sunset Policy tidak adil, namun ketidakadilan ini dapat diabaikan karena
kita harus melihat kepada suatu hal vang lebih besar. Sesval dengan
Pasal 1365 KUHMPer babwa tiap perbuatan melanggar hukom yaog
menimbultkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat vang
bersalah untuk mengganti kerugian {(oprechimarize duady. Dengan
demikiae: seharusnya terhadap orang melakukan kesalahan wajib
memikul sankstiya. Namun delam hal ini keadilan dikesampingkan
untuk kepentingan yang lebih besar vaitu kemaslshatan banysk orang.
Perlu dipahami juga bahwa adil bagi vang satu belum tentu adi] bag
vang lain®

Pihak Direkiorar Jenderal Pajak memberikan penjelasan atas  aspek
ketidakadilan dalam Pasal 374 Undang.undang No 28 Tahun 2007 dari sisi
muatan yang terkandung dalam Pasal 37A Undang-undang No 28 Tahun 2007
buhwa terhadap waiib pajak yang taat diberikan pengurangan/penghapusan sanksi,
sedangkan bagi Wajilb Pajak yang tidak tast mendapatkan fasilitas penghapusan
sanksi. Hal ini diuraikan lebth lanjut sebagai berikut :

Pada saat awal (amangt presiden) Pasal 37A tidak pakal ayal, Bunyinye
persis ayat {1) sckarang. Wakiu pembahasan di DPR, anggota DPR
bertanya bagatnang dengan orang yang tidak punva NPWP mon
menyampaikan SPT, mau diapain itu? Makanya muncul ayat {2) di
DPR,

I3 ayat (1), Wajib Pajak vang felah terdaftar menvampaikan SPT
pembetulan, sanksinya dapat dikurangkan atau dihapuskan, dan diatur
lebih lanjut dengan PMK. Di ayat (2), Wajib Pajak Orang Pribadi yang
menyampaikan SPT, sanksinya dihapuskan dan tidak diatur dalam PMXK.
Hal ini menyalahi lega drafting, scharusnya kedua-duanya diatur dalam
PMK yang diatur datam ayat (3.

Ini tidak adil, orang vang taat menyampaikar SPT pembetuian,
sanksinya hisa dikurangkan {(bisa merjadi lebih kecil} atau dibapuskan,
sedangkan bagi orang vang tidok taat baru mendaflarkan diri dan
wmenyampaikan SPT, sanksinya dihapuskan.

** Wawancara dengas Guro Besar Hukum Keuangan Negara Universitas Indonesia, Prof, Dr.
Arifin Seeria Atmadia, 8, tanggal 9 Junl 2000
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Hal ini kemudian diantisipasi dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan
Pemerintah No 80 Tahun 2008 yang mengatur Wajib Pajak yang
menyampaikan  SPT  pembetulan diberikan penghapusan  sanksi
administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan
pembayaran pajak.”’

Dalam Rapat Kerja Komisi XI, DPR RI fanggal 23 Februari 2009, Menteri
Keuangan memberikan penjelasan kepada DPR sehubungan dengan aspek
keadilan terkait dalam muatan materi Pasat 37A ayat | dan ayat 2 Undang-undang
No 28 Tahun2007 sebagai berikut .

Yang merupakan catatan yang mungkin periu diluruskan dalam artian
interprelast terhadap pelaksanzan Pasal 37A ayat {1} dan (2} baik iw
dafam bentuk Peraturan Menteri Kevangan maupun Surat Edaran Dirjen
Pajak mungkin ini perlu dibahas. Karema menurat pemerintah,
penpgunaart atauy meneriemahkan Pasal 37A ayat {I) dan {2} dengan
menyebut Rata “dapat diberikan™ dan kemudian pemerintah dalam hal
int reelaksanakaneya dalam bentuk PMK dengan memutuskas uniuk
memberikan, ite tidak bertentangan satu sama lain. Kata “dapat” adalah
suaty  kusiifikesi kate vang bisa memberikan dickeesi kepads
Peaerintah, dan pada saat Pemerintah menganggap bahwa pelaksanaan
kebilakan Swnset Policy ini aken memberikan suatu kepastian yang
dibufuhkan bagi suksesnya kebijakan Sunset Poficy #u sendini yaitu
dalam bentuk munculnve kepercayaan dan juga ketenangan dari para
calon Waib Pajak yang scharusnys mercka merupakan para Wajib
Pajak, make dia wmemberikan suatuy esensi bahwa manfaal dan
interprestasi “dupat” dengan betul-betul memberikan dibandingkan
mudarat yaitu meng&nuiir kerpungkinan diberi atau tidak diberi itu lebih
besar manfaatnyva ™

Rangkuman pendapal-pendapal mengenai aspek keadilan dalam ketentuan
Pasal 374 Undeng.undang No 28 Tehun2807 adaiah keteniuan Pasal 37A
Undang-undang No 28 Tahun2007 tidak memberikan aspek keadilan bapi Waiib
Paiak yang seleama i telah patuh melaksanakan kewajiban perpaiakannya

walaopin dengan pertimbangan Ketidakadilan tersebut dikesampingkan untuk

** Wawanesta dengan Drs. Riza Noor Karim, MBA, Ak, Kepala Kaoter Wilaysh DIP Wajib
Palak Besar, (anggal 20 Mel 2009,

2 fiokonmen Kronologiz Pembabassn RUL Penslapan Porpu Moengenai Swnsed Policy,
Sekretprial Komisi Xt DPR RL
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alasan pemenuhan penerimaan Negars vang berdampak pada kenaslahatan

banyak orang.
F. Implementasi Kebijakan Sunser Policy

Pada awal pelaksangannys, Kebijakan Sunset Policy tidak serta merta
diterima oleh masyarakat bahkan ada yang mencurigai bahwa kebijakan tersebut
merupakan jebakan schingga hanya sedikit masyarakat yang merespon kebijakan
tersebut. Bahkan aturan pelaksanaan Kebijakan Swaser Poficy baru dikeluarkan
pemerintah beberapa bulan sctelah berlakunya Undang-undang No 28 Tahun2007.
Dalam lHngkungan Direktorat Jenderal Pajek sendin diperiukan wakiu untuk
menyamakan pemahaman dan tujusn mengenai Kebijakan Swnses Policy tersebut.
Setelal penyatuan pemahoman internal Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah
mulai melakukan program kampanye dan sostalisasi kepada masyarakat tentang
manfaat Kebijakan Sunser Policy*

Kegiatan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat memberikan hasi
berupa respon vang luar biasa darl masyarakat untuk memantfastkan Kebijakan
Sunset Policy yang baru mulal meningkat tajam pada bulan November 2008 yang
hanya dus bulan sebelum batas waktu akhir dari Kebijakan Swnses Poficy, Dalam
wakiu vang tersisa sangat singkat, tanggapan masyarakat jusiru semakin antusias
dan meningkat tajam, sedangkan penyiapan berbagai dokumen yang berkailan
dengan pembetutan SPT dari para WP memakan wakiu praka muncu! berbagai
aspirasi dan permintasan agar mass berlaku kebijakan srowef policy dapat
diperpaniang,

Atas desakan masyarakaf, Pemerintal merasa perfu memberi kesempatan
lebib panjang agar orang yang niat baik membuat NPWP tapt tidak dapat teriayani
schingga kemudian Pemerintah  memutuskan untuk  memperpanjang  waktu
Kebijakan Sunset Policy hingga akhir 28 Februari 2009 melahii penerbitan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 3 Tahun 2008, Jika

Bt
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diperpanjang seperti ini, diharapkan akan memperkuat basis perpajakan nasional
dengan bertambahnya jumlah pemegang NPWP.®

HMasil dari pemanfhatan Kebijekan Sunser Policy dan hnlah penerimaon
pajak pada periode Januari 5.d. Desember 2008 dan Januari 5.d. Maret 2009 dapat
disajikan swhagai berikut :

Tabel 2
Taia Walib Pajak yang memanfaatkan Kebijakan Sunsel Policy
Periode | Janvari 2608 - 31 Desember 2608

{hrmias jursloh WP | Jumiah SPT Nilai SPT
WP Bsnn SPT Baodun by 5221 13.956 147.068.283.078
W2 lamn $PT Bodan Permbelalan 21848 61,961 4.202.629.041.7717
WP Lo SPT OGP T 42.093 113.887 473.610.565. 717
WIF L 8T OF Peasbetulin 24.502 365,320 735.489.138 666
Grand Tutnl 64664 559,194 5.556.127.020 268

Sumber © Dicektoral Informasi Perpujukan, Direkioral Jenderst Pajak

Tabel 3
Datse Waiib Pajuk yang memanfantkan Perparjangan Kebijakon Svunsel Policy
Perinde | lanuars 2609 - 31 Marct 2009

{Fravioar Furalal: W Jamdak SPF Jusniah Milst
SPT Tubwinan Badan 25932 35,754 50,102 76 159
SPT Paburan OGP IDGREZ 310,709 FU? 045 778 315
Surnlah 215854 346.463 (IR IR IL T L

Sansher : Dirckaorst iforemasi Porpnjghn, Direkiornt Jendargt Pajpk

Sehubungan denzan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang No § Tahun 2008 terscbut, maka perlu dikaji kembali apakah penerbiton
peraturan pemorintal penggant undang-undang  dimaksud sudah sesual dengan
aluran hukum yang ada di Negara Indonesia. Pasal 22 UUD 1943 mengaiur

mengenai Peraturan Pemorintah Pengganti Undang-undang sebagai berikut

Pasal 22

{1} Dalam hal ihwal kegentingan vang memaksa, Presiden berhak
mengtapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

{2} Peraturan  pemerintal itu harus  mendapat  persetujuan Dewan
Perwakiian Rakvat dalam persidangan yang berikut.

¥ perparjangan  Sunsex Policy Hingga Akhir Maret 2009, <hup:fenww.detikfinanss,
panjang &8
eonread 20081 2730020203 87 I 36/4/perpanjangan-sunset-policy-hinoga-akhir-marel-
2009 1 Meid 2009,
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(3} lika tidak mendapat persetuiuan, maka peraturan pemerintah ftu
harus dicabut.

Penjelasan Pasal 22

Pasal ini mengenatl noopdverordeningsrecht Presiden. Aturan sehagal in
memang perlu diadakan agar supaya keselamalan negara dapst dijamin
oleh pemerintah dalam keadasn vyang geating, yang memaksa
pemeriniah untuk  bertindak lckas dan tepat. MesKipun demikian,
pemeriniah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan
Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalamy pasal ini, yang
kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula eleh
Dewan Perwakilan Rakyat,

Lebih lanjut, aturan eengenal penerbiian peératuran pemerintab pengganti
undang-undang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 9 Undang-undang No 10
Tahwn 2004 menyebutkan bahwa materi mualan Peraturan Pemerintah Pengpanti
lindang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang,

Lalu apa yang menjadi materi muatan Undang-Undang? Kembali kepads
Pasal 8 dalam undang-undang yang sama disebutkan babwa maleri muatan yang
hatus diatur dengan Undang-Usndang berisi hal-hal vang mengatur lebih lanjul
keteninan Undang-Undang Diasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 vang
meliputis (1) hak-hak asasi manusia; {2} hak dan kewsjiban worga negary; (3)
pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
{4} wilayah nepara dan pembagian daerah; (5} kewarganegaraan dan
kependudukan; (6} keuangan negara; dan diperintahkan oleh suatu Undang-
Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.

Adapun tata cara peneiapen Peraturan Pemerintah Penpgpanti Undang-
undang menjadi Undang-undang diatur dalam Pasal 25 Undang.-undang No 10
Tahun 2004 yang menyebutkan:

{1} Peraturan Pemarintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke
Dewan Perwakilan Rakyar datam persidangan yang berikut;

(2} Pengajuan  Peratwran  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalemn  bentuk
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pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang,

(3) Dalam hal Peraturan Pemeriatah Pengganti Undang-Undang ditolak
Dewan Perwakilan Rakyat, maka Peraturan Pemerintzh Pengganti
Undang-Undang (ersebut lidak berlaku,

{1 Dalam hai Peraturan Pemerintah Pengganti Usdang-Undang ditolak
Dewan Perwakilan Rakyat, maka Presiden mengajukan rancanpan
undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang fersebul yang dapat mengatur pula segala akibat dari

penolakan terschut

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat
utans penetapan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang oleh
Presiden yaitu adanya suatu keadaan “kegenlingan vang memaksa”. Qleh karena
itu yang menjadi pertanvaan apakah keadaan yang terjadi pada akhir Desember
2008, khususaya di dalam perpajakan (kondisi membludaknya permintaan
pendaftaran NPWP yang terjadi di akhir tahun 2008), dapat dikategorikan sebagat
keadaan yang menggambarkan supatu fersn “kegentingan vang memaksa?”
Sehingga layaklah suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang
mentuat perpanjangan jangka wakiu pemberiakuan Kebijakan Sumset Policy
dikeluarkasn oleh Presiden,

Artinya untuk mengeloarkan sebuah perpy, unsur perfama dan viama yang
harus dipenubi jalab ussur kegentingsn yang memaksa. Sehingga sesuai dengan
Pasal § ayat (2} UUD 1943, itka biasanya presiden mengeluarkan peraturan
pemeriniah untuk menjalankan sndang-undang sebagaimana mestinya, maka
dalamn  kondisi kegentingan yanp memaksa,  peraturan  pemeriniah  dapat
difungsikan schbagel undang-undang atau menggantikan (subsitusi) fungsi
undang-undang.”® $ecara umum, kondisi kegentingan yang memaksa, dimaknai
sebagal sustu keadaan darurat {emergency), alay umum dikenal dengan kondigi

emiergency legishaiion, Namun demikian, kondisi kegentingan yang memaksa

¥ Soenine, Hukww Tatanegara:Tekuik Pernndang-undangan, (Yogyakarta: Liberly, 1998),
kim. 21,
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berbeda dengse erminologi dan keadaan bahava. Keadaan bahays banyalah salah
satu faktor saja bagt timbulnya sualu kegentingan yang memaksa. Selain ancaman
vang dapat menimbulkan keadzan hahaya, tuntutan dari internal negara yang 1k
dapat diciakan dapet pula ditaldirkan scbagal suatu keadsan genting yang
memaksa. Mengenal siapa yang berhak menentukan suatu kegentingan yang
memaksa adalah merupakan penilian yang subyekdif dari presiden, sesuai dengan
romtutan mendesak dari dalam pemerintahannya untuk bertindak secara cepat dan
tepat. Sedangkan penilaian obyektif akan diberikan DPR ketika Perpu telah
dizinkan dengan undang-undang kepada DPR, untuk kemudian ditolak atau

39 Menurut Vernon Bogdanaor, et. all, kondist

ditatapkan menjadi undang-undang,.
kegentingan yang memaksa atau keadaan darurat dapat dibedakan menjadi stare of
war atau state of deferce; state of tension; dan innere wot siond, Lebih jaub
menurut Vernon, presides sebagal pemepang kepala pemeriniaban tertingpl dapat
metakukan peniaian secara subyekiif atas suatu kondisi yang sifalnys fnnere nof
stand  {darurat internal). Sehingga presiden diberikan wewenang  untuk
mengeluarkan kebiiakan uniuk mengatesi keadasan tersehut. Dengan cataian
schatas uniuk kepentingen imtornsl pemerintehan vang memeriukan payung
hukum (basis legitimasi vuridis formmal) setingkat undang-undang, sementara
proses pembentukan undang-undang fersebut tidak mungkin dilakukan dalam
waktu cepat. Jadi pengertian kepentingan yang memaksa dapat dimaknai dari segi
mendesaknya substansi dan memdesak dari segi waktunya. Bila kedua unsur
tersebut telah terpenuhi, maka tidak ada halangan bagi presiden untuk
mengeluarkan Perpu.”’

Dalam Rapat Kerja Komisi XI, BPR RI tanggal 29 Ianuari 2009, Menteri
Keuangan memberikan penjelasan kepada DPR sehubungan dengan latar
belakang diterbikannys Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang

diajukan untuk menjadi Undang-undang kepada Dewan sebagai berikot ©

2 Simly Ashiddiale, Perihad Undang-Usdang, (Jekarie; Konstitusi Press, 2006, blon81-83.
PP 1bid him.$4. Scbogaimana dikanip dari Vernon Bogdanor o, all, Comparing Constintution,
{New York:Clorendon Presgs, 1998)
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Menjelang berakhimya pemanfaatan fasilitas surser policy, masyarakat
mulai berbondong-bondong memanlaatkan fasilitas sunse? poficy dengan
melakukan pendafiaran untuk meminta NPWP, melakukan penystoran
pajakn ke bank atau kanor pos dan menyampaikan SPT-nya ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP}, Hal ini menyebabkan bank, kantor pos serla
KPP tidak sanggup melayani dengan baik. Akibainya banyak anggots
masvarakat vang sampal bates waktu yang ditentukan (31 Desember
2008} diperkirskan tidek skan mampu mendapat kesempatan untuk
memanfaatkan fasilitas swmse? poficy, Situasi ini dirasskan oleh
masyarakat sehagal bentuk ketidakadilan dari kesempatan  untuk
mendapaticn fasilitas Swaset Policy. Dalam rangka merespon situas
terscbut, pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah mengeluarkan
Berpu Mo 5 Tahun 2008 vang memperpanjang pelaksanaan fasilitas
sunset policy di mana WP diberikan kesempatan untuk melakukan
pembetulan SPT sampai dengan tanggal 28 Februari 2009, *

Gambaran kondisi di atas, dapat dilihat dalam fakta-fakta vang dapat
diuraikan sebagai berikut™? ;

Pertema, rata-rata pendaflaran NPWP baru selama bulan Janueri Bingge
Sepiember 2008 hanya sebesar 4.747 per hari dan sebesar 118.663 per hulan.
Namun, jumlsh pendaftar NPWP pada fanggal 31 Desember 2008 mengalami
peningkatan ssngat ajam, vaity lebil dari 3200 persen hingea mencapai 183,235,
Sementara itu seluruh bulan Desember 2008 jumish pendafiar NPWP telah
mencapai §.373.993, Hingga bulan Januart 2009 (sampai fanggal 28 Januari 2009)
Jjumiah masyarakat vang mendaftar untuk memperoleh NPWP juga masih sangat
tingel, yatu scbanyak 745,172, Sebagal akibat dart melonjaknys permintaan
NPWP dari masyarakat,

Kedua, data sampat dengan bulan Desember 2608, SPT Tahunan PPh dalam
rankga Kebijakan Sunser Policy yang diterima sebanyak 559.194 SPT dengan
nilai pajak kurang bayar sebesar Rp 5.559.127.029.298,00 dimana pencrimaan
SPT untk bulan Desember saja sehanyak 508.465 SPT. Kondisi tersebut
menunjukkan babwa jumlab WP yang memanfaatkan Kebijakan Swwer FPolicy
pada buian Desember 2008 mengalami lonjakan yang sangat  fantastiy
dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Dalam APBN-P 2008 target penerimasn

o Dokumen Kronologls Pembghesay RUU Pencispus Porpu Menpooal  Sunser Policy,
. Sekresariat Komisl X1 DPR BL
O thid
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P adaleh sebesar Rp. 534.53 irilyun sedangkan realisasinya sebesar Rp. 53741
trilyun sehingga terdapat surplus sebesar Rp. 36,57 wilvun, Dengan demikian
penerimaan pajak dari Kebijakan Sumser Policy sampai dengan bulan Desember
2008 telah memberikan kontribusi sebesar 15,2% terhadap surplus pengrimaan
tahun 2008 terscbut Selanjutnya untuk bulen Januari 2009 sampai dengan
tangeal 28 Januart 2009 SPT Tahunan PPh dalam rangka Swunser Policy sebanyak
136.759 SPT dengan nilal pajak kurang bayar sebesar Rp. 1.431.627.313.794,00.
Berdasarkan data fersebot dapat diketabul bahwa dalam bulan Januard 2009 pun
mingt WP untuk memanfaatkan perpanjangan kebijakan sunsetr pelicy juga masih
tinggl.

Ketiga, ratawrata per bulan jumiah panggilan call centre untuk periode Juli
sampal dengan November 2008 adalah 13.377 panggilan yang berisi pertanyaan
dan minat masyarakat untuk mengetahui kebijakan sunset policy. Dalaim bulan
Desember 2008 panggilan tersebut meningkat sangat tajam yaitu sebanyak
122.424, dengan jumlah yang tidak terjawab sebanyak 104.150 {85,07%). Hal ini
disgbabkan oleh jumlab pangpilan yang masuk jauh melebihi kapasitas vang
tersaedia,

Dengan adanya krisis keuwangan global yang melanda dunis yvang jupa
berpengaruh pada perekonomian Indonesia, pemerintah harus mempunyai basis
vang luas dan kuat di sektor pensrimaan negara untuk menjaga kestabilan
ckonomi dan cerminan dart kedaulatan kemandirian ekonomi. Sekior perpaieken
selama il merupakan penyangga utama dari pesepmaan negera schingsa
penguatan dan perluasan basis data perpaiakan merupakan suatu keharusan,

Dengan adanya porpaniangan Kebiizkan Swnser Policy pemerinish telah
merespon pormintaan masyarakat dan dibarapkan masyarakat dan WP yang
moemaniaatkan Kebijakan Sunses Poliey akan semakin banyak dan lebib terbuka
mengungkapkan data perpajakannya. Hal ini dapat dijadikan momentum untuk
merbangun basis data perpgjekan yang kuat guna menjamin penerimasn dari
sektor perpajakan yang stabil dan berkelanjutan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemerinlah memperpanjang masa
berlakunya Kebijakan Swmset Policy hingga tanggal 28 Februari 2009 melalu

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sesuai dengan Pasal 22 Undang-
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Undang Dasar 1943 dengan alasan kepentingan yang memaksa untuk memberikan

pavimg hukum atas pepanjangan masa berlakunya Kebijakan Sunsel Policy.™
Pilak akedemisi memberikan tanggapan atas kebijakan perpanjangan jangka

waktu Kebijakan Sunses Policy yang iermang dalam penerbitan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 3 Tahun 2008 sebagai berikut ;

Terkait dengan Perpu No 5 Tahun 2008, pemerintah dalam hal membeat
suatu kebfjakan tentunya perlu memperhatikan fedebih dahulu hal-hal
sehagai berikut - apa fujuannya, apekab sudah tercapai? Jika belum
tercapat, apakah perlu pengulangan kembali? Pengulungan kembali
dilakukan apabila syarat tidak tercapai? Apakah memperbesar jumiah
yang behim tercapai?

Sehubunpan dengan Perpu bara dapat diambil dengan pertimbangan,
pertama, keadaan darurat; kedoa, keberpihakan kepada masyarakat
wnim dan Ketiga tidak bisa berulang-ulang,

Menurut saya, hal ini sebenamya tidak perlu dilakukan sebagat suaty
yang permanen dengan membentek undang-undang. Dalses kaiten
dangan upava peningkatan penerimazs dan kepatwhan wailb pajak,
biarkan reformast birokrasi berialan dan akan terlihat hasilnya, Atas
hasil ini bary diputuskan mengambil tindskan selanjutnya ™

Menanggap! alasan  pemerintsh  memperpanjang  wakiu  berfakunya
Kebijakan Sunser Policy yang diajukan pada akhir tahun 2008, pikak legisiatif,

memberikan penjelasan sebagai berikut .

Dulu sewaktu penyelesatan perubahan UU PPh di tahun 2008, saya
pernah menyampaikan sebaiknya kebijakan suaves poficy diberlakukan
1.5 tahon sampal 2 tehun, Menunet saya, Waiib Pajak membutohkan
wakty yvang lama untuk menyelesaikan laporan-laporan perpajakannya.
Belum lagt waktu yang dibotuhkan untuk meyakini apabila masyarakat
melaporkan pajak, maka {idak akan menambah masalah dengan orang
pajak nantinya. Karena menyadari bahwa orang pajak tidak semuanya
malaikat. Selain i, butuh waktu yang cukup juga untuk merapikan
administrasi pajak. Kalau hanya beberapa bulan, saya rasa tidak akan
cukup. Oleh karena itu saya mengusulkan pemberlakukan kebijakan
sunset policy setidaknya |5 ahun sampai 2 tahun, Htu kalau berbicars
dari sisi substansinya. Kemudian yang menjadi perscalan adalah
bagaimana  landasan  hukumnya,  Scharusnya  pemerimtah sudah

B gy
ibid,

B wawancars denpan Guru Busar Hukum Egupngan Negory Universitas Indonesis, Prol. Dr
Arifia Soerin Avmadia, SH, 1angpal ¥ Juni 3009,
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mempersiapkan atay merencanakan langkah-langkah pemberian fasilitas
sunset policy. Namun sekarang agak sulit kalau ingin meneari cantolan
hukum sumse! pelicy karena UU KUP sudah disahkan dan diberiakukan
pada tahun 2008 lalu.

Menurut saya, tidak (epat menerbitkan perpu sebagai dasar hukemnya
karena dasar hukum perpu bukan undang-undang lagi, tetapi Pasal 22
ayat ({3 UUD [945 atau lebih tinggi dari undang-undang. Pasal 22 ayat
{1) mensyaratkan, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden
berhak menetapkan Perpu. Menurut saya, sekarang ini tidak ada
kegentingan yang memaksa di dalam perpajakan. Tidak ada unsur
kegentinpan dari penerimaaan pajak malah penerimaan pajak lebih
tinggi dari target. Sehingga tidak ada kekhawatiran uatuk penrerimasn
pajak tahun 2009, Kalaupun tahun 2009, pencrimaan paiak menjadi
turun karena krists. Sclusinya bukan melalui perpu tetapt meialui APBN
Perabahan (APBN-P}, Jadi U APBN Tahup 2009 yang diamandemen.
Setiap tahun memang ada perubahan anggaran di mana perubahan
tersebut  biasanya dilakukan dipertengahan tzhun. Selain melalui
perubshan APBN, solust lain yaitu dengan mengamandemen Pasal 37A
LA KUP. Dengan demikian landasan hukumnya menjadi tepat karena
Perpu  yang dikeluarkan pemerinigh tersebut fidak feqjustifikasi
berdasarkan UUD 1945,

Terbadap pendapat yang menyalabkan pemermtal datam hal ini Dirsktorat
Jenderal Pajak  karena terlambat mencrbitkan peraturan pelaksanaan Swnses
Poticy schingss sosialisasi kepada Waiib Pajakpun baro dilakukan secara efekaf
pada porlengahan tahun 2008 dengan akibat akhir permintaan perpenjangan
wakty, ditanggapi demikian oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak ¢

Kebijakan Sunser Policy mulal berlaku | Januari 2008. Mengapa
aturanmya terbit pada saat Kebijakan Swnses Policy sudah berjalan. Ini
meomang tidak mudah  bagi DIP membuat aturan kebijakan Swmuses
Palicy karena int merupakan Swurses merupakan hal baru dalam tatanan
pergndang-undangan  porpaiaken, Kita belum  pernsh  mempunyai
pengalaman kebijakan Sunser Poficy. Pengampunan pajak sudah pernah
dus kali. Untuk mengetur hal vang belum pernah dan sensitif karena
hendak menutup masa laln i tidak mudsh. Contohnya ada PMK yang
diteken tgl 31 Desember 2007 atau sebelumnya, langsung dicabut begitu
ditandatangani, (PMK 18 diganti PMK 66). Hal ini dilakukan karena
DIP ingin cepat-cepat membuat aturan kebijakan Swmser Policy namun

M Dirajat B, Wibowo, Perpry Sunser Policy Menyingt Wibmea U KUP, Indonesian Tax Review
Vodume FEQS 2172009, bim, 66-59,
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ternyata lidak pas. DJP membutubkan kehatian-hatian dengan waktu

yang lebih lama untuk membuat aturan pelaksanaan sunser policy >

Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Penggant
Undang-undang No 5 Tahun 2008, pada Rapat Paripurna tanggal 3 Maret 2009,
Fraksi-fraksi di Komisi XI DPR RI menpeluarkan pendapat Akhir terhadap
rancangan undang-undang tentang Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2008, Setelah mendengar pendapat akhir fraksi-fraksi atas
RUL Perpu No 5 Tahun 2008 pada Rapat Paripurna tanggal 3 Maret 2009, masih
terdapat perbedaan pendapat antar fraksi terhadap RUU tersebut. Dari sepuluh
fraksi di Komisi X1 DPR RI defapan fraksi, yaitu Fraksi Partai Golongan Karya
{F-PG), Fraksi Partai Demokmasi Indonesia Perjuangan  (F-PDIPY, Fraksi Partal
Demckrat (F-PD}, Frakst Partai Persaiuan Pembangunan {F-PPP}, Fraksi Partai
Kebangkusn Bangsa (F-PKB), Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (F-PRD),
Fraksi Partal Bintang Reformasi (F-PBR), dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (F-
PDS) menyetujui RUU dimaksud untuk disahkan menjadi U sedangkan dua
fraksi, yaitu Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dan Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (F-PKS) menyetujui RUL) Perpu dengan memberikan catatan,

Fraksi PAN menyetujui RUU teatang penctapan Perpu Momor 3 Tahun
2008 disahkan menjadi UU dengan persyaratan dilakukan perpaniangan waktu
dan penyempurnaan desain Kebijakan Sunses Palicy karena apabila tidak disahkan
akan terdapal kekosongan hukum vang cukup menimbulkan inasalab terhadap
Wajlb Pajak vang sudah mengikuti program tersebut. Dalam pendapatnya sifat
persetujuan terscbul adalah sebuah persetufuan dengan kondisionalitas, Frakst
PKS menerima Perpe Nomor § Tahun 2008 dengan catatan bahwa pemerintah
seharusnya lebih tepat secara khusus mengapukan RUU Tax Asowsry karena RUU
Tax Amresty adalah bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan perpajakan.™®

Lisngan telah disetujuinya Perpy Nomaor 5 Tahun 2008 olch semua froksi di
Komisi X1 DPR RI, pada tanggal § Maret 2009, DPR RI mengeluarkan surat
nomor LG.O2.02/1522/DPR RI/IN/2009 hal Persetujuan DPR RI terhadap RUU

AT Wawancara dengan Dres, Riza Noor Kurim, MBA, Ak, Kepala Kantor Wilayah DIP Waiib
Pajak Besar, langgal 29 Mei 2009,

Dokumen Kronologis Pembabasan BUU Penslapan Perpn Meugenst Swawr  Polcy,
Sekratarist Komist XIDPR RL

E3 Y
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tentang Penetapan Perpu Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas
UU Nomor 6 Tahun 2983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang, yang berisikan bahwa RUU tersebut telah mendapatkan
persetujuan dalam Rapat Paripurna ke-22 DPR RI masa persidangan III tahun
sidang 2008-2009 pada tanggal 3 Maret 2009 untuk disahkan menjadi Undang-
Undang.

Berdasarkan hasil persetujuan dalam rapat Paripurna pada tanggal 3 Maret
2009, DPR bersama Presiden memutuskan mensahkan Undang-undang No 16
Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
No 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No 6 Tahun
1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-
undang pada tanggal 23 Maret 2009.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagai pihak yang
berkepentingan mengambil langkah bagi kepentingan internal pemerintahan yang
memerlukan payung hukum (basis legitimasi yuridis formal) setingkat undang-
undang, sementara proses pembentukan undang-undang tersebut tidak mungkin
dilakukan dalam wakfu cepat, maka Presiden dengan melakukan penilaian
subyektif atas kondisi sistem perpajakan bulan Desember 2008 terkait
implementasi Kebijakan Sumser Policy sebagai ’ihwal kegentingan memaksa’

sehingga mengajukan pelaksanaan Perpu No 5 Tahun 2008.

Langkah pemerintah dalam penerbitan perpu tersebut adalah tidak tepat
karena mencederai aturan hukum pembentukan perpu sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 22 UUD 1945 yang mensyaratkan adanya ihkwal kegentingan yang
memaksa. Kondisi sistem pepajakan diakhir Desember 2008 tidak dapat
dikategorikan sebagai ikhwal Kkegenlingan yang memaksa. Menumpuknya
pendaftaran Wajib Pajak di bulan Desember adalah salah satunya adalah akibat
keterlambatan sosialisasi Kebijakan Sunset Policy dari pihak Direktorat Jenderal
Pajak yang baru efektif dijalankan pada pertengahan tahun 2008 (sciring terbitnya
aturan pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy), padahal UU KUP telah disahkan
satu tahun sebelumnya (17 Juli 2007). Penyebab lain adalah adanya budaya

masyarakat itu sendiri yang hendak melaksanakan kewajiban atau memanfaatkan
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fasilitas perpajakan di sanb-gpgl terakhir, sebagaimana terlihat dalam anfrign
panjang yang se¢lalu terjadi setiap bulan pada tanggal 20 sebagai batas waktu
terakhir pelaporan SPT Masa, maupun pada tanggal 31 Maret sebapai batas akhir
pelaporan SPT Tahunan., Lebih lanjut, dalam hal alasan perpanjangan kebijakan
sunset policy adalah untuk menunjang perluasan basis data perpajakan puga tidak
tepat karena kegiatan peningkatan juralah Wajib Pajak sudah merupakan tugas
Direktorat Jenderal Pajak selama ini yang dilakukan melalui upava ekstensifikast
paiak untuk menjaring wajib pajsk-wajib pajak baru. Oleh karermnys thwal
kegentingan yang memaksa di dalam sistem perpajakaen di akhir tahun 2008
tidak ada mengingat tidak ada unsur kegentingan dari penerimaaan pajok, bahkan
pencrimaan pajak 2008 lebih tinggi dart target penerimaannya.. Dengan demikian
landasan hukumnya meniadi tidak tepat karepa Perpu yang dikelvarkan
pemerintah tersebut tidak terjustifikasi berdasarkan ULUD 1945.
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BABYV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang terdapat dalam

penelitian ini, peneliti menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1.

Konsep pengampunan dalam ranah hukum pidana dan hukum pajak adalah
dua hal yang berbeda. Pengampunan dalam hukum pidana adalah hak kepala
negara untuk meniadakan hukuman seorang terpidana. Kepala Negara perlu
memperhatikan ketepatan hakim dalam membuat suatu putusan apakah
sudah sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat didalam masyarakat atau
belum. Pengampunan ini dapat memperbaiki sesuatu yang menurut sifatnya
tidak akan dapat dilakukan melalui suatu peradilan. Sedangkan
pengampunan pajak dalam hukum pajak adalah salah satu bentuk keputusan
pemaafan kesalahan masa lalu dengan tidak mengenakan sanksi kepada
masyarakat.  Pengampunan pajak akan diikuti dengan pembayaran uang
tebusan sebapai pengganti kewajiban pembayaran pajak masa lalu dan hanya
berlaku selama jangka waktu tertentu. Langkah ini diambil pemerintah untuk
meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Namun terminologi
pengampunan yang diadopsi oleh hukum pajak dalam menerapkan
pengampunan pajak adalah tidak tepat karema sesuai dengan hakekat
pengampunan, yang diakui dalam dunia hukum, bermakna welas asih dari
seorang kepala negara kepada warganya untuk hak memberikan
penghapusan ataupun keringanan hukuman. Pengampunan diberikan setelah
selesainya penuntutan dan telah dijatuhi hukuman oleh hakim yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada hukum pajak, pengampunan pajak
diberikan  oleh  pemerintah  sebelum ada  penetapan  atas
kesalahan/pelanggaran Wajib Pajak dari otoritas perpajakan berupa
penerbitan surat ketetapan pajak. Hal ini melawan konsep pengampunan

yang telah berlaku dalam ranah hukum pada umumnya.
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Bahwa dengan adanya Reformasi Pajak sejak tabun 1984 dimana Wajib
Pajak diberikan kepercayaan penub untuk menghitung, membavar dan
melaporkan sendirt besarnya pajak terhutang {seff assessmeni} maka
diperfukan kejujuran dan kepatuhan Wajib Pajak. Berangkal dari hal
tersebut, maka kepatuhan iu harus dilandasi dengan ungkapan yang benar
dari Wajib Pajak, Dalam rangka pengungkapan kebenaran data, tentunya
diperiukan suatu tindakan pemerintah untuk memberikan pengampunan atas
sankst administeasi bagi Wajib Pajak  yang ingin  mengungkapkan
perhitungan pajak dengan benar, Pada satu sisi, hal ini mendorong Wajib
Pajak untuk mengungkapkan datanya, dan disisi flain, pemerintab
memberikan apresiasi keringanan sankst administrasi kepada Wajib Pajak
vanp mengungkapkan datanya dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
Apresiasi  pemerintah  fersebut  dituangkan  dalam  Kebijaken
Penpurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Pasal 37A Undang-
undang No 28 Tahun 2007 yvang merupakan salah saty bentuk pengampunan
paiak dengan mewajibkan pembayaran pokok pajak tanps pengenaan sanksi
administrasi afas bunga keterlambatan pembayaran pajak kurang bayor.
Ketenituan Pasal 37A Usndang-undang No 28 Tahun 2007, lazim dikenal
Kebijokan Swnser Policy sesunggubnya tidak memberikan aspek keadilan
vang mensyaratkan #danya perlakusn yang sama bagi setiap orang.
Terhadap Wajib Pajak yang selama ini telah patuh melaksanakan kewaiibun
perpajakannya, tidak mendapatkan fasilitas pengampunan pajak, sedangkan
bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar, vang sesunggubnya selema ind telah
memenuhi persyaratan subyektif maupun obyektif untuk mendaflarkan disi
sebagai wajlb pajek, namun tidak melaksakanakannya, menikmati fasilims
pengampunan pajak,

Dalam mengimplementasikan  Kebijakan  Swmset Poficy, Pemerintah
mengeluarkan Perpu Mo 5 Tahun 2008 yang memperpanjang pelaksanpan
Jjangka waktu Kebijakan Sunset Policy. Langkah pemerintah tersebut adalah
tidak tepat karena mencederal aturan  hukum  pembemtukan  perpu
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 UUD 1943 yang mensyaratkan

adanya ihkwal kegentingan vyang memaksa. Kondisi sistem pepajekan
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diakhir Desember 2008 tidak dapat dikategorikan sebagai ikhwal
kegentingan yang memaksa. Menumpuknya pendaftaran Wajib Pajak di
bulan Desember adalah salah satunya adalah akibat keterlambatan
sosialisasi Kebijakan Sunset Policy dari pihak Direktorat Jenderal Pajak
yang baru efektif dijalankan pada pertengahan tahun 2008 (seiring terbitnya
aturan pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy), padahal UU KUP telah
disahkan satu tahun sebelumnya (17 Juli 2007). Penyebab lain adalah
adanya budaya masyarakat itu sendiri yang hendak melaksanakan kewajiban
atau memanfaatkan fasilitas perpajakan di saat-saat terakhir, sebagaimana
terlihat dalam antrian panjang yang selalu terjadi setiap bulan pada tanggal
20 sebagai batas waktu terakhir pelaporan SPT Masa, maupun pada tanggal
31 Maret sebagai batas akhir pelaporan SPT Tahunan. Lebih lanjut, dalam
hal alasan perpanjangan kebijakan sunset policy adalah untuk menunjang
perluasan basis data perpajakan juga tidak tepat karena kegiatan peningkatan
jumlah Wajib Pajak sudah merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak
selama ini yang dilakukan melalui upaya ekstensifikasi pajak untuk
menjaring wajib pajak-wajib pajak baru. Oleh karenanya ihwal kegentingan
yang memaksa di dalam sistem perpajakaan di akhir tahun 2008 tidak ada
mengingat tidak ada unsur kegentingan terutama pada angka penerimaaan
pajak, bahkan penerimaan pajak 2008 lebih tinggi dari target
penerimaannya. Dengan demikian landasan hukumnya menjadi tidak tepat
karcna Perpu yang dikeluarkan pemerintah tersebut tidak terjustifikasi
berdasarkan UUD 1945.

B. SARAN

Selanjutnya dari apa yang peneliti kemukakan di atas, disampaikan beberapa
usulan yang berkaitan dengan Pengampunan Pajak sebagai berikut :

1. Sesuai dengan asas hukum mengenai hirarki peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang No 10

Tahun 2004 dan teori Hans Kelsen (stuffer boww theory) yang dianut oleh
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hampir seluruh praktisi hukum di berbagai belahan dunia scharusnya
bahwa setiap kebijaken pajak termasuk pengampunan pajak  harus
ditetapkan dengan undang-undang karens berdasarkan Pasal 23A UUD
1945 sebagai konstitusi NKRI, kebijakan pemungutan pajak harus
ditetapkan dengan undang-undang,

Berdasarkan [Rencana Kerja  Pemerintah, terdapat  agenda  RUU
Pengampunan Pajak, Atas hal tersebut, kiranya pemerimtah tidak perlu
setengah hati {malu-mahu) untuk menempuh program pengampunan pajak
scbagai upaya menarik dana vang lari ke luar negerl bagh kepentingan
keuangan negera. Program Pengampunan Pajak tentunya memerlukan
kehati-hatian dari pihak pemerintah dan DPR dengan terlebih dahulu
roelakukan sinkronisasi peraturan pengampunan pajak dengan peaturan
lainnya seperti undang-undang perpajakan, undang-undang perbankan,
undang-undang findak pidana korupsi, undang-undang pencucian uang
serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Pemerintah juga
perlu melakukan sosialisasi dini mengenai rencana pengarspunan pajak,
vang didukung oleh perengkat administrasi  perpsjakan  modemn
menggunakan sistem komputer, untuk mendukung penegakan hukum
paska pengampunan pajak. Tanpa didukung tehnologl nformas vang
modern, program péagampunan pajsk tidak okan dapat mencapal sasaran
yang diharapkan yakni tercapainya zax ratio sebesar 20%. Hal fain adalah
belajar dari peagalaman implementasi kebijakan Sunset Policy scbagai
bentuk pengampunon pajak mini, Pemerintah juga perlu melakukan
percepalan atas pembuatan peraturan pelaksanaan atas undang-undang
pengampunan pajak sampai dengan tingkat surat edaran direktur jenderal
sebagal petunjuk pelakeanasn intem bagl petugas pajak agar Hdak
kehilangan waktu unwk sosialisasi kepada masyarakat mengingat jangka
wakiu peberiekukan suatu program pengampunan pajak singkat,

. Pertanyaan selanjuinya dari Kebijakan Susset Poficy adalah langkah aps
yang akan dilakukan pemerintah sesodah berakhirnya periode fasilitag
terscbul mengingat miclalui Kebijakan Sunset Polcy, jumlah Wayib Pajak
mengalami peningkatan menjadi 14 jula Wajib Pajak. Untuk mencapai
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target penerimaan pajak harus dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak ini dapat ditingkatkan dengan dua
cara, yaitu pemberian pelayanan prima (service excellent) dan penegakan
hukum (faw enforcement). Direktorat Jenderal Pajak hendaknya
melakukan pengawasan lebih ketat bagi wajib pajak yang tidak
memanfaatkan kebijakan sunset policy dibandingkan dengan wajib pajak
yang melakukan kebijakan sunmset policy. Pengawasan tersebut dapat
ditakukan baik melalui pemeriksaan maupun penelitian administrasi
misalnya analisa profile wajib pajak, melakukan perbandingan dalam
rangka penentuan penghasilan kena pajak berdasarkan sektor usaha,

wilayah dan sebapainya.
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{Lampiran-2

Pedoman Wawancara

. Wawancara dengan pihak Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak

. Bagaimana pendapat Bapak atas filosofi pengampunan pajak mengingat dalam
ranah hukum pidana, pengampunan dalam baru diterapkan apabila telah ada
penetapan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan (putusan pengadilan),
sedangkan dalam pengampunan pajak, belum ada penetapan yang dikeluarkan
oleh DJP atas wajib pajak tersebut, namun Wajib Pajak sudah diberikan
pengampunan ?

. Apakah Kebijakan Sumset Policy merupakan pengampunan pajak (7ax
Amnesty)?

. Apa latar belakang pemilihan Kebijakan Swunser Policy dalam Pasal 37A
Undang-undang No 28 Tahun 2007 (UU KUP) sebagai pemberian fasilitas
pajak perpajakan bagi wajib pajak ?

. Mengapa kebijakan dalam Pasal 37A disebut Sunser Policy mengingat dalam
Pasal 37 A UU KUP tesebut tidak ada kata-kata Sunsets Policy?

. Apakah Sunset Policy memberikan aspek keadilan bagi Wajib Pajak
mengingat pada aspek keadilan terdapat perlakuan tidak sama bagi wajib
pajak yang selama ini sudah patuh namun tidak mendapat fasilitas
pengampunan pajak dan wajib pajak tidak patuh yang mendapat fasilitas
tersebut.

Bagaimana implementasi kebijakan Swunser Policy terkait dengan adanya
kebijakan perpanjangan waktu pelaksanaannya melalui Perpu No 5 Tahun

20082
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B. Wawancara dengan Pihak Legisiatif dalam hal inl Anggota DPR

C

RI dan Tim RUL KUP dari Sekretariat DPR RI

Apa makna pengampunan pajak mengingat konsep pengampunan dalam
ranah hukum pidana bary diterapkan apabila telah ada penetapan hukuman
yang dijatuhkan oleh pengadilan (putusan pengadilan), sedangkan dalam
pengampunan pajak, belum ada penectapan/keputusan yang dikelvarkan olkeh
DIP atas wajib pajak tersebut, namun Wajib Pajak sudah diberikan
pengampunan.

Dalam Pagal 37A UU No.28 Tahun 2007 AU KUP), terdapat fasilitas
penghapusan sankst administrasi ygng lazimnya dikenal Swser Policy.
Mengapa Rebijakan delam Pasal 374 disebut Sumser Policy mengingst
dalam Pasal 37 A UL KUP tegebut tidak ada kata-kata Sunset Policy ?
Apakah Kebijakan Swnset Policy merupakan /ax ammesty mengingat dan
beberapas  pendapat banyak yang mengklasifikasikan Kebijakan Sumset
Policy adalah Tax dapresty mint?

Apa latar belskang pemilihan Kebijakan Sunses Poficy dalam Pasal 317A
Undang-undang No 28 Tshun 2007 sebagal salah satu bentuk fasilitas pajak
bagl Waiib Pajak?

Apakah Kebijakan Swwser Policy memberikan aspek keadilan bagi Wajib
Pajak mengingat terdapat perfakuan tidak sama bagi wajib pajak yang telah
patuh selama i pamun tidak mendapat fasilitas penghapusan  sanksi

administrasi sedangkan wajib pajak tidak patuh mendapat fasilitas tersebui?

. Wawancara dengan Pihak Pengamat dan Prakiisi Perpajakan

Apa makna pengampunan pajak mengingat konsep pengampunan dakam
ranah hukum pidana baru diterapkan apabila telah ada penetapan hukuman
yang diiatubkan oleh pengadilan (putusan pengadilan), sedangkan dalam
pengampunan pajak, belum ada penetapan/keputusan vang dikeluarkan oleh
DIF afas wajib pajak tersebut, namun Waitb Pajak sudab diberikan

pengampunan,
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Apakah Kebijakan Sunser Policy merupakan Tax Amnesiy mengingat
dari beberapa pendapat banyak yang mengklasifikasikan sunser policy
adalah Tax Amnesty wming?

Apakah Kebijakan Sumser Policy memberikan aspek keadilan bagi Wajib
Pajak mengingat terdapat perlakuan tidak sama bagi wajib pajak yang telab
patul selama int namun tidak mendapat fasilitas penphapusan sanksi

administrasi sedangkan walib pajak tidak patuh mendapat fasilitas tersebut?

. Wawancara dengan Pihak Akadenisi

. Bageimama filosofi pengampunan pajek mengingat dalam hukem pidana
konsep pengampunan dalam baru diterapkan apabila felah ada penetapan
hukuman yang dijetuhkan oleh pengadilan {putusan pengaditan), sedanghkan
dalam pengampunan pajek, belum ada ketetapan yang dikeluarkan gich DIP
atas wajlb pajak tersebut, namun Waiib Pajak sudah diberikan pengampunan.

. Dalam hukum administrasi negara, ierdapat penerbitan kepulusan oieh
administrasi negara (beschikking). Apakah penpertian beschikking tersebut
dapat diartikan sebagai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukem
tetap sebagaimana dikensl dalam bukum pidana?

. Dalam ranab hukum dikenal mazhab Sunset Policy. Dalam hal apa mazhab
torsebut bisa diterapkan?

. Bagaimang pendapat Bapak mengenai penerapas kebijakan Sunser Policy
dalam Pasal 374 UL Nu 28 Tahun 2007 {UU KUP), Apakah kebijakan Sunver
Foticy morupakan pongampunan pajak mengingat dari beberapa pendapat
banyak vang mengkiasifikasikan Kebijakan Swmser Poficy adalah Tux
Amnesty mini?

. Apaksh Kebijakan Swnser Policy memberikan aspek keadilan bagi Wajib
Pajak mengingat terdepat periakuan tidak sama bagi waiib pajak vang telsh
patul selama ini namun tidek mendapat fasilitas penghapusan sanks
administrasi sedangkan wajib pajak tidak patuh mendapst Fasilitas tersebut?

. Apakab penerbitan Perpy No § Tahuen 2008 telah susual dengan UU Nolo
Tahun 2004 ?
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|Lampiran-3

]

Transkrip Hastl Wawancara

A. Wawancara dengan Drs. Riza Noor Karim, Ak, MBA, Kepala Kantor
Witayah DJP Wajib Pajak Besar tanggal 29 Juni 2009

1. Bagaimana pendapat Bapak atas filosoft pengampunan pajsk mengingat
dalarm ranah hukum pidans, pengampunan dalam baru diterapkan apabila
telal ada penctapan hukuman vang dijatubkan oleh pengadilan {putusan
pengadilan), sedangkan dalam pengampunan pajak, belwn ada penetapan
yang dikeluarkan oleh DJP atas wajib pajak tersebut, namun Wajib Pajak

sudah diberikan pengampunan ?

Putusan Pengadilen ifu digantikan oleh undang-undang yang
mengatur pengampunan, Jadi dalam laln konleks, Wajib Pajak
mempunyal kesalahan dan kesalehan itu sudah dipuiuskan oleh
unddang-undang bahwa ada pajak yang tidak dibayar. Jadt Putusan
Pengadilan  adalsh  ondang-undang  itn sendiri  schingga
pengampunan pajek tidak dapat diatur dalam  undang-undang
pajak. Harus ada undang-undang tersendiri tentang pengarnpunan
pajak karcna akan bertabrakan mengingat undang-undang pajak
mengatakan jika ada penghasifan harus dibayar, sedangkan dengan
pengamspunan, pajak tidak dibavar, vang ada vang febusan,

2. Apskah HKebijakan Swnset Policy merupakan pengampunan pajek (Tox
Amnestyy?

Kebijakan Swnser Policy bukan pengampunan  pajak, Kalau
pengampunan  pajak ity memang  mengampunt  pajak  vang
scharusnya dibayar oleh Wajib Pajak (sanksi administrasi bukan
pajak) dengan mensyaratkan Waiilb Pajlak membayar vang tebusan
sebesar persentasi, biasanya dart jumiah harta yang dimiliki {untuk
memudahkan harta pada suatu Hik tanggal), bisa juga porsentasi
dart jumiah pajak yanp tidak dibayar. Pengampunen itu harus
dengan undang-undang tersendiri karena pengampunan pajak pada
dasamya melawan undang-undang pajak penghasilan, dimana
dalam Lindang-undang pajak penghasilan disebutkan bahwa kalau
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ada penghasilan, maka  harus bayar pajak, jika tidak tidak
dibayar, maka akan terkena sanksi. Pemberian pengampunan pajak
tidak dapat melalui SK Menteri Kevangan atau PP, Apa kuasa
peraturan pemerintah? Kan ada undang-undang pajak penghasilan,

Sedangkan kebijpkan Swnset Policy adalah bukan pengampunan
pajak karena lidak ada satu sen pun pajek yang diampuml Yang
diatur oieh UU KUP adalah bahwa jika terlambat membayar pajak
maka akan terkens sanksi administrasi (Pasal 8 avat 2). Namun
didsiom UU vang sama yalty dalam Pasal 37A disebutkan tidak
periu bayar sanksinva. Terasa perbedaannya, dimanz pafaknya
dibayar tetapi sanksinya tidak perlu dibayar. Jadi kebijakan Sunser
Policy adalah Fasilitas pengurangan sanksi administrasi.

3. Aps latar belakang pemibihan Kebijakan Sunser Policy dalam Pasal 37A
Undang-undang No 28 Tahun 2007 (ULJ KUP) sebagai pemberian fasilitas
pajak perpajakan bagi Wajib Pajak 7

Kenapa periu kebijakan Sunser policy? Kita perlu Sunser Palicy
karena seirama dengan reformasi birokrasi (ferdint dari reformasi
administrasi, struktur organisasi serta peraturan dan kebijakan
perpajakan)  khususuve  reformasi peraturan dan kebijakan
perpajgkan. Dengan diamandemen dengan tiga undang-undang,
diharapkan dengan UU baru, kendsla selama ini (grey areq,
kepastan  hukum) dslam  pelsksansan  undang-undang  dapat
terselesaikan. Ini dari sisl persturan dan kebijakan perpajakan
memasuki  era yang  bary. Boagalmana dengan  pelakunya
maksudnya wajib pajak? Waiidb Pajak juga diberi kesempatan
mulai dari nol dan siap menerima pelaksanaan amandemen secara
bersama-sama. Jadi masa lalu wajib pajak ditutup karena masa lalu
sama-sama salah baik wajib pajak maupun aturan perpajakan.
Sama-sarma terbuka untuk memulai era baru dari titik nol, titik
star] ysng sama. Supaya bisa sampai pada titik yang sama maska
diberikanlah Snunset Policy.

4. Mengapa kebijakan dalam Pasal 37A disebut Sunser Policy mengingat
dalam Pasal 37 A UL KUP tesebut tidak ada kata-kata Sunsef Palicy?

Apa it swnsef policy? Pada hal dalam pasal itu tidak ada. Para ahii
hukurmn mengatakan bahwa ada mazhab dalam hukum mengenas
kehijakan sunset yang artinys menutup masa lalu. iharatnya swmsef
kan matahari mau terbenam sehingga besok pagi bangun sudah
dengan era yang baru, Berdassrkan mazhab hukum il DIP

Universitas Indonesia

Analisis Pengampunan..., Devi Sonya Adrince, FH Ul, 2009



3.

kemudian  menear] nama kebijakan ini yang tidak terlaby
keluar dari mazhab yang dikenal dalam hukum. Mazhab dalam
hukum uniik menutup kesalahan masa lalu dikenal dengan swnset
poticy.

Kenapa kok keinggrisan? Ini kan sesuatu hal yang harug dikenal
masysrakat, Misalnya Sckarang, hari il maksudnva, bagi
masyarakal sunset Hu sudah sama dengan NPWP, Jika ditanyakan
kepada masvarakat  sudah punya NPWP atan belum, tidak perlu
dijelaskan apa itu NPWP. Sunset it sekarang sudah seperti itu.
Kemarin ikt sumser nggak? Tidak lagi akan ditanya sunser itu apa
sih? Untuk memikirkan seperti itu dicari istileh yang mudah
dilngat tapi mengena baik secara hukum, maksudnya orang hukum
juga paham,

Kenapa tidak menggunakan bahasa Indonesia? Jika diteriemahkan
secara harafiah bahwa policy adalah kebijakan, sedengkan sumses
adalah matahari terbenam, masa akan menjedi kebijakan matahari
terbenam? Memang kata-kats sunser peficy tidak ada di undang-
undang justru Kalau ada meka akan salah, Kata-kats Sunset ity
diperivkan untuk memperkenaikan kebijakan Pasal 37A UU KUPR.

tstilah swmset policy baru dipergunaken pemerintah dalam Surat
Edaran Direktur Jenders! Paiak Nomor : SE-33/PJ/2008 tanggal 27
Junt 2008, vang menyebutkan bahwa fasilitas penghapusan sanksi
administrasl sebagal pelaksanaan Pasal 37A Undang-lUndang
Ketentuan Umum dan Tala Cars Perpajakan yang sclanjuthva
disebut dengan fasilitas sunse? policy.

Penggunaan istilah sunset poficy dalam surat edaran ini tidak
menyalahi ketentuan penggunaan bahasa sebagaimana  diatur
dalam Undang-undang No [0 Tahun 2004 karena surat edaran
adalab aturan pelaksaana intern vang ditujukan bagi petugas pajak
dalam  melaksanakan tugasnya, dan juga suret edaran bukan
termasuk aturan hukum sebagaimana distur dalam Undang-undang
No 10 Tahun 2004,

Apakah Swssel Policy memberikan aspek keadilan bagi Wajib Pajak
mengingat pada aspek keadilan terdapatl perlakuan tidak sama bagi wajib
pajak yang selams ini sudah pawh pamun tdak mendapat fasilitas
pengampunan pajak dan wajib pajak tidak pamb yang mendapat fasilitas

terschul,
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Pada saat awal (amanat presiden) Pasal 37A tidak pakai
ayat. Bunyinya persis ayat (1) sekarang. Waktu pembahasan di
DPR, anggota DPR bertanya bagaimana dengan orang yang tidak
punya NPWP mau menyampaikan SPT, mau diapain itu? Makanya
muncul ayat (2} di DPR.

Di ayat (1), Wajib Pajak yang telah terdaftar menyampaikan SPT
pembetulan, sanksinya dapat dikurangkan atau dihapuskan, dan
diatur lebih lanjut dengan PMK. Di ayat (2), Wajib Pajak Orang
Pribadi yang menyampaikan SPT, sanksinya dihapuskan dan tidak
diatur dalam PMK.

Hal ini menyalahi legal drafting, seharusnya kedua-duanya diatur
dalam PMK yang diatur dalam ayat (3).

Hal ini tidak adil, orang yang taat menyampaikan SPT pembetulan,
sanksinya bisa dikurangkan (bisa menjadi lebih kecil) atau
dihapuskan, sedangkan bagi orang yang tidak taat baru
mendaftarkan diri dan menyampaikan SPT, sanksinya dihapuskan.
Hal ini kemudian diantisipasi dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan
Pemerintah No 80 Tahun 2008 yang mengatur Wajib Pajak yang
menyampaikan SPT pembetulan diberikan penghapusan sanksi
administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan
kekurangan pembayaran pajak.

6. Bapaimana implementasi kebijakan Sunset Policy terkait dengan adanya
kebijakan perpanjangan waktu pelaksanaannya melalui Perpu No 5 Tahun

20087

Kebijakan Sunset Policy mulai berlaku 1 Januari 2008. Mengapa
aturannya terbil pada saat Kebijakan Sunser Policy sudah berjalan.
Ini memang tidak mudah bagi DJP membuat aturan kebijakan
Sunset Policy karena ini merupakan Sunset merupakan hal baru
dalam tatanan perundang-undangan perpajakan. Kita belum pemnah
mempunyai pengalaman kebijakan Sunsetr Policy. Pengampunan
pajak sudah pernah dua kali. Untuk mengatur hal yang belum
pernah dan sensitif karena hendak menutup masa lailu itu tidak
mudah. Contohnya ada PMK yang diteken tgl 31 Desember 2007
atau sebelumnya, langsung dicabut begitu ditandatangani, (PMK
18 diganti PMK 66). Hal ini dilakukan karena DJJP ingin cepat-
cepat membuat aturan kebijakan Swnset Policy namun ternyata
tidak pas. DJP membutuhkan kehatian-hatian dengan waktu yang
lebih lama untuk membuat aturan pelaksanaan sunsef policy.
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B. Wawancara dengan Drs. Kismantoro Petrus, MLB.A, Kepala
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan DJP, tanggal 18 Mei
2009

. Apa latar belakang pemilihan Kebijakan Swrsef Policy dalam Pasal 374
Undang-undang No 28 Tahun 2007 (UU KUP) sebagai pemberian fasilitas
pajak perpajakan bagl Wajib Pajak ?

Sampai dengan tahup 2007, Direktorat Jenderal Pajek belum
mampu menguil kebenaran SPT yang disampaikan Wajib Pajak.
Karena self assessment system diterapkan dalam ketentuan UU
Perpajakan mulal tshun 1983, peralatan yang mendukung proses
i belum lengkap. Pengujian SPT dilakukan dengan
membandingkan SPT WP dengan SPT orang lain. Setiap kali ada
WP yang data untuk membuat suatu formulir ataupun isian-isian
fain, maka hal itupun skan dijadikan sebagal sumber data oleh
petugas pajak.

Mulai tahun 2008 ini, DIP sudah memiliki perangkat vang lebih
Jelas dan  lengkap dalam rangka mengujt kebenarsn SPT.
Berdasarkan Pasal 35A UU KUP, DJP berwenang menghimpun
data/informmast  untuk  kepentingse  penerimaan  Negara,
Instansi/lembaga/asosiastpihak  lain  bahwa swasta  maupun
peraerintah, Wajib Pajak menyampaikan data perpajakan ke DIP,
Kemudian, bila data [P kurang mencukupi, DIF dapat secara
akiif mencari data tanpa adanya batssan harus sedang dilakekas
pemeriksaan,

Ketentvan ini memungkinkan DIP mengetohui ketidakbenaran
pemtenuhan kewajiban perpalukan yang telah dilaksangkan oleh
Waiib Paigk untuk ishun-tahun sebelumnya, sehingga Wajib Pajak
dapat dikenal sanksi perpajakan,

Untuk  menghindarkan - pengenaan  sanksi  atas  kewajiban
perpatakan masa falu dan untuk memulai keterbukaan pelaksanaan
kewajiban perpajakan di masa mendatang, DJP memberikan
kesempatan kepada Wajib Pajak untuk membetulkan data yang
tidak benar di SPT Tuhunan PPh Tahun Pajak 2007 dan
scbelumnyaz melalui kebijakan Sunser Policy.
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C. Wawancara dengan Dr. Ir Drajat Hari Wibowo, M.Ec,,
Anggota DPR, Komisi XI Periode 2004-2009, tanggal 6 Mei 2009

1.

Apa makna pengampunan pajak mengingat konsep pengampunan dalam
ranah hukum pidana baru diterapkan apabila telah ada penetapan hukuman
yang dijatuhkan oleh pengadilan (putusan pengadilan), sedangkan dalam
pengampunan pajak, belum ada penetapan/keputusan yang dikeluarkan
oleh DIP atas wajib pajak tersebut, namun Wajib Pajak sudah diberikan

pengampunar.

Makna dari pengampunan pajak itu adalah bahwa kesalahan-
kesalahan pajak dimasa lalu tidak diproses lagi dan ke depannya
Wajib Pajak membawa semua penghasilan tidak lagi melanggar
scluruh peraturan perpajakan. Jadi wajib pajak tidak dikejar lagi
kesalahan-kesalahan pajak dimasa lalu.{Wajb Pajak dimaafkan)
Apakah harus diputus bersalah dahulu baru diampuni? Jika
konsepnya demikian, maka pengampunan pajak tidak jalan.
Karena pertama, ketika orang diputus bersalah oleh pengadilan,
liabiliries-nya menjadi tinggi sekali dan kedua, jika diputus
dipengadilan bisa saja ada unsur pidananya. Dengan demikian
orang pasti tidak akan ambil pengampunan itu. Jadi esensi dari
pengampunan itu adalah seluruh kesalahan baik perdata maupun
pidana dihapuskan dan tidak diproses di pengadilan. Harusnya
demikian.

Dalam Pasal 37A UU No.28 Tahun 2007 (UU KUP), terdapat fasilitas
penghapusan sanksi administrasi yang lazimnya dikenal sunset policy.

Mengapa kebijakan dalam Pasal 37A disebut Sunset Policy mengingat
dalam Pasal 37 A UU KUP tesebut tidak ada kata-kata Sunser Policy ?

Istilah sunset policy merupakan usulan dari pihak pemerintah
dalam hai ini Departemen Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak).
Kata-kata sunset policy tidak ada dalam Pasal 37A UU KUP.
Memang pemerintah hanya menyarikan dari apa yang ada dalam
Pasal 37A itu.
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3. Apskah Sunset Policy merupakan x  wnnesly  mengingat
dari beberapa pendapat banysk yang mengklasifikasikan sunset policy

adalah tax amnesty mini?

Pendapat kebijakan Sunset Policy adalah rax apinesiy min adalah
sama sekali tidak, Munculnya pendapat bahwa kebijakan Surnser
Policy adalah Tay Amnesty mini karena denda dan bunga yang
dihapuskan / tidak dikenakan tapi kewajiban pajaknye tetap harus
dibayarkan, Ini kb yang membual muncul pandangen wind
Persoalannya  adalah  beraps besar kewajiban yang harus
dibayarkan, Jika sesorang sudah berusaha selama 3 tahun, apakab
nanti akau ditelusuri lagi kebelakang? Kan dalam kebijakan Sunser
Palicy tidak ada jamingn, sementara kalau pengampunan paiek
tidak akan ditelusuri ke belakang. Dengan membavar biava
pengampunan selesad, seiclah ity kedepan jangan lagi.

4. Apa latar belskang pemtlihan Kebijakan Sunser Policy dalam Pasal 37A
Undang-undang Mo 28 Tahun 2007 schagal salah sam bentuk fasilitas
pajak bagi Waiib Pajak?

Indonesia banyak dirugikan oleb keberadaan Singapura karcna
banyak penghasilan Indonesia  dipindahkan dan ditzhan di
Singapura yang berkisar sekitar 100 milyar dolar. Praktis mercka
tidak bayar pajak di Indonesia yaitu dengan tarif pajak 30 % atac
sekitar 30 milyar, belum PPN-nya. Jadi kita sangat dirugikan
dengan dilarikannya nang ke Singapura, metodenya ada beberapa,
salah satunya bisa melalui kejabatan perbankan dan rransfer
pricing vaite perusahaan eksportir menjual barang ke Singapura
yang merupakan perosahazan sendir] dengan harga sangat murah.
Qtomatis keuntungan yang dicatat di [ndonesia sangat kecil. Misal
harga pasar 100, dijual dari Tndonesia ke Singapura 20, Sehingga
yang 80 ada di Singapura.

Uang-uang int tidak bisa ditarik ke Indonesia karena orang tidak
vakin tidak akan diuber-aber. Tapi jika ada tax amnety apalagi fax
rore bisa diturunkan, uang-uang ini aken kembali ke Indonesia,
Berdasarkan pengalaman di Rusis, menurunkan taril pajek pada
level tertentu dan rax amnesfy bisa meningkatkan penenimann
negara. o pengalaman empiris,
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Tax amnesty belum dapat diberikan merngingat pertu
dibentuk undang-undang tersendiri. Untuk mengadepsi keinginan
Kadin yang mengharapkan agar pemerintah bisa memberikan
ammnesti terhadap tunggakan pembayaran pajak dimasa lahy,
schagal salah saty cara menarik investasi, maka dalam arsandemen
undang-undang pajak sast ini diaplikasitkan hal tersebut dalam
Pasal 37A.

5. Apakabh Swmset Policy memberikan aspek keadilan bagi Wajib Pajak
mengingat terdapat perlakuan tidak samz bagi wajib pajak yang lelah
patuh sclama ini namun tidak mendapat fasilitas penghapusan sanksi
adminisirasi sedangkan wajib pajak tidak patuh mendapat fasilitss

tarsehui?

Swunset Palicy ini diskiriminagf, tidak adil bagi Waiib Pajak yang
selama ini telah patuh melekukan kewajiban perpajakan, tapi
ketidakadilan in) adalah ketidakadilan yang bisa ditolerir dengan
tjuan untuk membawa lebih banyak orang ke suaty sistem pajak.
Seperit saya terhadpp anak kadang kan nggak adil tapi (njuannya
untuk edukasi,

6. Bagaimana implementasi Kebijakan Sunser Policy terkait dengan adanya
kebijakan perpanjangan waktu pelaksanaannya melalui Perpu No 5 Tahun
2008

Dulu sewaktu penyelesaian perubahan UU PPh di tahun 2008, saya
pernah  menyampaikan sebaiknya kebijakan Swunset  Policy
diberlakukan 1,5 tahun sampai 2 tahun. Mepurut saya, Wajib Pajak
membutubkan waktu yang fama untuk menyelesaikan laporan-
laporan perpajakannya. Belum lagl waktu yang dibutuhkan untuk
meyakini apabila masyarakat melaporkan pajak, maka tidak akan
menambah masalah dengan orang  pajak nantinya. Karena
menyadart bahwa orang pajak tidak semuanya malaikat. Selain itu,
butuh waktu yang cukup juga untuk merapikan administrasi pajak.
Kalan hanya beberapa bulan, says rasa tidak akan cukup. Oleh
karena ito saya mengusulkan pemberlakukan kebijakan sunser
policy setidaknya 1,5 tahun sampai 2 tahen, [tu kalau berbicara
dari sisi substansinya. Kemudian vang menjadi persoalan adalah
bageimana l|andasan hukumnva, Seharusnya pemerintzh sudah
mempersiapkan atau merencanakan langkab-langkah pemberian
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fasilitas  sunset  polioy. Namun sekarang agak subit kakau
ingin mencari cantolan hukum sumser policy karena UL KUP
sudzh disahleen dan diberlakakan pada tahun 2008 kiu,

Menurut sayy, tidek fepat menerbitkan perpu schagal dasar
hukumaya karena dasar hukum perpu bukan undang-undang lagi,
tetapt Pasal 22 ayat {1) UUD 1945 atau lebih tinggi dari undang-
undang. Pasal 22 ayat (1) mensyaratkan, dalam hal! ihwal
kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu.
Menurut saya, sekarang ini tidak ada kegentingan yang memaksa
di dalam perpajakan. Tidak ada unsur kegentingan dari
penerimaaan pajak malah pencrimaan paiak lebih tinggi dari target.
Sehingga tidak ada kekhawatiran untuk penerimaan pajak tzbun
200%. Kalsupun tabun 2009, penerimaan pajiak meniadi turun
karena krisis. Solusinys bukan melalui perpu tetapl melalui APBN
Perubahan (APBN-PL. Jadi UU APBN Tahun 2009 vang
diamandemen.

Setiap fabun memang ada perubahan anggaran di mana perubahan
terscbut biasanya dilakukan dipertengaban tabun, Selain melala
perubahan APBN, solusi lain yaitu dengan mengamandemen Pasal
37A UU KUP. Dengan demikian landasan hukumnya mengadi
tepat karena Perpu yang dikeluarkan pemerintah tersebut tidak
terjustifikasi berdasarkan UL 1945,

P Wawancara dengan Dr. Renny Sagtma Hetma Bako, S.H., MH,
Anggota Tim RUU KUP, Sekretariat DPR R], tanggal 5 Maei 2009

i

Apa makna pepgampunan pajak mengingal Konsep pengampunan dalam
ranah hukum pidana bary diterapkan apabila telah ada penetapan bukuman
yang, dijatuhkan oleh pengadilan (putusan pengadilan), sedangkan datam
pengampunan paiak, belum ada penctapan/keputusan yang dikeluarkan
oleh DMP atas wajid pajak tersebut, pamun Wajib Pajak sudah diberikan

pepgampunan,

Pengampunan Pajak tidak ada bubuagannva dengan Pasal 14 UUD
1945, Pasal 14 adalah Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi
dan rehabilitas] Kalau sudab ada proses hukumnya bersalah yang
terkait dengan kriminalisasinya, sedangkan pengampunan pajak
terkait dengan hukum administrasi perpajakan sehingga keduanya
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merupakan  hal  yang berbeda. Memang timbul salah
kaprah dalam penggunaan istilah, dimana pengampunan pajak
diterjemahkan dari istilah fax amnesty. Amnesti diartikan
pengampunan kemudian dikaitkan dengan Pasal 14. Seharusnya
tidak demikian. Jiwa fax amnesty adalah sudah mengakui punya
pajak tapi tidak membayarkan semuanya, ada fasilitas yaitu
pengampunan. Sehingga merupakan dua hal yang berbeda.

E. Wawancara dengan Eddy Mangkuprawira, S.H., Ketua Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia, tanggal 14 Mei 2009

1. Apa makna pengampunan pajak mengingat konsep pengampunan dalam
ranah hukum pidana baru diterapkan apabila telah ada penetapan hukuman
yang dijatuhkan oleh pengadilan (putusan pengadilan), sedangkan dalam
pengampunan pajak, belum ada penelapan/keputusan yang dikeluarkan
oleh DIP alas wajib pajak tersebut, namun Wajib Pajak sudah diberikan

pengampunan.

Dalam hukum pidana memang dikenal adanya pengampunan yang
merupakan hak prerogatif presiden sebagaimana diamanatkan
Pasal 14 UUD 1945. Hak pengampunan ini adalah penyimpangan
terhadap hukum karena seharusnya seorang terpidana menjalankan
hukumannya, namun dengan diberikannya pengampunan,
hukuman tidak dijalankan. Hal yang sama diterapkan dalam
hukum pajak, dimana pengampunan pajak diberikan kepada
merecka yang selama ini tidak melaksanakan kewajiban
perpajakannya dengan benar sehingga bebas dari sanksi baik
pidana maupun administrasi.

2. Apakah Kebijakan Sunset Policy merupakan tax amnesty?

Ketentuan pasal 37A bukan pengampunan pajak tetapi merupakan
pengampunan sanksi administrasi. Sebenarnya dalam UU KUP,
DIP  telah mempunyai terminologi tersendiri  mengenai
penghapusan sanksi administrasi yang telah diatur dalam Pasal 36
ayat (1) UU KUP bahwa DJP dapat mengurangkan/menghapuskan
sanksi administrasi baik atas permohonan maupun secara jabatan
dalam hal terjadi kekhilafan atau kasalahan. Memang
terminologinya bukan pengampunan.

Universitas Indonesia
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3.

Apakah Sunset Policy memberikan aspek keadilan bagi Wajib Pajak
mengingat terdapat perlakuan tidak sama bagi wajib pajak yang telah
patuh selama ini namun tidak mendapat fasilitas penghapusan sanksi
administrasi sedangkan wajib pajak tidak patuh mendapat fasilitas

tersebut?

Jelas tidak adil. Jadi mestinya kebijakan Sanksi Policy ini diikuti
dengan penerapan kelentuan Pasal 36 ayat (1) UU KUP dengan
baik sehingga bagi Wajib pajak yang telah patuh dapat
memanfaatkan ketentuan tersebut karena selama ini permohonan
pengurangan yang diajukan tidak mendapatkan keputusan yang
bijaksana dari otoritas perpajakan.

F. Wawancara dengan Guru Besar Hukum Keuangan Negara Universitas

Indonesia, Prof. Dr. Arifin Soeria Atmadja, S.H., tanggal 9 Juni 2009

1.

Bagaimana filosofi pengampunan pajak mengingat dalam hukum pidana
konsep pengampunan dalam baru diterapkan apabila telah ada penetapan
hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan (putusan pengadilan),
sedangkan dalam pengampunan pajak, belum ada ketetapan yang
dikeluarkan oleh DJP atas wajib pajak tersebut, namun Wajib Pajak sudah

diberikan pengampunan?

Pengampunan pajak yang diberikan kepada semua masyarakat
merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah sehingga tidak
diperlukan adanya syarat penetapan terlebih dahulu atas kesalahan
Wajib Pajak dan atas penetapan tersebut, Wajib Pajak baru dapat
memanfaatkan kebijakan pengampunan sebagaimana berlaku
dalam konsep hukum pidana. Ranah kebijakan dalam administrasi
negara ini tentunya berbeda ranah hukum pidana. Contohnya,
kebijakan pemerintah memberikan pembebasan bea masuk
ataupun fax holiday, tentunya tidak perlu ada penetapan hukuman
atas kesalahan dahulu, kemudian Wajib Pajak baru dapat
memanfaatkan fasilitas tersebut.
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Dalam ranah kebijakan, pihak pemerintah selaku administrasi
negara tentunya mempunyai alasan dalam menerapkan
pengampunan pajak yaitu diantaranya : pertama, adanya hal yang
mendesak, kedua, adanya upaya peningkatan penerimaan pajak
dan ketiga kebutuhan tentang hal lainnya. Kebijakan ini digunakan
oleh negara selain dalam rangka meningkatkan kualitas juga
kuantitas Wajib Pajak.

2. Dalam hukum administrasi negara, terdapat penerbitan keputusan oieh
administrasi negara (beschikking). Apakah pengertian beschikking tersebut
dapat diartikan sebagai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap sebagaimana dikenal dalam hukum pidana?

Ya. beschikking dapat diartikan demikian dalam ranah hukum
administrasi Negara karena merupakan keputusan tertulis dari
administrasi Negara yang mempunyai akibat hukum untuk
menyelenggarakan pemerintahan dan mempunyai kekuatan hukum

letap.

3. Bagaimana pendapat Bapak mengenai penerapan kebijakan Sunset Policy
dalam Pasal 37A UU No.28 Tahun 2007 (UU KUP), Apakah kebijakan
Sunser Policy merupakan pengampunan pajak mengingat dari beberapa
pendapat banyak yang mengklasifikasikan Swnser Policy adalah Tax

Amnesty mini?

Kebijakan Sunset Policy dalam Pasal 37A Undang-undang No 28
Tahun 2007 yang menghapuskan bunga keterlambatan
pembayaran pajak adalah hampir sama dengan pengampunan pajak
karena  kebijakan  Sunset  Policy  memberikan fasilitas
pengurangan/penghapusan sanksi administrasi.

4. Apakah Kebijakan Sunset Policy memberikan aspek keadilan bagi Wajib
Pajak mengingat terdapat perlakuan tidak sama bagi wajib pajak yang

telah patuh selamna ini namun tidak mendapat fasilitas penghapusan sanksi
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administrasi s=dangkan wajib  pajak tidak patuh mendapat fasilitas

ersebus?

Dalam mencermati aspek keadilan ini perlu kita lthat dahuly apa
alasan pemberian kebijakan Swnset Policy. Dalam hal ini, suaty
kebijakan diambil dengan pertimbangan @ pertama, kebijakan ind
merupakan  hal vang mendesak; kedua, unfuk meningkatkan
penerimaan dan ketiga, kebutuhan fentang hal lain. Kebijakan ini
diajukan oleh Negara dalam rangka meningkatkan kualitas dan
kunatitas waiib Pajak. Kebljakan Sumser Policy tidak adil, namun
ketidakadilan Ini dapat diabaikan karena kita harus melihat kepada
suals hal yang lebih besar. Sesuai dengan Pasal 1363 KUHPer
batwa Uap perbuaten melanggar hukum  vang menimbulkan
kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yanz bersalah
untuk  ewengganti  kKerugisn  {ormechonatiye  dagaly,  Dengan
demikian seharusnya terhadap orang melakukan kesalahan wajib
mesmikul  sanksinya. Namun  dalam hal il keadibn
dikesampingkan uniuk kepentingan vang lebih besar vaits
kemnasiahatan banyak orang. Periu dipahami juga bahwa adil bagi
yang satu belum tentu adil bagi yang lain.

5. Bagaimana pendapat Bapak atas implementasi Kebijzkan Sunset Policy
terkait dengan penerbitan Perpu No 5 Tahun 2008, apakeb telak susuai
dengan Undang-undang No 10 Tahun 2004 ?

Terkait dengan Perpu No 5 Tahun 2008, pemerintah dalarn hal
membaat suatn kebijakan tentustya perlu memperhatikan terlebih
dahulu hai-hal sebagai berikut : apa tujuannya, apakah sudah
tercapai? Jika belom tercapai, apakah perlu pengulangan kembali?
Pengulangan kembali dilakukan apabila svarat tidak tercapai?
Apakab memperbesar jumlah yang belum tercapai?

Schubungan dengan  Perpu  baru  dapat  diambil  dengan
pertimbangan, perlams, Kkeadsan darurat; kedua, keberpihaken
kepada magyarakat umom dan ketiga tidak bisa berulang-ulang.
Menurut seya, hal ini scbenarnya tidak perly dilakukan sebagal
suaty yang permanen dengan membeniuk undang-undang. Datam
kaian dengan upaya peningkatan penerimaan dan kepatuhan wajib
pajak, blarkan reformasi birokrasi berjalan dan akan tedibat
hasilnya. Atas hasi] ini baru diputuskan mengambil tndakan
selanjuinya,
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[Lampiran-4

PERATURAN PENGAMPUNAN PAJAK
(Penetapan Presiden Nomeor 5 Tahun 1964 Tanggal 9 September 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :

bahwa untuk kepentingan Revolusi Nasional Indonesia dan Pembangunan Nasional
Semesta Berencana pada umumnya serta untuk memperlancar pelaksanaan Deklarasi
Ekonoemi tanggal 28 Maret 1963 dan pengerahan segala dana, daya dan tenaga pada
khususnya, perlu diberikan pengampunan pajak terhadap modal yang berada dalam
masyarakat yang belum pernah dikenzkan pajak;

Mengingat :

1. Pasal IV Aruran Peralihan Undang-undang Dasar;
Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyar Nao. I dan Neo.
11/MPRS/1960;

3. Instruksi-instruksi Presiden Republik Indonesia 2/Ko.T.O.E. dan No. Instr. 6/Ko.

T.O.I. tahun 1962;
MEMUTUSKAN :

Menctapkan :
PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PERATURAN PENGAMPUNAN PAJAK.

Pasal 1

1 Modal yang berada pada masyarakat yang belum pernah dikenakan pajak perseroan,
pajak pendapatan dan pajak kekayaan, yang didaftarkan pada Direkrorat Pajak
scbelum tanggal 17 Agustus 1965, tidak dijadikan alasan bagi Instansi-instansi
Pemerintah yang bertugas di bidang fiskal atau pidana untuk mengadzakan scsuatu
pertanyaan, penyelidikan dan pemeriksaan tentang asal usulnya.

(2) Modal terscbut pada pendaftaran dikenzkan pungutan satu kali sebesar 10 (scpuluh}
persen sebagal tebusan dari pada jumlah pajak-pajak yang menurur peraturan-
peraturan fiskal scbenarnya terhutang kepada Negara.

3 Dalam hal modal termaksud pada ayat (1) pasal ini pada saar pendaftaran telah dan
sedang ditanam dalam bidang usaha-usaha :
a. pertanian, perikanan, peternakan;
L. perrambangan;
c. perindustrian;
d. pengangkutan;

yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, maka
dengan menyimpang dari pada ketentuan dalam ayat (2) pasal ini, Menteri Urusan
Pendaparan, Pembiayaan dan Pengawasan berwenang menetapkan pungutan tebusan
atas modal itu sebesar 5 (lima} persen.
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4 Jika pada akhir jangka waktu rencana penanaman ternyata, bahwa modal termaksud
pada ayat (3) pasal ini ddak sepenuhnya digunakan, maka atas bagian modal yang
tidak ditanam itu masih dipungut vang tebusan tambahan sebesar 5 {lima) persen.

Pasal 2

Barangsiapa memiliki, menikmad, menguasai, mempergunakan berkesempartan
menikmat, menguasai, mempergunakan modal tersebut pada pasal 1 ayac (1}, berkewajiban
memberitahukan/mendaftarkan modal tersebut dan sekaligus menyetorkan jumlah uang
tebusan seperti ditetapkan dalam pasal 1 ayat (2) di Kas Negara paling lambart sebelum
tanggal 17 Agustus 1965.

Pasal 3

n Jika ternyata, karena keudak-benaran atau ketdak-lengkapan dari kewnajiban
termaksud pada pasal 2 telah disetorkan jumlah uvang tebusan yang lebih rendah dari
pada yang scbenarnya terhutang, maka dilakukan tambahan sebesar jumlah yang
karenanya kurang disetor, ditambah 400% selama sejak tanggal 17 Agustus 1965
betum lewat 2 (dua} rahun.

(2) Tagihan tambahan tersebut dilakukan dengan surat ketetapan yang harus dibayar
lunas dalam jangka waktu saru bulan sesudah tanggal pemberian surat keretapan.

3) Kepala Direktorat Pajak berdasarkan kekhilafan atau kelalain yang dapat dimaafkan,
berhak memberikan pembebasan, seluruhnya atau sebahagian dari rambahan 400%
tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 4

Untuk pemungutan jumlah vang rebusan ini berlaku Peraturan tentang "Penagihan
Pajak Negara dengan surat Paksa” (Lembaran- Negara tahun 1959 No. 63);

Pasal 5
(m Uang tebusan rerhutang oleh mereka yang dimzksudkan dalam pasal 2 dan atas
pelunasannya mereka bertanggungjawab renteng dan penuh.
{(2) Untuk mereka yang bertempar tinggal di luar Negeri, wakil atau kuasanya yang

bertanggung-jawab aras pembayaran uang tebusan iwu.

®) Apabila mereka yang tersebut dalam pasal 2 di atas merupakan badan yang disebut
dalam pasal 1 ayar (1) Ordonansi Pajak Perseroan, maka para pengurus dan pesero
pengurusnya, juga wakil-wakilnya di Indonesia bertanggung-jawab renteng dan
penuh.

Pasal 6

1) Barangsiapa dengan sengaja pada tanggal yang wlah ditctapkan pada pasal 1 ayat (1)
tidak melakukan kewajibannya termaksud dihukum dengan hukuman kurungan
selama-lamanya 5 (lima) tahun atau hukuman denda paling banyak 100 (scratus) juta
rupiah.
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¥4 Perisdwa wersehut pada pasal 3 dianggap sebagai pelanpgaran dan penstivwa yang
wrscbut pada pasal 6 avat {1) dirogpap sebagal kejahatan.

Pasal 7

Mentert Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan berwenang meneapkan
peraturan yang periu unmk melaksanakan Penetapan Presiden ini.

Pasal 8

Peactapan Presicen ini mulai berdaka pada hard yang akan diterapkan oleh Menteri
Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pepgawasan.

Agar supaya setiap arang dapat mengetabuinya memerintahkan pengundangan

Penerapan Presiden ini dengan penempalannys dalam Lembaran-Negara Republik
indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada taniggal 9 September 1964,
PREJIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 Seprember 1964
WAKIL SEKRETARIS NEGARA,

SANTOSCO S.H.
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PENJELASAN
ATAS
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 5 TAHUN 1964
TENTANG
PERATURAN PENGAMPUNAN PAJAK.

UMUM

Peraturan-peraturan pajak atas laba, pendapatan dan kekayaan yang kini berlaku,
dalam keadaaan inflasi yang berkembang dari tahun ketahun seperti sekarang ini, mudah
sckali menimbulkan hasrat untuk menghindarkan sebagian besar dari lzba, peadapatan dan
kckayaan dari pengenaan pajak.

Laba fiskal, yang melipud pula laba inflasi, yang dinaut dan tctap akan dianut, karena
sistim lain yang mengharuskan adanya tata-buku yang lengkap dan benar tidak mudah
dilaksnakan, memberi dorongan pula untuk melanggar ketentuan-ketentuan pajak.

Tarif pajak pendapatan yang progresinya sangat berat dianggap sebagai hukuman
oleh mercka, yang bekerja dengan berhasil, karena dari pendapatan yang menurut ukuran
sckarang belum terlalu tinggi, yaitu yang meliputi pada taba inflasi, sebagian terbesar harus
diserahkan kepada Negara berupa pajak pendapatan.

Dari pendapatan sebesar Rp. 2.000.000,- umpamanya, harus dibayar pajak pendapatan
schesar Rp. 1.213.050,-

Sistim penilaian harta kekayaan untuk pajak kekayaan berdasarkan nilai vang, kecual
apabila nilai jualoya lebih tinggi, dengan kekayaan bersih minimum beban pajak kekayaan
sebesar Rp. 300.000,- mendorong orang puia untuk menyembunyikan kekayaannya.

Walaupun ketentuan dalam pasal 2b Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 yang
berbunyi
"Schagai pendapatan dimaksud juga tambahan harra yang ternyata dalam tahun cakwim,
kecuali jika hal sebaliknya dibuktikan oleh wajib-pajak”,
membert pegangan pada Direktorat Pajak untuk menentukan secara mudah besarnya
pendapatan kena pajak seseorang, tetapi penagihannya masih menjumpai kesukaran-
kesukaran yang tdak mudah diacasi.
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Selain daripada it ada masalak di bidang kepidanaan vang renjalin dalam sisdm peonunguean
pajak. yaiu sebagat berikur

Ciri khas yang melekar pada pengerdian laba dao pendapatan fiskal adalah ketentan
babwa pengerdan fiskal i fidak membeda-bedalan asal-ussl, halal dan ddak halal laba dan
pendapasan itu. Demikian jugs ketentuan fiskal yang dimaksud dalam pasal 2b Ordonansi
Pajak Pendapamn tersebuc di atas.

Ketentuan fiskal ire ddak membeda-bedakan apakah tambahan harta ite disebabkan
olch vsaba-usaha halal aaw diporoleh dengan tndak pidana vmpama korupsi, Dengan
demikian maka kelonggaran-kelonggaran fiskal yang sekiranya akan dindakan barus disceeai
puln kelonggaran-kelonggaran dibidang kepidansan,

Menyadari sepenuhnye bahwa aparatur pemunguan paiak, yang sedang
dilmngun,unck sementara sdak akan mampu menghadapi pelanggasan-pelanggann fiskal
rerschut dan dengan demikian juga ddak mampu meaghirup daya beli yang berkelebibhan
dalam roasyarakat berapa pajak, wmka olch Pernerintgh terhadap modal vang terbenauk sudsh
digaviskan suatu kebijaksanaan terbentuk karena ndakan-tindakan disebur di ams.

Dalam pada ina dapar dikemukakan bahwa mercka, vang serailiki modal unpa
membayar pajak lama-Jama merasa tidak enak dan menurnat perunjuk-peanjuk yang
diperolely, mereka bersedin memenuhi panggilan Pemerintah unwik ikot sera didalam
pembangunan ckonomi asalkan diadakan kelonggaran-kelonggaran fiskal dao kepidanaan.

Dlam inseroksi Presiders Republik Indonesia No. Inste. 2/ KOTOE Tabun 1862
dan No. loser, §/KOTOE Tahun 1962 Pemerintab telah memberd jaminan, bahwa daya yang
disalurkan untuk usaha-usaha produkisf dibebaskan dasl tontutan pajak dan menginstrusikan
kepada Insomksi-instruksi Pemerineah, yang bermugas dibidang fiskal atau pidana unuk ddsk
mengadakan sesuary pertanyaan, penyelidikan dan pemeriksann tetang asal-nsulnya.

BPani sudut fiskal beearti bahwa modal tsh. ddak akan dijadikan dasar untuk meninjau
kemball pajak :

a, Untuk pajak pendaparan, pajak yang terhutang sampai dengan mbun takswim sebelum
rvahun pendafraran;

by, untuk pajak kekayran, pajak yang terhatang sampai dengan awal mhun dalam mans
peadafiaran dilakukan;

c. untuk pajak perseroan, pajak yang techutang sampai dengan tahun buku yang

berachir sebelam tanggal pendaftaran,

Poraturan Pengamipunan Pajak ini, yang disertai peraturan- peratwran fskal lain vreok
menimbulkan suasana lega dibidang perpajakkan, dapat dipandang sebagai pelaksanaan
lanjutan darf instruksiinstruksi tsb,

Pada akhirnys perdo dikemnukakan, bahwa Pemerinrah, mengingat keadaan kewangan
negara dewasa ind dan untuk mengatasi kebutuhan keuangan Negara berhubung dengan
merpuncaknya Revolesi Nasional Indonesia, yang sckarang berads pada raraf pelaksanaan
wnkora disamping melanjutkan Pembangunan MNasional Semesta Berencana, berpendapac
sudab schayakaya, fika mercka yvang memiliki dan menikmad, meoguasai, mempergunakan
rocdal esh, dibaruskas membayar scbusan daripada jumlah pajak-pajak yang menurue
peraturan-peratuean fiskal scbenamya techutang kepads Negara.

PASAL DEMI PASAL

Pagall
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Ayac (1)

Tanggal 17 Aguseus 1965 dizrobil sebagal batas waktu kareoa tanggal yang keramat
fru mempunyai pengarch Psychologis pada rakyat dan sudab sering dipergunskan votwsk
memanggll para penyeleweng ke jalan yang benar. Masa yang lama antars maggal berlakunya
perangan inl dengaa moggal 17 Agusius 1965 sengaja diadakan untik memberi kesempatan
kepsda moreka, yang bersangkutan vntuk menyelesaikan persoalanays dengan sebaik-
batknya, umpamanya saja, menguangkan baraog-barangaya untuk merabayar tebusan pada
saat yang menguntungkan,

Dhalam masa yang sama it Direkrorar Pajak akan mengintegrasikan pengusutan
dengan cars-caca yang disempurnakan, Apabila scorang wajily pajak terkena dalam
pergusutan int dan ternyam 1 tidak roempergunakan kesempatan memperoleh
pengampunan pajak ini, maka rerhadap wajib pajak tsb, akan diperfukan pengenaan pajak
vang biasy, jands lebil berat,

Penggiatan pengusutan ini akan didahului dengan suaru masa penerangan di mana
akan dijelaskan pengertian fiskal enrang luba, pendapatan dan kekayaan dan modad yang
dimaicsad dalam Peraturan ind.

Ayar )

Termasuk dalam jumlah pajak-pajak yang menuruc peraturan-peraturan fiskal
sehenzraya wrhatang kepada Kepara adalah bea meterai modal, yang terbutang, apabila
sesuatu Porseroan terbatas yang sesadab mendaftarkan modalnys mempergunakan itu
scbagal penambaban staturairnya.

Juga para pemegang saham mencrima sabam-sahamnya tanpa menyetor oang untuk
memperoleh saham-saham i, dibebankan dard pajak peodapatan pajak kekayaan disamping
perbebasan PT. bersanghkutan dard pemotongan dan pembayazan pajek dividen.

Ayat {3}

Besarnya pungutan werganruog dan bidang kemana-modal o relah dan sedang
disslurkan; demildan ina menunue peoavrjulikan dan kepumasan Menten Ususan Pendaparan,
Pembiayasn dan Pengawasan.

I3 dadam hal ini Pemorintah memandang peslu untuk memberikan perangsang
kepada pam pengusaha untk melakekan penasaman-penanaman pada usaba-usaha baru daa
vaitg sudah ada, yang dapat mempertingg produksi dengan jalan mengurang persencas:
puagutan uang rebusan dari 10 Seputuh) menjadi 5 Qima} persen.

Yang dimaksud dengan penanaman di sint yalah pengeluaran-pengelnaran unmk alar-
abur perusabaan yang langsung dupat mempertinggi produkst dalam lapangan .
pertacian, perthanan. peternakan
pereambangan,
perindustrian,
penganghutan

now P

i
e

dengan pengecualian :

¥ Pengeluaran-pengeluaran untuk alat-akar perusabaan yang terlebib dahulu digunakan
di Indonesia;

2, pengeluaran yang dianggap mewsh, atas pertimbangan Kepala Direkeorat Pajak.

Penanaman terscbut harus ternyara pada saar pendafiaran. Apabila penmsaman lw
sedang dilaksanskan maka rencana yang konkrit, khusus mengenai benwk modal dan wakeu
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yang layak untuk menyelesaikan rencana penanaman i, haras pula dapat dinyatakan dalam
surat peesnchonan yang ditujukan kepada Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan
Peogawasan, Aws permobonan b, akan dikeluarkan surat-keputusan oleh Menterd Urusan
Peadapatan, Pembiayasn dan Pengawasan.

Ayat {4)

Karena penurunan porsentasi pungutan yang tebusan dasi 10 (sepululy) menjadi 5
{a} persen benar-boenar dimaksudkan sebagai perangsang untuk menanam modal, maka
scbagai konschwensinys jalah, babwa modal yang tadinya terdafras atas punguran vang
whusan sehusar & {ima) persen, akun terapl 9t kemudian badd rernyara hahawn ddak
selurghnys modal wrsebut ditanam dalam bidang usaha yang ditunjuk oleh Mentert Urasan
Pendaparan, Pembiayaan dao Pengawasan, atas bagian modal Yang tidak dipergunakan
sesumi dengan rencana semala, masth dipungut kekurangannya sebesar 5 (ima) porsen gl

Pagal2

Dialam prakick sering. terjadi, bahwa scorang yang mempergunakan uang orang Jain,
tiddak bersectia memoerimha stapa perlik vang (o dan tidak pula boosedia membagar pajak
seas hasil modad s, karena bagian keunuangan vang diverima hanyalah sebagman kel saja.

Dalam perataan int deagan wegas dinyatakan, bahwa orang yang menikman
menguasa, mempergunakan vang ity drvajibkan mendafaskan dao selialigos menyetotkan
pamlab rebusan di Kas Negara, Uneak itu orang tidak perhs secara tegas mempunyai hak
untuk menikaatl, menguasat atau mempergunakan modal rersebut. Asalkan fa
berkesempatan saja untek menikmab, menguasai atau mempergunakan modal ito, 1 sudah
berkewajiban.

Kewajiban i terdind daret mendafrarkan modal, yang menurat pegaturan fiskal
sebenamya dikenakan pajak, menghituog jumiah vang sebusan dan sekaligus menyetor sang
rebusan i di IKas Negara, menurut cara-cara yang akan diatar kemuclian oleh Menien
Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Aktivitas pertama untuk menunatkan kewajiban diatas harus darang dari mercka
yang berkewajiban, baru kemadian Direktorar Pajak akan mengadakan penebitian dan
PEAZUSYIALN.

Pasal 3
Cukup iclag,

Pasal §
Cukup jchas,

Avac {13

Schagaimana dijelaskan didalam penjelasan pasal 2, rangkalan orang-orang, veng
memiltk, menikenad, munguasal, mempergunakan, berkesemparan menikmad, menguasai,
momperguoakan, modal dimaksud dalam peratumn ind merupakan svar warn yang dapas
rempersulir penunaian tugas Direktorat Pajak.

Karena s sesual dengan semangat kegotong-royongan diantaranys mereks, maka
mereka bertanggung-fawab renteng dan pench atas pelunasan vang tebusan,
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Pasal’s

Ayar (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal &
Cubup jclas,

Pasal?
Cubup jelas

Pasal 8

Untuk mempersiapkan tata-usaha Dircktorar Pajak sepert penyusunan brosur-brosar
penerangan, blanko-hlanke isian diperfukan wakm.

Karena ity peoewpan anggal berlakunya peraturan ini diserabkan kepada Menges
Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, yang mengetahui kesernoanya itu,

LEMBARAN NEGARA NO, 8% DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NQO._ 2677
TAHUN 1964 YANG TELAH DICETAK ULANG
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1984
TENTANG
PENGAMPUNAN PAJAK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa dengan Undang-lindans Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Limurm dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1583
tentang Paiak Penghasilan, dan Undeng-Undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atag
Barang Mewah, telah diciptakan sistem perpajskan  bary  guna
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiaysan negara dabp
pembangunan nasoonal;

b. bahwa untuk melaksanakan sistem perpajakan bare tersebut dengan baik
diperiukan adanya pangkal tolak yang bersih berlandaskan kejujuran das
keterbukaan darl masvarakat

¢. bahwa dalam rangka upaya untuk mencapai hal tersebut di atas, dipandang
perlu uniuk memberikan pengampunan di bidang perpajakan;

Mengingat :

Pasal 4 ayat {1) Undang-Undang Dasar 1943;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA TENTANG
PENGAMPUNAN PAJAK.

Pasal 1

{1) Wajib Pajak orang pribadi atau badan dengan nama dan dalam bentuk apapun
baik yang ielah maupun yang belum terdaftar schagai Wajib Pajak diberi
kesempatan untuk mendapatkan pengampunan pajak.

{2) Pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) diberikan atas
pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau
dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku vang
terdiri dari

a. Pajak Pendapatan atas pendapatan yang diperoleh dalam tahun pajak
1983 dan sebelumnya;
b. Pajak Kekayaan atas kekayaan yang dimiliki pada anggal {1 Januari

Universitas indonesia
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1084 dan sebelumnya;

Pajak Perseroan atas laba yang diperoleh dalam tahun pajak 1983 dan
sebelumnya;

Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty vang terhutang atas bunga,
dividen dan royalty yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan
sarmpal dengan tanggal 31 Desember 1983;

MPO wapy yang terhutang dalam tabhun 1983 don sebelumnya;

Pajak Pendapatan Buruh (PPd.173a) yang terhutang dalam tahun pajak
1983 dan sebelumnya;

Pajak Penjualan yang terhutang dalam tahun [983 dan sebelumnya,

Pasal 2

(1} Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan
pengampunan pajak adalah :

a.

Mendaflarkan dirl pada Kantor Inspeksi Pajak dalam wilayah Wajib
Pajak bertempat tinggel atau berkeduduken, bagi yang belum
mempunyal nomor pokak waiib pajak;

Menyampaikan pernvataan tertulis mengenai jenis pajak dan tahun
pajak yvang dimatakan penpampunan;

Menyampaikan dafiar kekayaan per 1 Januari 1984 yang benar bagi
Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan:

. Menyampaikan Neraca per | Januari 1984 yang benar bagi Wajib

Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dan bagi
Wajib Pajak badan;

Mengisi Surat  Pemberitahuan dengar  scbenermya  mengenai
penghasilan  whun 1984 bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan,
kekayaan per | Januari 1985 bagi Wajib Pgiak Pajak Kekavaan,
pemungulaypemotongan Pajak  Peaghoesilan  tahun 1984 dan
pemungutan Pajak Penjuslan serta Pajak Pertambabun Nilal atas
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualon atas Barang Mewsh vang
terhutang dalam tzhun 1984,

Mengisi dengan benar Surat Pemberitahuan mengenal segala jenis
pajak antuk dan pada tahun-tahun 1985, 1986 dan 1987,

(2) Dalam hal persyaratan twersebut pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka
pengampunan paiak dengan sendirinya gugor.

Pasal 3

{1} Atas paink-pajak yang belum pemah atan belum sepenubinya dikenakan atau
dipungut yang dimintakan pengampunan pajak, dikenakan tebusan dengan

tarn

i.

1% (satu persen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk
menghitung jumliah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib

Universitas Indonesia
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Pajak vang pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini telah
memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan
tabun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun [984;

b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar
untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampurnan, bagi
Wajib Pajak vang pada langgal ditetapkannya Keputusan Presidern ind
belum memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak
Persercan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984.

{2} Jumlah kekayasn yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang
dimintakan pengampunan adaleah kekayaan bersih yang tercantum dalam
daftar kekayvaun/neraca per 1 Januari 1984 yang benar, sebagaimana dimaksud
datam Pasal 2 ayar {1) horuf ¢ dan horuf d denpan jumiah kekayaan bersih
yangtorcantun  dalamn Surat  Pemberitabuan  Pajak  Pendapatan/Pajak
Perseroan tshun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984,

Pasai 4

{1} Jumlah kekayasn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {2} dimasukkan
daiam modal penisahaan,

(2) Peningkatan yoodal saham sehagal akibal pertambahan madal perusahaan
dibebaskan dari Bea Meterai Modal,

(3) Penambahan nilal saham dan alau pemberian saham baru kepada pemegang
saham  sebagai akibar pertambahan modal perusshaan dibebaskan dari
pengenaan Pajak Penghasilan,

Pasat 5

{13 Pernyataan dalam rangka pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat {1) harus disampaikan ke Kantor Tnspeksi Pajak dalam Wilayah
Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan, selambat-lambatnya pada
tanggal 31 Desember 1984,

(2) Pernvataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disampaikan langsung
vleh ‘Wajib Pajak ke Kantor Inspeksi Pajak harus diberi tanda penerimaan,
sedangkan vang dikirim dengan pos tercatat, resi pengiriman dianggap
sebagai tanda bukli penerimaarn.

Pagai 6

Dinftar kekayaan sebagaimana dimaksad delam Pasal 2 ayat (1) huraf ¢ dan huraf
d harus disampaikan kepada Kepals Inspeksi Pajak dalam wilayah Waiib Pajak
bertempat tinggal atau berkedudukan, selambat-lambatnya tanggal 31 Desember
1984 disertal tanda bukii setoran vang febusan sebagaimana ditetapkan dalsmn
Pasai 3,

Usniversitas Indonasia
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Pasal 7

{1} Waib Pajak vang melapor unuk mendapatkan pengampunan pajak atas
pajak-pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal | ayat (2), dibebaskan dari
pengusutan fiskal.

{2} Laporan tentang kelayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak dijadikap
dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun terhadap Wajib
Pajak.

Pasal 8

Bagi Wajib Pajak yang sedang dalam proses pemeriksaan untuk keperiuan

perpajakan atau Wajib Pajak yang dalam proses penyidikan pada saat berlakunya

Keputusan Presiden ini, bilamana dari laporan pemeriksaan atau penyidikan

dimaksud telah diketahui jumlah pajak yang seharusnya terhutang, maka untuk

jumiah yang telah diketahui tersebut tidak dapat diberikan pengampunan pajak.
Pasal 9

Hal-hat yang belum cukup diatur berkenaan dengan pelaksanaan Kepuiusan
Presiden int diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuvangan.

Pasai 10
Keputusan Presiden ink mudai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Keputusan
Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal I8 April 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tid.

SGEHARTO

Pundangkan dt Jakaria

pada tanggal 18 April 1984

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUDHARMONO

Universias Indonesia
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PERATURAN PEMERINTAH

PENCGGANTT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDOQNESIA

NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR & TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Memmbang: a.

DENG/AN RAHMAT TUHAN YANG MALHA EBA

PRESIDEN REPUBLIK INDOGNEREA,

bahwa dalam rangksa menghadapl dampak krisis keuangan
giobal, sanpat mendesak untuk  memperkuat  basis
perpajnkan nasignal guna mendukung pencrimaan nepara
dari sckior perpajakan yang lebih stabil

babwa pelaksansan Fasal 374 ayar (1} Undeng-Undang
Nemsor 28 'Tahun 2087 tenfang Perubahan Ketiga atas
Hndarg-Undang Nemer & Tahun 19813 tenang Ketentuan
Umur dan Tata Cara Perpajekan sangat efeht! wntuk
memperkuat basis perpajakan nasienal;

bahwa mmasii banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan
fasilitus penpurangan stau penghapusan sanksi admipistrast
perpaiakan sebagairmana diatar dalam Pasal 37A ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2& Tahun 2007 tentang Perubaban
Ketlpe atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 wentang
Keertuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebapgaimanz dimaksud
dalars hural 2, husal b, dan hburef ¢, perly memperpanjang
mngka waktu pelaksanean ketentuan Pasal 374 ayas {1
Undang-lUndang Nomor 28 Tahun 2007 temtany Perubahen
IKetign atas Undang-Undang Romar 6 Tahus 1883 wnwng
Keterstuan  Umum  dan  Tats  Cara  Ferpajakar  dengan
menceapkan  Perawdrair  Pemerinteh  Penggantt Usdang
Undang fentanpg Perubshan Keempal atas Undang-Undang
Momer & Tahun 1983 teatang Kelontuan Umurm dan Tata
Cara Perpalaian,

Mengingat: ..
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Menpindal

Mensiapkan:

FRESDEN
FREMLELE INDONESIA

1. Pasal 22 avat [i} Undang.Undang Dassr Negara Republik
Indenesia Tahun 1845;

%. Undang-Undang Nomor & Tobun 1583 ¢entang Kementaan

Urmunn «lan Tata Cara Perpajakan {Lembaran Negara Republik
indegnesia Tahun 1983 Nomer 49, Tambahan Lembaran
Nepara Republk [ndonesis Nomor 3262} sebagaimana wiah
beperapa kall divbab terakhir dengan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 20607 (Lembaran Negara Republik nwlonesia Tahun
2007 Momor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
fndonesia Nomor 4740},

MEMUTUEKAN:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN HEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR & TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMWUM DAN
TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal ]

Ketentuan  Pgsal 37A wyat {(3) Undang-Uadang Nomor 6
Tahin 1983 tenteng Kelgntuan Umum  dan Tata  Cara
Perpajagan {lembaran Negara Republik Indonesia Tahwuin 1983
Momor 38, Tembahan Lembaran Neparz Republik Indoncsia
Nomuor 32862} schagaimana telah beberapa kali diubah denpan
Undang-Undsng:

a, Nomwor 8 Talun 1994 (Lembaran Negura Republik indenasia
Tabun 1984 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor 35664

b, Namor ..,
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b. Nomar 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 126, Tambehan Lembaran Nepara
Hepulnik Indoriesia Nowmor 3984

c. Nomor 28 Tahun 2007 {Lembaran Negar Republik Indonceia
Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembarpn Negara
Republik indonesia Nomor 47490),

divzbah, schingpe berbunyi ssbagai berikut :

Pasal 374

{4} Wapb Pajak vang menyampaikan  pembelulan Surat
Pambaritahyan Tabbunan  Pajak  Penghasilan  sebelum
Tahmn Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yzng masth
harus dibayar menjadl lebin besar dan dilakukan paling
lambat tangpal 28 Pebrumi 2009, dopar  diberiRan
pengurangans  atau  penphagiisan  sanksi  administrasi
berupa DUnpd ates kKeterfambatan gelunasan kekucangan
pembayaran pajlak yang lkestentoannys disghur dengen arau
berdasarkan Peraturan Mentori Keuangan.

Pasgal 11

Peratran  Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mnddal
berlaku pada 1anggal 1 Januard 2009,

Agar ..
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PRELBIDEM
REPUBLIK i(NDOHESIA

-

Apar seriap orang raengelalninya, memerintahlian
pengundangan  Peratyran  Pemerintah  Penggantl  Undang-
Undang ini dengan pencmpatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.
Ditstapican di Jakarta
pads tanggal 31 Desember 2008
PREBIDEN REPUBLIK INDOHNESIA
tiel
DE, H. SUBIL.O BAMBANG YUDHUYOND
Diundangkan di Jakarta

patds 1angest 31 Desernber 2008
MENTERE HUKUM DAN HAK ASAS! MANUSBIA ’
REPUBLIK INDONESTA,

1l
ANEA MATTALATTA

LEMBARAN HEGARA REPUBLIK INDONESIA TAKMUN 2008 NOMOR 214

Balinan sesual dengan ssiinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepsla Biro Peraturay Perundang-undangan

o Bidang Perckonomian dan Industn

-/‘jdw:::; F [LZBRE
P
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A

IQ SAPTC NUGROHD
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PRESIEBEM
REFPLIBLER iNDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANT] UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONES!A
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1933
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

L UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ieniang Porubahon Ketige atas
Undang-Undang Nomor 6 Tabun 1983 tentang Ketenhitan Umum dan Tate
Cara Perpajaksn merupalan salah satu tonggak perubahan yang mendasar
dari reformasi porpajakan di Indonesia. Undang-Undang int disusun dengan
tujuan antara lain  uriuk jebih  memberikan  keadilan, meningkatian
pelayanan kKepadz Wujib Pajak, meningkatian kepastian dan penegoakan
hukum, serta meningiatkan keterbuksan administrast porpajakan dan
kepatuhan sukarelea Wojib Pajak yang pada akbirmnya meningkatkan
penerimasn negara darl sektor perpsiakarn.

Pasal 37A ayat [1 Undang-Undang Nomer 28 Tahun 28507 wentang
Perubahan Ketiga atns Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 whlang
Ketentuan Umum dan Tata Oara Perpalakan merupakan ketentuan khusus
vang memberikan kescmpatan kepada Walb Pajak uniuk ichih terbuka dan
Mjur dalarn memenuhi kewajiban perpalakannya yang telah lalu, Apabis
Walitr Pajak monyampaikan pembetulan Surat Pemberitehuan Tahuoan
Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatian puiak
yang masih harus dibayar menjadi lebin besar don dilskukan paling tema
dalam jangla wakiv 1 {satu) sbhun seteizh beriskunya Undang-Undang
Nomor 28 Tahuny 2007 tentang Perubshan Hetipa aias Undang-Undaog
Nemor ¢ Tabun 1982 tenlang Retentuan Umum dan Tatla Cara Perpsjakan,
Wajib Pajak daspatr diberikan pensgurangan aten posghapusan  sanksi
admirdswasi berupa bunga atas keterlambatan pelunaszs  kelurasgan
pembayaran pajalknya,

Dalam ...
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Dialam ranpgka menghadap dampalk krisis keuangan global, sangat mendesak
untuk memperkuat basis perpgjakas sasions! guna mendukung penerimaan
negarg darl selior perpaizkan yang lebih stabil. Pelaksanaan Pagal 37A ayat
{1} Undang-Undang Homeor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga aias
Undang-tndang Nomor 6 Tahuen 1983 tentang Ketentuan Umum dan Taia
Carz Perpajakan sangat efelif untuk memperkual basis perpajakan nasional.

Menielang berakhirnya jangks wakouz pemberian fasilitas pengurangan aiau
penghapusan sanksl administrast perpajakan schagaimana diatur dalam
Pasal 37A ayst (17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 wontang
Perubghan Ketige atas Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 wenwung
Kewntuan Umum den Tata Cara Perpajakan, masth banyait masysrakat
yang ingin memanfantkan (asifitas dimaksud, namun mengalami kendala
urangnya waktu dalam mempersjiapkan penyampaian pembsfulan Sarat
Pernberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan,

Deagan memperhatikan hal torsebut di atas, perly segeora memperpanjang
Jangka wakty pelaksansan ketentuan Pasal 374 ayar {1 Undang-Undang
MNomor 28 Tahun 2007 tentang Perubzhan Ketiga atas Undang-Undang
Momor & Talun 1983 entang Katenbuan Umurs dan Tata Carg Perpajakan,

1L PABAL DEMI PASAL

Pasal ]
Cuvup jelas
Pasaj I

Cukazp jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40983
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